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BUPATI GOWA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GOWA

NOMOR 1 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

Menimbang

Mengingat

TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GOWA,

. bahwa pembangunan daerah harus dilaksanakan

dengan prinsip terarah, terintegrasi, efektif, efisien dan
akuntabel untuk meningkatkan kesejahteraan
masyarakat dan memajukan kondisi daerah;

. bahwa untuk menjabarkan visi, misi, dan program kepala

daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah
kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah,
serta program Perangkat Daerah yang disusun dengan
berpedoman pada Rencana Jangka Panjang Daerah dan
Rencana Jangka Menengah Nasional, perlu disusun
Rencana Menengah Daerah Dalam Kurun waktu 5 (lima)
tahun mendatang;

. bahwa berdasarkan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-
Undang, Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

. bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-
2029;

. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;



2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 133 Tahun 2024 tentang
Kabupaten Gowa di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 319,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
7070);

5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-
2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024
Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6987);

6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun
2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata
Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 1312);

8. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7
Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 Nomor 7 No Reg
Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan
(7-225/2024);



9. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 15 Tahun
2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten
Gowa Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten
Gowa Tahun 2012 Nomor 15);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 6 Tahun
2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2025-2045 (Lembaran
Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2024 Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GOWA
dan
BUPATI GOWA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN

JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.
2.
3.

Daerah adalah Kabupaten Gowa.

Bupati adalah Bupati Kabupaten Gowa.

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai wunsur penyelenggara
pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu
Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam
Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah
Kabupaten.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 yang
selanjutnya disebut RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan
nasional untuk periode S (lima) tahun.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 yang
selanjutnya disebut RPJPD Provinsi adalah dokumen perencanaan Daerah
untuk periode 20 (dua puluh) tahun.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tahun 2025-
2045 yang selanjutnya disebut RPJPD Kabupaten adalah dokumen
perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya
disingkat RPJMD adalah rencana pembangunan Daerah Kabupaten Gowa
yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk
periode 5 (lima) tahun yakni tahun 2025-2029.



9. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD
adalah rencana pembangunan tahunan Daerah yang merupakan dokumen
perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

10. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja-PD adalah
rencana pembangunan tahunan PD yang merupakan dokumen perencanaan
PD untuk periode 1 (satu) tahun.

11. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra-PD
adalah rencana 5 (lima) tahunan yang menggambarkan analisis lingkungan
strategis, faktor kunci keberhasilan, tujuan dan sasaran, strategi, serta
evaluasi kinerja.

Pasal 2
(1) RPJMD ditetapkan untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan

penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati dan wakil Bupati hasil
Pemilihan Umum Tahun 2024 yang disusun berdasarkan RPJPD.
(2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan berpedoman
pada RPJMN, RPJPD, RPJMD dan RTRW.
(3) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
a. pendahuluan;
b. gambaran umum Daerah;
c. visi, misi, dan program prioritas pembangunan daerah;
d. program Perangkat Daerah dan kinerja penyelenggaraan Pemerintah
Daerah; dan
€. penutup.
(4) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan pedoman dalam
penyusunan Renstra-PD dan RKPD dengan memperhatikan RPJMN dan RPJMD
Provinsi, kondisi lingkungan strategis di Daerah, serta hasil evaluasi terhadap
pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya.

Pasal 4

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 1
Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun
2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2021 Nomor 1,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Nomor 1), dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.



Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gowa.

Ditetapkan di Gowa
pada tanggal 20 Agustus 2025

BUPATI GOWA,

/
SITTI HUSNIAH TALENRANG

Diundangkan di Gowa
pada tanggal 20 Agustus 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GOWA,

4

ANDY AZIS PETER

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GOWA TAHUN 2025 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN GOWA PROVINSI SULAWESI
SELATAN B.HK.01.048.25



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GOWA
NOMOR 1 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN GOWA TAHUN 2025-2029

I. UMUM

Bahwa dalam rangka memberi arah dan tujuan dalam mewujudkan cita-
cita pembangunan daerah sesuai visi dan misi Kepala Daerah sesuai amanah
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional dan Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Kerja Menjadi Undang-Undang, perlu disusun Rencana Pembangunan
Daerah untuk kurun waktu S (lima) tahun mendatang.

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Gowa Tahun 2025-2029 dilakukan secara partisipatif dengan
melibatkan seluruh pemangku kepentingan pembangunan, serta mengacu
pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gowa
Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Bupati
Gowa yang penyusunannya berpedoman pada RPJPD Kabupaten Gowa,
pokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan memperhatikan
Perubahan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan, RPJMN, RTRW Kabupaten
Gowa, rencana pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gowa
Tahun 2025-2029, merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa setiap Tahun Anggaran dan
Penyusunan Renstra PD. Selain itu menjadi acuan bagi penyusunan
dokumen perencanaan pembangunan Pemerintah Desa di Kabupaten Gowa.

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka perlu membentuk
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Gowa Tahun 2025-2029.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas
Pasal 2

Cukup jelas
Pasal 3

Cukup jelas
Pasal 4

Cukup jelas
Pasal 5

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GOWA NOMOR 1 TAHUN 2025



RENCANA PEMBANGUNAN | 99 5
JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN 6GowA TAHUN | 2029

LAMPIRAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GOWA
NOMOR 1 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DAERAH
TAHUN 2025-2029

BAB 1
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Pembangunan Daerah merupakan usaha yang dilakukan
secara sistematis dan terencana untuk mewujudkan pertumbuhan
dan perubahan melalui pembangunan sumber daya manusia,
peningkatan dan  pemerataan  pendapatan  masyarakat,
kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses dan kualitas
pelayanan publik serta daya saing daerah sesuai dengan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangannya dengan
memanfaatkan potensi sumber daya yang dimiliki daerah.
Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Gowa mencapai 5,39 persen .
Kemudian, PDRB per kapita Kabupaten Gowa meningkat dari Rp
37,77 Juta di tahun menjadi Rp 42,37 Juta di Tahun 2024.
Masalah ketimpangan pendapatan memang bukan isu yang dapat
diselesaikan dalam waktu singkat yang tercermin dari nilai indeks
gini Kabupaten Gowa tahun 2024 sebesar 0,326 meningkat
menjadi 0,313 ditahun 2025 walaupun masih berada pada kategori
kesenjangan yang sedang dan lebih rendah dari gini rasio provinsi
Sulawesi Selatan sebesar 0,372 berada pada ketimpangan kategori
tinggi. Tingkat pengangguran daerah yang diukur dengan Tingkat
Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Gowa pada tahun 2024
sebesar 3,91 persen mengalami penurunan dibandingkan tahun
2020 sebesar 4,35 persen dengan persentase angkatan kerja
perempuan yang menganggur lebih tinggi dibandingkan penduduk
laki-laki. Isu kemiskinan di Kabupaten Gowa juga menjadi
perhatian dalam Pembangunan Kabupaten Gowa 5 tahun
mendatang (2025-2029) karena jumlah penduduk miskin di
Kabupaten Gowa pada tahun 2024 sekitar 6,85 persen, masih
cukup tinggi apabila dibanding dengan persentase penduduk
miskin Kota Makassar sebesar 5,21 persen. Capaian IPM
Kabupaten Gowa di Tahun 2024 Sebesar 73.71 Jauh Relatif
Rendah dibandingkan dengan Capaian IPM Sulawesi Selatan.

Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) pada
Tahun 2024 telah menetapkan ibu Hj.Sitti Husniah Talenrang,

BAB 1
PENDAHULUAN




RENCANA PEMBANGUNAN 2025
JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN GOWA TAHUN 2029

S.E., M.M sebagai Bupati Gowa dan Bapak Ir.H.Darmawansyah
Muin, S.T, M.Si sebagai Wakil Bupati Gowa periode 2025-2029
yang didasarkan pada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor
900.1.9.1/435/SJ tentang pendanaan kegiatan pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali
Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024.

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) Kabupaten Gowa Tahun 2025-2029 dilaksanakan
sebagai tindak lanjut dari pelantikan Bupati dan Wakil Bupati
Gowa terpilih yang dilaksanakan pada tanggal 20 Februari 2025,
sesuai dengan hasil Pemilihan Kepala Daerah serentak tahun 2024.
RPJMD ini merupakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun
2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yang
mengharuskan kepala daerah menyusun dokumen perencanaan
pembangunan jangka menengah paling lambat enam bulan setelah
dilantik.

RPJMD Kabupaten Gowa 2025-2029 disusun dalam konteks
dinamika pembangunan daerah yang diwarnai oleh berbagai
tantangan, seperti pemulihan ekonomi pasca pandemi,
peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan daya saing
daerah, serta percepatan transformasi digital dan pembangunan
berkelanjutan. Kabupaten Gowa, sebagai salah satu daerah
penyangga utama Kota Makassar, memiliki posisi strategis dalam
mendukung pertumbuhan ekonomi regional Sulawesi Selatan.
Secara geografis, Kabupaten Gowa memiliki keunggulan wilayah
dataran tinggi dan rendah yang mendukung sektor pertanian,
perkebunan, serta potensi pariwisata alam dan budaya. Selain itu,
keberadaan kawasan pendidikan di dataran tinggi Malino dan
warisan sejarah Kerajaan Gowa menjadi daya jual tersendiri yang
mendukung sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Infrastruktur
yang terus berkembang, dukungan sumber daya manusia yang
kompetitif, serta kebijakan pembangunan yang inklusif menjadi
kekuatan dan daya saing Kabupaten Gowa dalam mewujudkan
pembangunan berkelanjutan yang berbasis potensi lokal. Selain
memperhatikan visi dan misi kepala daerah terpilih, RPJMD
Kabupaten Gowa Tahun 2025-2029 juga telah mempertimbangkan
visi, misi dan arah kebijakan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Gowa Tahun 2025-2045 yang
telah memasuki tahap terakhir dari RPJPD dimaksud dan
memperhatikan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 02 Tahun

2018 tentang Standar Pelayanan Minimal.
BAB 1 1
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Proses RPJMD dimulai dengan Penyusunan rancangan awal
RPJMD sejak Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah terpilih
dilantik.Penyusunan rancangan awal RPJMD mencakup
penyempurnaan rancangan teknokratik RPJMD, penjabaran visi
dan misi Kepala Daerah, perumusan tujuan dan sasaran,
perumusan strategi dan arah kebijakan, perumusan program
pembangunan Daerah, perumusan program Perangkat Daerah,
dan KLHS. Kemudian rancangan awal RPJMD dibahas dengan para
pemangku kepentingan melalui forum konsultasi publik dan
kepada DPRD untuk memperoleh kesepakatan. Setelah dilakukan
konsultasi, kemudian dilaksanakan Musrenbang RPJMD yang
bertujuan untuk penajaman, penyelarasan,klarifikasi dan
kesepakatan terhadap tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan,
dan program pembangunan Daerah yang telah dirumuskan dalam
rancangan awal RPJMD serta menggunakan pendekatan
perencanaan pembangunan meliputi pendekatan teknokratik,
partisipatif, politis, atas-bawah (top-down) dan bawah-atas (bottom-
up).Setelah dilakukan Proses rancangan akhir, Bupati menetapkan
rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD kabupaten/kota
yang telah dievaluasi oleh gubernur menjadi Peraturan Daerah
kabupaten/kota tentang RPJMD kabupaten/kota paling lambat 6
(enam) bulan setelah bupati/wali kota dan wakil bupati/wali kota
dilantik.

Dokumen RPJMD Kabupaten Gowa Tahun 2025-2029
selanjutnya akan menjadi pedoman perangkat daerah dalam
penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah sesuai dengan
tugas pokok dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah.
Dokumen RPJMD ini selanjutnya akan dijabarkan ke dalam
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan
dokumen rencana tahunan.

1.2. DASAR HUKUM

Penyusunan RPJMD Kabupaten Gowa Tahun 2025-2029
dilandasi pada beberapa peraturan perundang-undangan,
peraturan pemerintah, peraturan menteri dan peraturan daerah
sebagai berikut:

1) Pasal 18 ayat (6) amandemen Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa pemerintahan daerah
berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan -
peraturan lain untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas
pembantuan;

2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia

BAB 1 ]
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3)

4)

S)

6)

7)

8)

9)

Tahun 2003 Nomor 78), (Tambahan Lembaran Negara Nomor
4301);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021
tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan
Bencana ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 66,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4723);

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (
Lembaran Negara Republik Indonesia Taun 2023 Nomor
41,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6856);

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 61);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan
Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
12);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun
2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan
Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5066) sebagaimana telah diubah beberapa kali

BAB 1 1
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terakhir Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

10) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun
2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6801);

11) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

12) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan
Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5606);

13) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang
Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 69);

14) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

15) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan,
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105);

16) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor
77,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6914);

17) Undang-undang Nomor 133 Tahun 2024 tentang Kabupaten
Gowa di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik

BAB 1 ]
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Indonesia Tahun 2024 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 7070);

18) Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2000 tentang
Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional

19) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara
Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4664) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017
tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan Dan Penganggaran
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6056);

20) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

21) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6402);

22) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara
Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);

23) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

24) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang
Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6056);

25) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017

BAB 1 1
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Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6123);

26) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 2;Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6178);

27) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322);

28) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan
dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

29) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6633);

30) Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan
Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor
109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan
Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan
Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020Nomor 259);

31) Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data
Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 112);

32) Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang
Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);

33) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);

34) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15
Tahun 2008 tentang Pedoman Umum  Pelaksanaan
Pengarusutaman Gender di Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);

35) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang

Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120
Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam
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Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah;

36) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang
Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan
Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta
Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

37) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang
Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
4359);

38) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80
Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (
Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

39) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang
Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

40) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang
Klasifikasi, @ Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

41) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang
Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun
2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 288);

42) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang
Pengutamaan Penggunaan Alokasi dan Penggunaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 581) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi
Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan
Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 910);
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43) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

44) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 tentang
Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1391);

45) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang
penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);.

46) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang
penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);

47) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang
Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun
2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan
Pemerintahanan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2024 Nomor 845);

48) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun
2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri
Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi
dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah;

49) Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang
Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah
Tahun 2025 - 2029;

50) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun
2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 287);

51) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 5 Tahun
2016 Tentang Pelindungan dan Pelayanan Bagi Penyandang
Disabilitas ((Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun
2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi
Selatan Nomor 289);

52) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor Peraturan
Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun 2022 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan
Tahun 2022-2041 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan
Tahun 2022 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi
Sulawesi Selatan Nomor 322);
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53) Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 15 Tahun 2012
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gowa Tahun
2012-2032;

54) Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 11 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat
Daerah;

55) Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 2 Tahun 2019
tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Peyandang
Disabilitas.

56) Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 000.8.2.2/4075/Bangda
Tanggal 12 Juni 2024 Perihal Penyusunan Rancangan
Teknokratik RPJMD Tahun 2025-2029;

1.3. HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN

Sistem perencanaan pembangunan adalah satu kesatuan tata
cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-
rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah
dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara
dan masyarakat baik di tingkat pusat maupun daerah. Berdasar
pada pasal 5 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN ), penyusunan
rancangan teknokratik harus memperhatikan Rancangan
Teknokratik RPJM Nasional dan Rancangan Teknokratik RPJMD
Provinsi Sulawesi Selatan.

RPJMN merupakan penjabaran dari visi, misi dan program
presiden yang memuat strategi pembangunan nasional, kebijakan
umum, program kementerian/lembaga dan lintas
kementerian/lembaga, kewilayahan dan lintas kewilayahan serta
kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian
secara menyeluruh. Sasaran dan target kinerja dalam RPJMN
pencapaiannya merupakan agregat dari pencapaian di daerah,
maka secara logis provinsi dan kabupaten/kota memiliki kewajiban
dan peran dalam pencapaian target tersebut. Dengan demikian,
maka Rantek RPJMD Kabupaten Gowa Tahun 2025-2029 harus
memperhatikan RPJMN.

RPJMD tersebut selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD), yang merupakan dokumen
perencanaan pembangunan tahunan dan akan dipedomani dalam
penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Selain itu, RPJMD juga menjadi pedoman dalam penyusunan
Rencana Strategis (Renstra) SKPD yang merupakan dokumen
perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun. Untuk lebih
jelasnya hubungan RPJMD dengan dokumen perencanaan lainnya.
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Gambar 1.1
Keterkaitan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan
Pembangunan dan Sektoral lainnya
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Sumber: Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025, diolah

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Gowa

(RPJMD) tahun 2025-2029 adalah dokumen perencanaan yang

mengatur arah pembangunan Kabupaten Gowa dalam jangka

waktu lima tahun kedepan, memiliki keterkaitan dengan dokumen
perencanaan lainnya, sebagai berikut :

1. RPJMN Nasional dengan RPJMD Kabupaten Gowa
Penyusunan RPJMD Kab. Gowa tetap mempedomani RPJMN
2025-2029 dan memperhatikan RPJMD Provinsi 2025-2029.

2. RPJPD Provinsi dengan RPJMD Kabupaten Gowa
Penyusunan RPJMD Kab. Gowa berpedoman pada RPJPD kab
Gowa khususnya pada tahap pertama di arahkan pada
“Konsolidasi Penguatan Landasan Transformasi”. dan
seterusnya.(sebaiknya agar mengadakan penyesuaian terhdap
sub hub antar dokumen pada RPJMD Prov).

3. RPUJMD Kabupaten Gowa dengan Rencana Tata Ruang
Wilayah (RTRW)

Penyusunan RPJMD harus berpedoman pada RTRW. Olehnya
itu, diperlukan penelaahan RTRW untuk menjamin agar arah
kebijakan dan sasaran pokok dalam RPJMD selaras dengan,
atau tidak menyimpang dari arah kebijakan RTRW. Penelahaan
rencana tata ruang bertujuan untuk melihat kerangka
pemanfaatan ruang daerah dalam 5 (lima) tahun mendatang,
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yang meliputi menelaah rencana struktur ruang, menelaah
rencana pola ruang, dan menelaah indikasi program
pemanfaatan ruang.

. Dokumen KLHS Dengan RPJMD Kabupaten Gowa
Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) Kabupaten Gowa wajib memperhatikan aspek
lingkungan hidup dan prinsip keberlanjutan. Hal ini bertujuan
untuk memastikan bahwa setiap kebijakan, rencana, dan
program pembangunan yang dirancang tidak hanya berorientasi
pada pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga memperhatikan
daya dukung dan daya tampung lingkungan.

. RPJMD Kabupaten Gowa dengan RPJPD Tahun 2025-2045
Penelaahan RPJPD merupakan langkah utama dalam
perumusan RPJMD, mengingat RPJMD merupakan penjabaran
dari tahapan pembangunan periode 5 (lima) tahunan dalam
RPJPD. Penelaahan pada sasaran pokok RPJPD dan tingkat
capaian kinerja sampai dengan periode penyusunan RPJMD.

. RPJMD Kabupaten Gowa dengan RPJMN Tahun 2025-2045
RPJMN menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Gowa dalam
merancang pembangunan di daerah sesuai kondisi daerah.
Substansi tujuan pembangunan nasional lima tahunan untuk
kesejahteraan rakyat menjadi inti dari rencana pembangunan
sebagaimana tertuang dalam RPJMD Tahun 2025-2029 yang
selanjutnya dirinci dalam rencana tahunan dalam RKPD.
Berdasarkan Rancangan Teknokratik Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional, bahwa tema RPJMN 2025-2045
adalah “NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA YANG
BERSATU BERDAULAT MAJU,DAN BERKELANJUTAN yaitu :

1) Melindungi Segenap Bangsa Indonesia Dan Seluruh Tumpah
Darah Indonesia, 2). Memajukan Kesejahteraan Umum, 3).
Mencerdaskan Kehidupan Bangsa Dan, 4). Ikut Melaksanakan
Ketertiban Dunia Berdasarkan Kemerdekaan Perdamaian Abadi
Dan Keadilan Sosial . Hasil Analisa pada hubungan antara
RPJMD Kabupaten Gowa dengan RPJMN menjukkan bahwa
telah terdapat keselarasan, meliputi keselarasan agenda
pembangunan.

RPJMD Kabupaten Gowa dengan RPJMD Provinsi Sulawesi
Selatan Tahun 2025 - 2029

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Sulawesi
Selatan Tahun 2025-2029 berdasarkan Peraturan Daerah
Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019, dimana
ditetapkan visinya yaitu “SULAWESI SELATAN MAJU DAN
BERKARAKTER”. Untuk mewujudkan visi tersebut maka
Pemerintah Provinsi Sulawsi Selatan memiliki 8 ( Delapan ) misi
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yaitu : 1). Memajukan layanan pendidikan, kesehatan, sosial,
keagamaan dan kemasyarakatan berbasis kompetensi,
berakhlak dan kearifan lokal; 2). Melanjutkan hilirisasi
pertanian untuk mencapai swasembada pangan dan lumbung
pangan, serta sumber daya alam lainnya yang modern dan
berdaya saing, berbasis ekonomi hijau dan ekonomi biru; 3).
Mengembangkan ekonomi masyarakat, pedesaan dan daerah 3T
(Terluar, Termiskin dan Tertinggal) untuk menekan angka; 4).
Mengembangkan Desa Mandiri sebagai pusat pertumbuhan
untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan; 5).
Mendorong investasi padat karya dan berwawasan lingkungan;
6). Mempercepat dan memperkuat transpormasi digital dan
birokrasi yang berintegritas, adaptif, dan melayani; 7).
Memperkuat peran kepemudaaan dalam pembangunan serta
pelibatan kelompok marjinal, termasuk penyandang disabilitas;

8). Memperkuat layanan transportasi (darat, laut, udara) dan

infrastruktur yang berorientasi pada kesiapan dan ketahanan
menghadapi situasi bencana, berkeadilan serta pengembangan
pariwisata untuk mendorong akselerasi pertumbuhan ekonomi;

8. RPJMD Kabupaten Gowa RTRW Provinsi Sulawesi Selatan
Tahun 2009-2029
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun
2009-2029 berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi
Selatan Nomor 9 Tahun 2009, dengan arahan Pengembangan
Pemanfaatan Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan yang
cukup terkait dengan Kabupaten Gowa adalah kawasan
pertanian, perkebunan, agroindustri, pariwisata, perikanan,
dan perdagangan.

9. RPJMD Kabupaten Gowa dengan RPJPD Kabupaten Gowa
Tahun 2025-2045
RPJMD Kabupaten Gowa Tahun 2025-2029 merupakan
rencana pembangunan tahap keempat dan terakhir dari
pelaksanaan RPJPD Kabupaten Gowa Tahun 2025-2045
sebagaimana termuat dalam Peraturan Daerah Kabupaten
Gowa Nomor 24 Tahun 2005, agar tercipta keselarasan
pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan
program pembangunan jangka menengah daerah dengan visi,
misi, arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah.
Dalam sasaran pokok sebagaimana tercantum dalam RPJPD
Kabupaten Gowa dijabarkan dalam program pembangunan
daerah sesuai dengan arah kebijakan pembangunan periode 5
(lima) tahun berkenaan yaitu 2025-2029.

10.RPJMD Kabupaten Gowa dengan Renstra Perangkat Daerah
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Sebagaimana yang tertuang dalam Instruksi Menteri Dalam
Negeri Nomor 2 Tahun 2025,tentang penyusunan Renstra PD
Tahun 2025-2029 berupa gambaran kondisi yang mendasari
disusunnya Renstra PD Tahun 2025-2029 dan dilengkapi
definisi, amanat regulasi, dan nilai strategis Renstra PD. data-
data dan informasi terkait pelaksanaan urusan yang menjadi
tanggung jawab PD disertai dengan hasil evaluasi capaian 5
(Lima) Tahun terakhir dari tahun 2020 hingga tahun 2024 dan
data-data lainnya yang relevan sesuai dengan kebutuhan serta
Penyajian hasil evaluasi capaian pelaksanaan urusan yang
menjadi tanggung jawab PD 5 (lima) tahun terakhir diutamakan
berkaitan dengan capaian IKU dan indikator kinerja kunci
(IKK).

Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029 yang
penentuannya didasarkan pada: a. Norma, Standar, Prosedur
dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat
sesuai dengan kewenangannya. b. Sasaran RPJMD Tahun
2025-2029.

Untuk lebih jelasnya mengenai hubungan antara RPJMD
Kabupaten Gowa dengan Renstra PD dapat dilihat pada gambar
berikut ini.

. RPJMD Kabupaten Gowa dengan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (RKPD) Kabupaten Gowa

Pelaksanaan RPJMD Kabupaten Gowa Tahun 2025-2029,
setiap tahunnya akan dijabarkan dalam Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai suatu dokumen
perencanaan tahunan Pemerintah Kabupaten Gowa yang
memuat prioritas program dan kegiatan dari Rencana Kerja PD
dan juga bisa diajadikan strategi makro untuk mencapai
sasaran RPJMD. Rancangan RKPD merupakan bahan utama
pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah
(Musrenbang) Kabupaten Gowa yang dilaksanakan secara
berjenjang mulai dari tingkat desa / kelurahan, kecamatan,
dan kabupaten. Prioritas dan sasaran pembangunan pada
RKPD harus berpedoman pada RPJMD Kabupaten Gowa,
RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan dan RPJM Nasional, hal ini
dimaksudkan agar prioritas dan sasaran pembangunan
tahunan daerah harus selaras dengan program pembangunan
daerah yang ditetapkan dalam RPJMD. Selain itu, rencana
program serta kegiatan prioritas tahunan daerah juga harus
selaras dengan indikasi rencana program prioritas yang
ditetapkan dalam RPJMD.

. RPJMD Kabupaten Gowa dengan Dokumen Rencana Induk
dan Peta Jalan Pemajuan IPTEK Daerah.
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RPJMD Kabupaten Gowa Tahun 2025-2029 disusun dengan
memperhatikan keterkaitan dan keterpaduan dengan berbagai
dokumen perencanaan lainnya, termasuk Rencana Induk dan
Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK)
Daerah. Dokumen IPTEK tersebut menjadi acuan penting dalam
merumuskan arah kebijakan, strategi, dan program
pembangunan daerah yang berbasis inovasi dan penguatan
daya saing. Sinergi antara RPJMD dan dokumen pemajuan
IPTEK bertujuan untuk mendorong pemanfaatan hasil riset dan
teknologi dalam Dberbagai sektor pembangunan, serta
memperkuat ekosistem inovasi daerah guna mendukung visi
Kabupaten Gowa sebagai daerah yang maju, mandiri, dan
berkelanjutan.

1.4. MAKSUD DAN TUJUAN
1.4.1. Maksud

Maksud Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Jangak
Menengah Daerah  Kabupaten Gowa 2025-2029 adalah
tersusunnya dokumen = perencanaan Pembangunan yang
memberikan pedoman dan arah penyelenggaraan Pembangunan
dalam kurun waktu lima tahun kedepan.

1.4.2. Tujuan

Tujuan dari tersusunnya RPJMD Tahun 2025 - 2029 yang
dapat berkonstribusi secara maksimal terhadap pencapaian target
Pembangunan jangka menengah nasional; dan tersusunnya RPJMD
Tahun 2025-2029 yang memberikan ruang optimal bagi
Pembangunan daerah sesuai dengan karakteristik,inovasi,dan
pengembangan daerah.

RPJMD Kabupaten Gowa Tahun 2025-2029 disusun
dengan tujuan adalah sebagai berikut:

1) Sebagai pedoman bagi Organisasi Perangkat Daerah dalam
penyusunan Renstra OPD;

2) Sebagai pedoman dalam penyusunan RENJA SKPD perencanaan
daerah untuk satu tahun;

3) Menjadi dasar dalam penyusunan Rancangan Rencanan
Kegiatan Anggaran OPD;

4) Sebagai pedoman Tolak ukur keberhasilan penyelenggaraan
pemerintahan daerah dibawah kepemimpinan Bupati dan Wakil
Bupati Kabupaten Gowa,;

S5) Menjadi instrumen bagi DPRD dalam melaksanakan fungsi
pengawasan terhadap kinerja pelaksanaan pemerintah daerah
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dalam mendukung aspirasi masyarakat serta pencapaian target
kinerja program prioritas pembangunan daerah.

6) Menjadi pedoman bagi OPD se-Kabupaten Gowa dalam
penyusunan RENJA OPD;

7) Sebagai Manajemen Risiko Pembangunan Nasional di Daerah.

8) Sebagai Dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional di
Daerah.

1.5. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penyusunan RPJMD Kabupaten Gowa tahun
2025 - 2029 sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN, memuat :

1. Latar belakang;
Dasar hukum penyusunan;
3. Hubungan antara dokumen RPJMD dengan dokumen
perencanaan pembangunan lainnya;
4. Maksud dan tujuan; dan
5. Sistematika penyusunan.
BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH, memuat :

N

1. Gambaran Umum Kondisi Daerah
a. Aspek geografi dan demografi;
b. Aspek kesejahteraan masyarakat;
c. Aspek daya saing daerah;
d. Aspek pelayanan umum, termasuk Standar Pelayanan
Minimal dan Kerjasama daerah;
2. Gambaran Keuangan Daerah, Memuat :
Penjelasan tentang realisasi APBD Tahun Anggaran 2020-
2024 (dari tahun 2020 hingga tahun 2024) dan proyeksi
keuangan daerah Tahun Anggaran 2025-2029.
3. Permasalahan Dan Isu Strategis, Memuat:
a. Permasalahan pembangunan daerah; dan
b. Isu strategis daerah
BAB III VISI,MISI, DAN PROGRAM PRORITAS PEMBANGUNAN
DAERAH, memuat ;

1. Visi dan Misi; dan
2. Tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025-2029.

BAB IV PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN
PENYELENGGARAN PEMERINTAH DAERAH, memuat :

1. Program Perangkat Daerah, Memuat:
a. Daftar program Perangkat Daerah Tahun 2025-2029
dalam mencapai kinerja pembangunan daerah; dan
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b. Indikator program, target dan pagu indikatif program

Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.
2. Kinerja Penyelenggaran Pemerintah Daerah, Memuat:

a. Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran
RPJMD Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama
(IKU); dan

b. Target penyelenggaraan pemerintahan daerah Tahun
2025-2029 melalui indikator kinerja penyelenggaraan
pemerintahan daerah (IKD).

BAB V PENUTUP, memuat :

1. Menjelaskan secara singkat definisi, fungsi, dan peran dari
dokumen RPJMD yang telah ditetapkan.
2. Menekankan pada pentingnya menterjemahkan visi,

misi, dan agenda kepala daerah terpilih menjadi tujuan,

sasaran strategi, dan kebijakan pembangunan.
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BAB II
GAMBARAN UMUM DAERAH

2.1. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
2.1.1. ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI

Analisis aspek geografi dan demografi Kabupaten Gowa
perlu dilakukan untuk memperoleh gambaran yang komprehensif
mengenai kondisi geografis daerah. Analisis ini mencakup
karakteristik dan potensi pengembangan wilayah, tingkat
kerentanan terhadap bencana, serta luas wilayah berdasarkan
batas administrasi pemerintahan.

Selain itu, aspek demografi juga menjadi faktor penting
dalam perencanaan pembangunan daerah. Analisis ini mencakup
jumlah dan kepadatan penduduk, distribusi penduduk
berdasarkan kelompok wusia dan jenis kelamin, tingkat
pertumbuhan penduduk, serta pola migrasi yang dapat
memengaruhi dinamika sosial dan ekonomi wilayah. Pemahaman
yang mendalam terhadap faktor-faktor ini akan menjadi dasar
dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang berkelanjutan
dan berkeadilan bagi masyarakat Kabupaten Gowa.

Di samping aspek geografi dan demografi, dinamika politik
pasca Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 juga menjadi faktor
penting dalam konteks perencanaan pembangunan daerah. Hasil
Pemilu 2024 membawa perubahan pada konfigurasi kepemimpinan
daerah dan relasi antar stakeholder politik, yang berimplikasi
terhadap konsolidasi pemerintahan serta arah kebijakan
pembangunan Kabupaten Gowa periode 2025-2029.

Secara rinci analisis geografi dan demografi untuk
Kabupaten diuraikan sebagai berikut:

2.1.1.1.POSISI DAN PERAN STRATEGIS DAERAH

Kabupaten Gowa, yang terletak di bagian selatan Provinsi
Sulawesi Selatan, memiliki luas wilayah sebesar 1.883,33 km? atau
sekitar 3,01% dari total luas Provinsi Sulawesi Selatan. Secara
langsung, Kabupaten Gowa berbatasan dengan 8 (delapan)
kabupaten/ kota, yaitu:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kota Makassar, Kabupaten
Maros dan Kabupaten Bone;
- Sebelah Timur dengan Kabupaten Sinjai, Bulukumba dan

Bantaeng;
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- Sebelah Selatan dengan Kabupaten Takalar dan Jeneponto; dan
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Takalar dan Kota
Makassar.

Posisi geografis Kabupaten Gowa yang terletak di bagian
selatan Provinsi Sulawesi Selatan menjadikannya memiliki posisi
strategis. Kabupaten ini berbatasan langsung dengan Kota
Makassar, ibu kota provinsi, yang merupakan pusat pemerintahan,
perdagangan, dan perekonomian di Sulawesi Selatan. Kedekatan
ini memberikan keuntungan dalam aksesibilitas, pertumbuhan
ekonomi, serta pengembangan infrastruktur. Posisi geografis
tersebut secara tidak langsung menjadikan Kabupaten Gowa
memiliki posisi strategis sebagai penghubung di selatan Sulawesi
Selatan

a. Wilayah Administrasi

Secara administratif, Kabupaten Gowa terbagi menjadi 18
kecamatan, 121 desa, 46 kelurahan, serta 675 dusun atau
lingkungan. Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor
300.2.2-2138 Tahun 2025 Pemberian Dan Pemutakhiran Kode,
Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, Dan Pulau, luas wilayah
Kabupaten Gowa adalah 1.812,988. Struktur administratif ini
mendukung pengelolaan wilayah yang mencakup beragam
karakteristik geografis, mulai dari dataran rendah yang terdiri dari
9 kecamatan dan dataran tinggi yang juga terdiri dari 9 kecamatan.
Dataran tinggi seluas 1.509,87 km?2 atau setara dengan 80,17%
yang meliputi sembilan kecamatan yakni Parangloe, Manuju,
Tinggimoncong, Tombolopao, Parigi, Bungaya, Bontolempangan,
Tompobulu dan Biringbulu. Sedangkan dataran rendah seluas
73,46 km? atau setara dengan 19,83% yang juga terdiri dari
sembilan kecamatan yaitu Bontonompo, Bontonompo Selatan,
Bajeng, Bajeng Barat, Pallangga, Barombong, Somba Opu,
Bontomarannu dan Pattallassang.

b. Topografi

Dari total luas Kabupaten Gowa 35,30% mempunyai
kemiringan 1 ahan diatas 40 derajat yaitu pada wilayah Kecamatan
Parangloe, Tinggimoncong, Bungaya dan Tompobulu. Sementara
itu produktif pada lahan yang tersedia meliputi kondisi kemiringan
lahan sekitar 64,70% dari total luas wilayah berada pada
kemiringan 0-400.

Wilayah Kabupaten Gowa berada pada elevasi 0-2.800 m
dari permukaan laut. Elevasi 0-100 m diatas permukaan laut
adalah dominan (24% atau 43,146 ha), daerah Kecamatan
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Tompobulu dan Tinggimoncong bagian timur dan selatan serta
wilayah yang berbatasan dengan Kabupaten Sinjai serta Kabupaten
Bantaeng merupakan daerah dengan elevasi antara 2.600-2.800 m

dari permukaan laut.
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Gambar 2. 1
Peta Topografi Kabupaten Gowa

Sebagian besar wilayah Kabupaten Gowa merupakan
daerah dengan tingkat kemiringan yang datar hingga landai dengan
tingkat kemiringan 0-8% hingga 8-15% dengan proporsi sebesar
52,45%. Di samping itu di wilkayah ini terdapat area yang
termasuk kategori terjal dengan kemiringan > 40% yaitu sebesar
4,39% dari total luas wilayah.

Terdapat tujih wilayah kecamatan di daerah ini yang
seluruh wilayahnya berada pada area yang datar yaitu Bajeng,
Bajeng Barat, Barombong, Bontonompo, Bontonompo Selatan,
Pallangga, dan Sombaopu. Beberapa wilayah kecamatan memiliki
area yang dominan curam hingga sangat curam antara lain
Kecamatan Biringbulu, Bontolempangan, Bungaya, Manuju, Parigi,
Tinggimoncong, dan Tombolopao.
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Tabel 2. 1
Luas wilayah Menurut Tingkat Kemeringan Lereng Dan
Kecamatan di Kabupaten Gowa

Kecamatan Luas wilayah (Ha)

Bajeng 5,140.65
Bajeng Barat 1,952.46
Barombong 2,615.35
Biringbulu 3,226.24
Bontolempangan 1,332.98
Bontomarannu 4.805.62
Bontonompo 3,956.67
Bontonompo 2,965.31
Selatan

Bungaya 419.38
Manuju 2,380.46
Pallangga 5,557.32
Parangloe 7,602.80
Parigi 1,119.82
Pattallassang 6,415.43
Sombaopu 2,923.46
Tinggimoncong 878.36
Tombolopao 1,383.40
Tompobulu 1,960.51

6,387.76
4,246.40
570.47

3,784.17
3,065.68

5,025.71
1,731.74
734.57

2,800.25
6,033.43
3,498.55

8,474.82
4,632.71
98.42

7,183.55
3,845.46

4,689.52
2,666.06
403.89

6,352.52
6,126.08
2,829.16

GOWA TAHUN

4,358.49
1,047.09

5,736.80 1,

1,745.52

1,942.65
1,551.90 1

5,875.82

2025
2029

327.85
405.92

198.09

512.84

,205.33

835.48

4,458.70  3,212.68

2,798.22 1

Sumber : Dokumen KLHS RPJPD Kabupaten Gowa 2025-2045

= 0-8 8-15

8.888,32

e

37.878,74

= 15-25

= 25-40 = >40

Gambar 2. 2
Luas menurut tingkat kemiringan lereng di Kabupaten Gowa

,190.14

Kondisi kawasan pada Kabupaten Gowa terbagi menjadi 3
aspek yaitu kondisi kawasan pegunungan (dataran tinggi), kondisi
kawasan dataran rendah dan sebagian kecil kondisi kawasan

pesisir.
1. Kawasan Pegunungan

Wilayah Kabupaten Gowa sebagian besar merupakan kawasan

pegunungan dan merupakan

kawasan subur

yang

dipengaruhi oleh adanya gunung berapi yang sudah tidak aktif
lagi yaitu Gunung Bawakaraeng dan Gunung Lompobattang.
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Luas kawasan pegunungan sekitar 72,26 persen. Ada 9
wilayah kecamatan yang termasuk dalam kawasan
pegunungan yaitu Parangloe, Manuju, Tinggimoncong,
Tombolopao, Parigi, Bungaya, Bontolempangan, Tompobulu
dan Biringbulu.

2. Kawasan Dataran Rendah
Ada 9 wilayah kecamatan dataran rendah yaitu Somba Opu,
Pattalassang, Bontomarannu, Pallangga, Barombong, Bajeng,
Bajeng Barat, Bontonompo dan Bontonompo Selatan.

3. Kawasan Pesisir
Kabupaten Gowa memiliki 2 desa yang berada di pesisir laut
yaitu Desa Salajangki dan Desa Salajo yang berada di wilayah
Kecamatan Bontonompo Selatan. Kabupaten Gowa dapat
dibedakan menjadi 2 wilayah dataran, yakni dataran tinggi
dan rendah. Wilayah Kabupaten Gowa 54,28 % berada pada
ketinggian 100 — 1000 mdpl.
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Gambar 2. 3
Peta sebaran Tingkat Kemiringan Lereng Wilayah Kabupaten Gowa

Hasil Analisis Dampak Topografi terhadap Sektor
Pembangunan Kabupaten Gowa menunjukkan bahwa Kabupaten
Gowa memiliki karakter topografi yang beragam, mulai dari dataran
rendah di wilayah barat dan utara hingga dataran tinggi di bagian
timur dan selatan dengan elevasi mencapai 2.800 mdpl. Kondisi
topografi ini secara langsung memengaruhi pola pembangunan
daerah, baik dari segi infrastruktur, tata ruang, maupun sektor
unggulan seperti pertanian, pariwisata, dan permukiman.
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Pada wilayah dataran tinggi (sekitar 80% luas wilayah) yang
meliputi Kecamatan Tinggimoncong, Tombolo Pao, Parigi, Bungaya,
Bontolempangan, Tompobulu, Manuju, Parangloe, dan Biringbulu,
kemiringan lereng >40% menjadikan daerah ini sangat rentan
terhadap bencana longsor. Tingginya curah hujan pada musim
penghujan mempercepat proses erosi dan kejenuhan tanah,
sehingga sering memicu pergerakan tanah. Dampak terhadap
pembangunan antara lain terganggunya aksesibilitas jalan antar
kecamatan, rusaknya lahan pertanian hortikultura yang menjadi
basis ekonomi dataran tinggi, serta ancaman terhadap objek wisata
alam seperti Malino. Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur
di wilayah ini harus memperhatikan aspek mitigasi bencana
melalui rekayasa teknik (retaining wall, drainase lereng) dan
konservasi hutan lindung sebagai penyangga ekologis.

Sebaliknya, pada wilayah dataran rendah seperti Somba
Opu, Pallangga, Barombong, Bajeng, dan Bontonompo, topografi
yang relatif datar dengan kepadatan penduduk tinggi menjadikan
kawasan ini lebih rentan terhadap banjir dan genangan. Intensitas
curah hujan yang tinggi di hulu DAS Jeneberang berdampak pada
meningkatnya debit air ke hilir, yang sering menimbulkan banjir di
kawasan permukiman dan sentra ekonomi. Dampak terhadap
pembangunan mencakup kerusakan infrastruktur jalan dan
drainase, terganggunya aktivitas ekonomi, serta menurunnya
kualitas lingkungan permukiman. Oleh karena itu, pengendalian
banjir melalui normalisasi sungai, pembangunan kanal, serta
penguatan sistem drainase perkotaan menjadi kebutuhan strategis.

Kondisi topografi juga memengaruhi ketersediaan air.
Dataran tinggi merupakan kawasan tangkapan air (catchment area)
yang penting bagi keberlangsungan Waduk Bili-Bili, sedangkan
dataran rendah berfungsi sebagai daerah aliran. Kerusakan
ekosistem di dataran tinggi akibat pembukaan lahan dapat
memperburuk risiko Dbanjir di dataran rendah sekaligus
meningkatkan risiko kekeringan di musim kemarau. Hal ini
menunjukkan bahwa pembangunan di Kabupaten Gowa harus
dilakukan dengan pendekatan hulu-hilir dan berbasis ekosistem,
agar risiko bencana dapat diminimalisir dan keberlanjutan
pembangunan tetap terjaga.

c. Klimatologi

Kabupaten Gowa sama dengan daerah lain yang ada di
Indonesia, mempunyai dua musim yaitu musim kemarau yang
terjadi pada bulan Juni sampai September dan musim penghujan
yang terjadi pada bulan Desember sampai dengan Maret.
Berdasarkan pengamatan Data lklim Kabupaten Gowa diperoleh
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yang dari Badan Meteorologi Klimatologi Geofisika Stasiun
Klimatologi Kelas I Maros. Data iklim tersebut meliputi suhu,
kelembaban udara, tekanan udara, kecepatan angin, curah hujan,
dan jumlah hari hujan. Iklim di wilayah Kabupaten Gowa
umumnya tropis karena berada di bawah garis khatulistiwa dan
mempunyai kelembaban udara yang relatif tinggi.

Suhu rata-rata tertinggi di Kabupaten Gowa pada tahun
2021 terjadi pada bulan Agustus dengan suhu mencapai 29,5 °C
dan suhu terendah terjadi pada bulan Januari yaitu sebesar 27,2
°C. Persentase kelembaban udara tertinggi pada wilayah ini terjadi
pada bulan Januari dengan persentase kelembaban uadara
mencapai 87,7 persen. Sedangkan tekanan udara tertinggi terjadi
pada bulan Juni dengan nilai tekanan udara sebesar 1009,75 mb.
Pada periode yang sama, kecepatan angin di Kabupaten Gowa rata-
rata 2,8 knot setiap bulan, namun pada bulan Agustus kecepatan
angin mencapai angka 4 knot.

Curah hujan bulanan di Kabupaten Gowa pada tahun 2021
menurut klasifikasi BMKG dominan termasuk kategori curah hujan
sedang hingga tinggi yang mana selama delapan bulan curah hujan
> 100 mm dengan curah hujan tertinggi pada Desember yang
mencapai 860,3 mm. Curah hujan tinggi yaitu lebih besar dari 300
mm perbulan terjadi pada bulan Januari-April, Agustus, dan
Oktober-Desember dengan jumlah hari hujan yang tertinggi pada
Januari selama 30 hari. Curah hujan kategori sedang terjadi
selama tiga bulan yaitu pada bulan Mei -Juli dan September
dengan jumlah hari hujan berkisar 11 hingga 14 hari. Bulan
dengan curah hujan sedang hingga tinggi tersebut merupakan
bulan-bulan basah sesuai kategori SchmidtFerguson yang
mengkalsifikasikan bulan dengan curah hujan > 100 adalah bulan
basah. Bulan kering yang diindikasikan oleh curah hujan yang
rendah sesuai metode Schmidt Ferguson < 60 mm pada tahun 2021
ini tidak ditemukan. Sesuai metode tersebut maka hanya tiga
bulan yaitu Juni, Juli, dan September merupakan bulan lembab
dengan tingakt curah hujan berkisar 60 — 100 mm.

Tabel 2. 2
Kondisi Suhu, Kelembaban Udara, Tekanan Udara, dan
Kecepatan Angin di Kabupaten Gowa

Suhu Kelembapaan Tekanan Kecepatan
(°C) Udara (%) Udara Angin
(mb) (knot)
3

Januari 27,2 87,7 1.007,94

Februari 27,5 86,9 1.008,85 3
Maret 27,8 85,9 1.008,82 2,6
April 28,5 79 1.009,35 3,3
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Suhu Kelembapaan Tekanan Kecepatan
(°C) Udara (%) Udara Angin
(mb) (knot)
Mei 29,4 74,7 1.008,32 3,4
Juni 28,8 76,8 1.009,75 2,5
Juli 28,3 76,7 1.009,36 1,3
Agustus 29,5 69,4 1.009,55 4
September 29,4 71,4 1.009,02 1,8
Oktober 29 78,5 1.008,68 2,3
November 28,3 82,4 1.007,92 3,1
Desember 27,7 84,5 1.009,22 3,5

Sumber : BPS Kabupaten Gowa, 2022

Lama penyinaran matahari di Kabupaten Gowa pada tahun
2021 berkisar antara 25% hingga 64,8% dengan tingkat lama
penyinaran tertinggi pada bulan Agustus dan terendah pada bulan
Januari. Lama penyinaran matahari cenderung berbanding
terbalik dengan jumlah hari hujan dan curah hujan. Penyinaran
matahari yang tinggi terutama terjadi pada bulan-bulan lembab.
Berdasarkan klasifikasi tipe iklim menurut Oldeman, Kabupaten
Gowa yang memiliki curah hujan berkisar 2300 — 3100 mm/tahun
memiliki 3 (tiga) tipe iklim yaitu iklim B, C dan D. Tipe iklim B
termasuk kategori iklim basah dengan curah hujan rata-rata 3000
— 3500 mm/tahun, sedang tipe iklim C termasuk kategori iklim
agak basah dengan curah hujan 2500 — 3000 mm/tahun, dan tipe
iklim D dengan Curah hujan rata-rata 2000 - 2500 mm/tahun.
Wilayah Kabupaten Gowa dominan memiliki iklim tipe C yaitu
sekitar 80,58% dan tipe B sebesar 14,21%. Secara spasial wilayah
administratif yang termasuk beriklim kering hanya wilayah
Kecamatan Tompobulu dan Biringbulu dengan luas area masing-
masing seluas 790,19 Ha dan 8601,63Ha.

Tabel 2. 3
Data Perubahan Iklim di Kabupaten Gowa

m Kondisi Saat Ini Dampak/Perubahan Iklim

2 musim: Kemarau Pergeseran waktu musim; kemarau
Musim (Juni-Sept), Hujan cenderung lebih panjang, hujan
(Des—Maret) lebih singkat tapi intens.

Tren kenaikan suhu 0,02-0,05
°C/tahun — berpotensi
meningkatkan risiko kekeringan &
penyakit tropis.

Rata-rata 27,2 — 29,5
Suhu Udara  °C (tertinggi Agustus,
terendah Januari)

Rentan terhadap kejadian

Kelembaban Tinggi, 70-88% gelombang panas lokal &

Udara kelembaban ekstrem yang
memengaruhi kesehatan.
2.300 - 3.100 Peningkatan curah hujan ekstrem
Curah Hujan mm/tahun; kategori >100 mm/hari — banjir bandang &
sedang-tinggi; genangan lebih sering.
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m Kondisi Saat Ini Dampak/Perubahan Iklim

Desember tertinggi (860
mm /bln)

Januari: 30 hari hujan,
rata-rata bulanan 11-
14 hari pada bulan
basah

Intensitas hujan meningkat —
risiko longsor di dataran tinggi
(Tinggimoncong, Tombolo Pao).

Hari Hujan

25-64,8% (tertinggi Cenderung berbanding terbalik

Peny1nar‘an e dengan hujan, be‘rpoten31.
Matahari ) menurunkan hasil pertanian
Januari) .
musiman.
70,94% wilayah Wilayah dataran tinggi rawan
Kerentanan . )
klim kategori agak rentan longsor; dataran rendah rawan
(SIDIK KLHK) banjir (Somba Opu, Pallangga).

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Kab. Gowa, 2024

Perubahan iklim di Kabupaten Gowa ditandai oleh
pergeseran pola musim, kenaikan suhu rata-rata, serta
peningkatan curah hujan ekstrem. Fenomena El Nino berimplikasi
pada musim kemarau yang lebih panjang dan kering, sehingga
meningkatkan risiko kekeringan lahan pertanian, berkurangnya
pasokan air irigasi dari Waduk Bili-Bili, dan penurunan
produktivitas padi, jagung, maupun hortikultura di dataran
rendah. Sebaliknya, saat La Nina, intensitas hujan yang tinggi
memicu banjir bandang, genangan lahan pertanian, serta longsor
di wilayah pegunungan seperti Tinggimoncong dan Tombolo Pao.
Kondisi kelembaban tinggi dengan penyinaran matahari rendah
juga memperbesar risiko serangan hama dan penyakit tanaman.
Tren kenaikan suhu 0,02-0,05 °C per tahun memperberat dampak
tersebut, baik melalui peningkatan kebutuhan air tanaman pada
musim kering maupun percepatan pertumbuhan organisme
pengganggu pada musim hujan. Dengan demikian, sektor
pertanian Kabupaten Gowa berada dalam kerentanan ganda:
kekeringan saat El Nino dan kelebihan air saat La Nina, sehingga
memerlukan strategi adaptasi berbasis iklim yang terpadu.

Hasil analisis terhadap perubahan iklim dan potensi
bencana di Kabupaten Gowa menunjukkan bahwa kondisi iklim
Kabupaten Gowa yang memiliki dua musim utama berimplikasi
langsung terhadap potensi bencana hidrometeorologi. Pada musim
hujan (Desember—-Maret) dengan curah hujan tinggi mencapai 860
mm per bulan dan hari hujan hingga 30 hari, wilayah dataran tinggi
seperti Tinggimoncong, Tombolo Pao, Parigi, dan Bungaya sangat
rawan mengalami longsor. Hal ini dipicu oleh topografi curam
(>40%) dan tingginya tingkat kejenuhan tanah akibat curah hujan
ekstrem. Di sisi lain, wilayah dataran rendah seperti Somba Opu,
Pallangga, dan Barombong rentan terhadap banjir genangan
maupun banjir bandang, terutama karena curah hujan intensif
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(>100 mm/hari) di hulu DAS Jeneberang yang memperbesar debit
air ke hilir.

Sementara pada musim kemarau (Juni—-September), dengan
tingkat penyinaran matahari mencapai 64,8% dan kelembaban
udara relatif lebih rendah (69-76%), risiko kekeringan meningkat
terutama pada lahan sawah tadah hujan di Kecamatan Bajeng,
Pallangga, dan Bontonompo. Penurunan curah hujan pada periode
ini berdampak pada menurunnya ketersediaan air irigasi dari
Waduk Bili-Bili, sehingga produktivitas pertanian pangan menjadi
terancam. Selain itu, data menunjukkan kecepatan angin rata-rata
2,8 knot dan puncaknya mencapai 4 knot pada bulan Agustus.
Kondisi angin kencang ini memperbesar potensi terjadinya angin
puting beliung, yang umumnya terjadi pada masa transisi musim
kemarau ke hujan dan sering menimbulkan kerusakan pada
permukiman maupun lahan pertanian.

Dengan demikian, pola bencana dominan di Kabupaten
Gowa dapat diklasifikasikan sebagai berikut: banjir dan longsor
pada musim hujan, serta kekeringan dan angin puting beliung pada
musim kemarau. Kerentanan ini menuntut strategi mitigasi yang
berbasis ekosistem hulu-hilir DAS, penguatan infrastruktur irigasi
dan pengendali banjir, serta sistem peringatan dini bencana untuk
melindungi sektor pertanian dan permukiman masyarakat.
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Gambar 2. 4
Peta Curah Hujan Kabupaten Gowa
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Salah satu dokumen yang  dapat digunakan
menggambarkan kondisi wilayah terkait aspek kerentanan
terhadap perubahan iklim ini adalah Buku Sistem Informasi Data
Indeks Kerawanan (SIDIK). Latar belakang pembuatan SIDIK ini
adalah karena Pemerintah Indonesia memandang konsep yang
terintegrasi antara mitigasi dan adaptasi perubahan iklim sebagai
upaya dalam membangun ketahanan dan pengamanan terhadap
banjir, ketersediaan air, dan sumber energi, dan telah melakukan
upaya signifikan dalam menyusun dan melaksanakan Rencana
Aksi Nasional Adaptasi Perubahan Iklim (RAN-API) yang terdiri dari
kerangka kerja untuk inisiatif adaptasi yang telah diarusutamakan
ke dalam Rencana Pembangunan Nasional.

Dengan pemahaman bahwa membangun ketahanan
membutuhkan proses yang panjang, biaya adaptasi perubahan
iklim Indonesia akan terus bertambah. Oleh karena itu, tujuan
adaptasi Indonesia adalah untuk mempertahankan ekonomi
masyarakat yang kuat, untuk menjamin keamanan pangan, serta
untuk melindungi mata pencaharian dan kesejahteraan rakyat
dengan membangun ketahanan bagi masyarakat yang terkena
dampak serta ketahanan sektor seperti ketahanan ekosistem,
ekonomi dan sistem penghidupan. Tindakan adaptasi akan
diarahkan wuntuk pemberdayaan masyarakat dalam rangka
meningkatkan kapasitas ketahanan dalam mengatasi dampak
perubahan iklim. Tingkat kerentanan terhadap perubahan iklim
ditentukan oleh indikator-indikator yang mempengaruhi
keterpaparan, sensitivitas, dan kapasitas adaptasi suatu sistem.

Ketiga faktor tersebut berubah menurut waktu sejalan
dengan dilaksanakannya kegiatan pembangunan dan upaya-upaya
adaptasi. Tingkat keterpaparan dan tingkat sensitivitas dapat
dicerminkan oleh kondisi biofisik dan lingkungan, serta kondisi
sosial-ekonomi.

Sistem Informasi Data Indeks Kerentanan terhadap
Perubahan Iklim ini menyajikan data dan informasi kerentanan
dengan satuan unit desa di seluruh Indonesia. Saat ini SIDIK
memanfaatkan data sosial ekonomi, demografi, geografi, dan
lingkungan infrastruktur dari Pendataan Potensi Desa (PODES).
Tujuannya adalah untuk menyajikan informasi kerentanan
perubahan iklim untuk mendukung kebijakan pembangunan oleh
pemerintah daerah dalam upaya perencanaan adaptasi serta
pengurangan resiko dan dampak perubahan iklim. Berdasarkan
perhitungan kerentanan menggunakan SIDIK di Provinsi Sulawesi
Selatan, wilayah Kabupaten dominan berada pada wilayah dengan
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tingkat kerentanan yang termasuk kategori agak rentan dengan
persentase sebesar 70,94% dari Total wilayah Kabupaten Gowa.
Cukup Sangat

Rentan,50.082,3 Rentan,334,58
6

Aga
Rentan,128.248,
50

Tidak
Rentan,2.112,74

Gambar 2. 5
Sebaran Tingkat Kerentanan Terhadap Perubahan Iklim
di Kabupaten Gowa

Hasil analisis tren historis iklim Kabupaten Gowa dan
koneksinya terhadap kerentanan pembangunan dapat diuraikan
sebagai berikut:

1. Tren Historis Curah Hujan dan Suhu

o Data klimatologi menunjukkan bahwa curah hujan di
Kabupaten Gowa relatif tinggi, terutama di wilayah
pegunungan (Malino, Tinggimoncong) dengan rata-rata
>3.000 mm/tahun.

o Dalam 10 tahun terakhir, terjadi peningkatan frekuensi
hujan ekstrem (curah hujan >100 mm/hari) yang
berkontribusi pada banjir bandang dan longsor.

o Suhu udara cenderung meningkat rata-rata 0,2-0,3°C per
dekade, selaras dengan tren global, memengaruhi
ketersediaan air dan pola tanam.

o Musim kemarau menunjukkan kecenderungan lebih
panjang dan kering, meningkatkan risiko kekeringan,
khususnya di dataran rendah.

2. Konektivitas ke Sektor Pertanian

o Hujan ekstrem: sering menyebabkan gagal panen padi
sawah akibat banjir dan genangan di wilayah dataran
rendah (Somba Opu, Pallangga).

o Kekeringan: pada musim kemarau panjang, petani di
dataran rendah menghadapi keterbatasan air irigasi,
sehingga mengurangi luas tanam.

o Variabilitas iklim: membuat jadwal tanam tidak menentu,
sehingga petani rentan kerugian bila tidak didukung
sistem informasi iklim dan varietas tahan
kekeringan /banjir.

3. Konektivitas ke Sektor Air dan Sumber Daya Air
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o Curah hujan tinggi di hulu (Gunung Bawakaraeng, Malino)
menjaga ketersediaan air baku untuk Bendungan Bili-bili
(sumber utama air baku Makassar-Gowa).

o Namun, hujan ekstrem meningkatkan risiko sedimentasi
dan kerusakan infrastruktur bendungan.

o Kekeringan di dataran rendah mengurangi debit sungai
dan air tanah, berdampak pada pasokan air bersih rumah
tangga.

4. Konektivitas ke Sektor Permukiman dan Infrastruktur

o Banjir tahunan di bantaran Sungai Jeneberang berdampak
langsung pada permukiman padat penduduk di dataran
rendah, merusak rumah, sekolah, dan fasilitas umum.

o Longsor di daerah perbukitan (Tinggimoncong, Parangloe,
Tombolo Pao) mengancam permukiman, jalan
penghubung, dan jaringan listrik.

o Gelombang panas akibat kenaikan suhu di dataran rendah
memperburuk kenyamanan hunian, meningkatkan
kebutuhan energi (AC, pendingin), dan berdampak pada
kesehatan masyarakat.

Adapun hasil analisis dampak topografi dan iklim terhadap
pembangunan Kabupaten Gowa dapat diuraikan sebagai berikut:
1. Aksesibilitas dan Infrastruktur

o Topografi Gowa terdiri dari dataran rendah di bagian barat
(sekitar Sungguminasa) dan pegunungan di timur-selatan
(Malino, Tinggimoncong, Parangloe, Tombolo Pao).

o Kondisi ini menimbulkan tantangan dalam penyediaan
infrastruktur jalan, listrik, dan air bersih di wilayah
pegunungan. Akses antar kecamatan pegunungan relatif
terbatas, sehingga biaya distribusi logistik, pendidikan,
dan kesehatan lebih tinggi dibanding wilayah dataran
rendah.

o Namun, topografi dataran tinggi juga berpotensi menjadi
kawasan wisata alam (Malino, Lembanna) dan sumber
energi terbarukan (mikrohidro, PLTA).

2. Pertanian dan Ketahanan Pangan

o Wilayah dataran rendah cocok untuk padi sawah dan
hortikultura, sedangkan dataran tinggi mendukung
tanaman perkebunan (kopi, kakao, sayur-sayuran).

o Pola curah hujan tinggi di Gowa (2.000-3.000 mm/tahun,
lebih tinggi di Malino) menguntungkan bagi sektor
pertanian, tetapi sekaligus meningkatkan risiko gagal
panen akibat banjir atau longsor.
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o Variasi iklim antarwilayah mengharuskan strategi
pertanian  berbasis zona agroklimat, diversifikasi
komoditas, dan adaptasi teknologi pertanian tahan iklim.

3. Risiko Bencana dan Lingkungan

o Topografi bergunung dengan curah hujan tinggi
meningkatkan kerentanan terhadap banjir, tanah longsor,
dan erosi, terutama di daerah hulu DAS Jeneberang.

o Perubahan iklim (peningkatan curah hujan ekstrem dan
periode kering panjang) memperbesar risiko kekeringan di
dataran rendah serta banjir bandang di wilayah aliran
sungai.

o Kerusakan hutan dan konversi lahan menambah
kerentanan lingkungan, mengancam kualitas air,
ketahanan pangan, dan keberlanjutan pembangunan
wilayah.

2.1.1.2. POTENSI SUMBER DAYA ALAM

Perda Nomor 15 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang

Wilayah (RTRW) Kabupaten Gowa pasal 31 rencana pola
ruang wilayah Kabupaten Gowa ditetapkan dengan tujuan
mengoptimalkan pemanfaatan ruang sesuai dengan

peruntukannya sebagai kawasan budidaya dan kawasan lindung
berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan.

a. Kawasan Budidaya

Kawasan budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan
fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi
sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya
buatan. Kawasan budidaya sebagaimana dimaksud terdiri atas:

1. Kawasan peruntukan hutan produksi;

Kawasan peruntukan hutan produksi terdiri atas:

e Kawasan hutan produksi terbatas terdapat di Kecamatan
Biringbulu, Kecamatan Bontolempangan, Kecamatan Bungaya,
Kecamatan Parigi, Kecamatan Tinggimoncong, Kecamatan
Tombolo Pao, dan Kecamatan Tompobulu seluas kurang lebih
20.287 Ha.

e Kawasan hutan produksi tetap terdapat di Kecamatan
Biringbulu, Bontolempangan, Bungaya, Manuju, Parangloe,
Pattallassang, Tinggi Moncong, dan Tombolo Pao seluas kurang
lebih 23.102 Ha (dua puluh tiga ribu seratus dua hektar).

e Kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi terdapat di
Kecamatan Biringbulu seluas kurang lebih 309.76 Ha.
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Tabel 2. 4
Kawasan Hutan Produksi Kabupaten Gowa

Hutan % Hutan % Hutan
Produksi Produksi Produksi
Terbatas Tetap yang

Dikonversi

Kecamatan

Biringbulu 3747.75 18.47 4235.78 18.33 309.76 100
Bontolempanga 3775.15 18.61 139.46 0.60 - -
n
Bungaya 12.78 0.06 5082.21 22.00 - -
Manuju - 0.00 5851.15  25.33 - -
Parangloe - 0.00 7392.09 32.00 - -
Parigi 2007.31 9.89 - 0.00 = =
Pattallassang - 0.00 4.19 0.02 - -
Tinggimoncong 4432.98 21.85 318.76 1.38 - -
Tombolo Pao 6246.24  30.79 78.58 0.34 - -
Tompobulu 65.01 0.32 0.00 - -
Jumlah 20.287.2 100.0 23.102.2 100.0 309.76 10
2 o 2 o o

Sumber : RTRW Kabupaten Gowa 2012-2032

Hasil analisis distribusi potensi SDA Kabupaten Gowa
(Sektor Kehutanan) per kecamatan menunjukkan bahwa
berdasarkan Laporan KLHS RPJMD 2025-2029 dan Kabupaten
Gowa dalam Angka 2025, potensi kehutanan Kabupaten Gowa
tersebar tidak merata, dengan konsentrasi utama di wilayah timur
dan selatan yang berkarakter perbukitan dan pegunungan.
Distribusinya adalah sebagai berikut:

1. Tinggimoncong dan Tombolo Pao
o Karakteristik: Dataran tinggi Malino dengan hutan lindung
dan hutan produksi.
o Potensi SDA:
o Kayu pinus, bambu, kopi hutan.
o Ekowisata hutan pinus Malino dan Air Terjun Takapala.
e Kontribusi: Mendukung jasa lingkungan (resapan air DAS
Jeneberang), menjadi destinasi wisata unggulan, serta
komoditas kopi Gowa yang berorientasi ekspor.
2. Bungaya dan Biringbulu
o Karakteristik: Kawasan hutan rakyat dan hutan produksi
dengan topografi berbukit curam.
» Potensi SDA:
o Kayu rakyat (jati, mahoni), rotan, madu hutan.
o Potensi tanaman kayu putih (untuk minyak atsiri).
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e« Kontribusi: Penyedia bahan baku industri kayu rakyat,
penguatan ekonomi desa berbasis hutan, serta menjaga
fungsi ekologis penyangga DAS.

3. Parigi dan Tompobulu

o Karakteristik: Lereng gunung dengan curah hujan tinggi,
kawasan hutan lindung dan rawan longsor.

o Potensi SDA:

o Bambu, tanaman obat hutan, madu, kopi.
o Potensi agroforestry (campuran hutan rakyat +
pertanian).

e Kontribusi: Menjadi sumber bahan bangunan (bambu),
penyangga Bendungan Bili-Bili, serta basis pengembangan
pertanian berkelanjutan.

4. Parangloe dan Manuju

o Karakteristik: Kawasan penyangga DAS Jeneberang yang
berfungsi sebagai zona resapan.

o Potensi SDA:

o Hutan campuran, bambu, agroforestry.
o Potensi pengembangan  mikrohidro dan  energi
terbarukan.

o Kontribusi: Penting untuk menjaga ketersediaan air baku
Kota Makassar, serta mendukung energi bersih berbasis
mikrohidro.

5. Kecamatan Dataran Rendah (Somba Opu, Pallangga, Bajeng,

Barombong, dsb.)

o Karakteristik: Dominan lahan pertanian dan permukiman,
dengan tutupan hutan terbatas.

o Potensi SDA:

o Tidak dominan kehutanan, tetapi memanfaatkan jasa
lingkungan dari wilayah hulu (air, kayu rakyat).

o Beberapa potensi agroforestry skala kecil (pohon pelindung &
kebun campuran).

o Kontribusi: Menjadi kawasan pemanfaat hasil hutan dari
daerah pegunungan, serta pusat distribusi ekonomi dan
pasar produk hasil hutan.
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HAJAN LINGKUNGAN HIOUP
STRATEGES RPJMD KADUPATEN GOWA
TANUN 2035 - 2029

PETA KEHUTANAN

Sumber: Peta Kehutanan, SK 362 /Menlhk, KLHS Kab. Gowa 2025-2029

Gambar 2. 6
Peta Kehutanan Kabupaten Gowa

2. Kawasan peruntukan pertanian;

Kawasan peruntukan pertanian di Kabupaten Gowa, terdiri
atas:

e Kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan;

- Kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan lahan
basah dengan luas 36.089,77 Ha (tiga puluh enam ribu
delapan puluh sembilan koma tujuh puluh tujuh hektar)
ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Bajeng, sebagian
wilayah Kecamatan Bajeng Barat, sebagian wilayah
Kecamatan Barombong, sebagian wilayah Kecamatan
Biringbulu, sebagian wilayah Kecamatan Bontolempangan,
sebagian wilayah Kecamatan Bontomarannu, sebagian
wilayah  Kecamatan Bontonompo, sebagian wilayah
Kecamatan Bontonompo Selatan, sebagian wilayah
Kecamatan Bungaya, sebagian wilayah Kecamatan Manuju,
sebagian wilayah Kecamatan Pallangga, sebagian wilayah
Kecamatan Parangloe, sebagian wilayah Kecamatan Parigi,
sebagian wilayah Kecamatan Pattallassang, sebagian wilayah
Kecamatan Somba Opu, sebagian wilayah Kecamatan
Tinggimoncong, sebagian wilayah Kecamatan Tombolo Pao,
dan sebagian wilayah Kecamatan Tompobulu. Kawasan
peruntukan pertanian tanaman pangan lahan basah di
Kabupaten Gowa yang beririgasi teknis ditetapkan sebagian
sebagai kawasan pertanian tanaman pangan berkelanjutan.
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- Kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan lahan
kering dengan luas 16.409 Ha (enam belas ribu empat ratus
sembilan hektar) ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan
Bajeng, sebagian wilayah Kecamatan Bajeng Barat, sebagian
wilayah ~ Kecamatan  Barombong, sebagian wilayah
Kecamatan Biringbulu, sebagian wilayah Kecamatan
Bontolempangan, sebagian wilayah Kecamatan
Bontomarannu, sebagian wilayah Kecamatan Bontonompo
Selatan, sebagian wilayah Kecamatan Bungaya, sebagian
wilayah Kecamatan Manuju, sebagian wilayah Kecamatan
Pallangga, sebagian wilayah Kecamatan Parangloe, dan
sebagian wilayah Kecamatan Pattallassang.

e Kawasan peruntukan pertanian holtikultura;

Kawasan peruntukan pertanian hortikultura dengan luas
12.386 Ha (dua belas ribu tiga ratus delapan puluh enam hektar)
ditetapkan disebagian wilayah Kecamatan Parigi, sebagian wilayah
Kecamatan Tinggimoncong, sebagian wilayah Kecamatan Tombolo
Pao, dan sebagian wilayah Kecamatan Tompobulu.

Tabel 2. 5
Lokasi Kawasan Tanaman Pertanian Pangan Kabupaten Gowa

Penggunaan Pertanian Lahan Pertanian Lahan
Basah Kering
ha

1 Bajeng 3.541,68 10,64 103,49 0,63

2 Bajeng Barat 1.545,96 4,64 29,85 0,18

3 Barombong 1.184,2 1 3,56 1,42 0,01

4  Biring Bulu 1.359,73 4,08 348,21 2,81 3.515,20 21,42

5 Bontolempangan 1.872,04 5,62 3.140,60 19,14

6 Bontomarannu 2.051,77 6,16 1.061,18 6,47

7 Bontonompo 3.324,38 9,99

8 Bontonompo 2.764,42 8,3 21,9 0,13

Selatan

9 Bungaya 1.602,60 4,81 6.531,46 39,8

10 Manuju 479,02 1,44 1.747,68 10,65

11 Pallangga 3.471,90 10,43 105,2 0,64

12 Parangloe 410,22 1,23 149,49 0,91

13  Parigi 1.643,72 4,94 1.387,45 11,2

14 Pattallassang 1.921,89 5,77

15 Somba Opu 199,87 0,6 0,32 0

16 Tinggimoncong 1.043,11 3,13 1.418,13 11,45

17 Tombolo Pao 2.700,28 8,11 2.393,92 19,33

18 Tompobulu 2.171,53 6,52 6.838,78 55,21 1,6 0,01
Jumlah 33.288,33 100 12.386,49 100 16.409,39 100

Sumber : RTRW Kabupaten Gowa 2012-2032
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e Kawasan peruntukan perkebunan;

Kawasan peruntukan perkebunan dengan luas 11.029 Ha
(sebelas ribu dua puluh sembilan hektar) ditetapkan disebahagian
wilayah Kecamatan Biringbulu, sebagian wilayah Kecamatan
Bontomarannu, sebagian wilayah Kecamatan Bontonompo,
sebagian wilayah Kecamatan Bontonompo Selatan, sebagian
wilayah Kecamatan Bungaya, sebagian wilayah Kecamatan
Manuju, sebagian wilayah Kecamatan Parangloe, sebagian wilayah
Kecamatan Parigi, sebagian wilayah Kecamatan Pattallassang,
sebagian wilayah Kecamatan Somba Opu, sebagian wilayah
Kecamatan Tinggimoncong, sebagian wilayah Kecamatan Tombolo
Pao, dan sebagian wilayah Kecamatan Tompobulu;

Tabel 2. 6
Lokasi Kawasan Tanaman Perkebunan Kabupaten Gowa

I T

1 Biringbulu 2.225,25 20,18
2 Bontolempangan 140,35 1,27
3 Bontomarannu 504,47 4,57
4 Bontonompo 42,72 0,39
5 Bontonompo Selatan 6,17 0,06
6 Bungaya 1.174,35 10,65
7 Manuju 82,88 0,75
8 Parangloe 1.153,50 10,46
9 Parigi 312,02 2,83
10 Pattallassang 5,16 0,05
11 Tinggimoncong 4.069,01 36,89
12 Tombolo Pao 1.237,68 11,22
13 Tompobulu 75,2 0,68
Jumlah 11.028,77 100

Sumber : RTRW Kabupaten Gowa 2012-2032

Tabel 2. 7
Produksi Perkebunan Kabupaten Gowa

Komoditas Luas Tanaman Produksi
Sentra Utama Kecamatan
Perkebunan (Ha Ton

Kakao 14.741 6.469 Parigi, Manuju, Tombolo Pao
Rejgi 5.955 2599 ginggimoncong, Tombolo

ao, Bungaya
Cengkeh 1.551 468 Bungaya, Parigi
Kelapa 6.163 3.987 Biringbulu, Bungaya
Jambu Mete 2.574 1.249 Bungaya, Tompobulu
Lada 329 134 Manuju, Bungaya
Tebu 285 12.360 Bajeng, Pallangga
Tembakau 45 32 Tinggimoncong

Sumber Data: BPS Kabupaten Gowa (2025), diolah
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Hasil analisis produksi perkebunan Kabupaten Gowa
menunjukkan bahwa struktur produksi perkebunan Kabupaten
Gowa didominasi komoditas kakao, kopi, kelapa, dan jambu mete
yang tersebar di wilayah dataran tinggi dan perbukitan. Kakao
menjadi komoditas utama dengan luas tanam 14.741 ha dan
produksi 6.469 ton, menjadikan Gowa salah satu sentra kakao di
Sulawesi Selatan. Meskipun produktivitas per hektar masih relatif
rendah, kakao tetap memiliki potensi besar untuk meningkatkan
pendapatan petani, terutama melalui peremajaan tanaman,
penggunaan bibit unggul, dan peningkatan mutu pascapanen.

Kopi menempati posisi strategis dengan luas tanam 5.255 ha
dan produksi 2.599 ton, terpusat di kawasan sejuk seperti
Tinggimoncong, Tombolo Pao, dan Bungaya. Kopi Gowa, khususnya
kopi arabika Malino, memiliki keunggulan cita rasa khas yang
sudah mulai dikenal di pasar regional dan nasional, sehingga
berpotensi untuk dikembangkan sebagai komoditas ekspor
sekaligus mendukung sektor pariwisata agro.

Kelapa dengan luas 6.163 ha dan produksi 3.987 ton banyak
tersebar di wilayah dataran rendah dan pesisir darat, berfungsi
ganda sebagai sumber bahan pangan, minyak, dan industri rumah
tangga. Sementara itu, jambu mete dengan luas 2.574 ha dan
produksi 1.249 ton banyak dikembangkan di lahan kering
perbukitan, menjadi penopang ekonomi masyarakat pedesaan.

Komoditas lain seperti cengkeh (468 ton), lada (134 ton), serta
tembakau (32 ton) meski volumenya relatif kecil, namun memiliki
nilai ekonomi tinggi, khususnya cengkeh yang terkait industri
rokok kretek dan lada sebagai rempah ekspor. Tebu dengan luas
tanam hanya 285 ha namun mampu menghasilkan 12.360 ton
menunjukkan produktivitas yang sangat tinggi, meskipun skalanya
masih terbatas dan perlu dukungan hilirisasi untuk menjadi basis
industri gula skala lokal.

Secara umum, analisis produksi perkebunan Gowa
menunjukkan:

1. Kakao dan kopi sebagai komoditas unggulan dengan nilai
strategis ekspor dan pariwisata.

2. Kelapa dan jambu mete sebagai penopang ekonomi rakyat di
lahan kering dan dataran rendah.

3. Tebu sebagai komoditas potensial industri dengan produktivitas
tinggi meski luas tanam kecil.

4. Komoditas rempah (cengkeh, lada, tembakau) memiliki ceruk
pasar bernilai tinggi meskipun produksi terbatas.
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Dengan demikian, subsektor perkebunan Kabupaten Gowa
memiliki peluang besar untuk mendorong nilai tambah ekonomi
daerah melalui strategi peningkatan produktivitas, hilirisasi, serta
integrasi dengan sektor pariwisata dan industri pengolahan,
sehingga dapat berkontribusi langsung terhadap kesejahteraan
petani sekaligus meningkatkan daya saing daerah

3. Kawasan peruntukan peternakan;

Kawasan peruntukan peternakan merupakan kawasan
peruntukan pengembangan ternak besar ditetapkan di sebagian
wilayah Kecamatan Tinggimoncong, sebagian wilayah Kecamatan
Tombolo Pao, sebagian wilayah Kecamatan Tompobulu, sebagian
wilayah Kecamatan Bontolempangan, sebagian wilayah Kecamatan
Bungaya, sebagian wilayah Kecamatan Parigi, dan sebagian
wilayah Kecamatan Manuju.

Tabel 2. 8
Populasi Ternak Menurut Jenis di Kabupaten Gowa Tahun 2024

Jumla(t:kl:’:)p o] Sentra Utama Kecamatan

Sapi Potong 141.901 Bontonompo, Bajeng, Parigi

Kerbau 4.909 Bungaya, Tompobulu, Biringbulu
Kuda 1.070 Parigi, Bungaya

Kambing 26.119 Manuju, Tombolo Pao, Tinggimoncong

Beberapa komunitas minoritas di Somba

Babi 4.770 pes =
Opu, Tinggimoncong

Ayam Buras 1.110.517 Tersebar di seluruh kecamatan (skala
rumah tangga)

Ayam Ras ‘

Pedaging 9.066.463 Somba Opu, Pallangga, Bajeng

Ayam Ras

Petelur 1.544.550 Pallangga, Barombong

Itik 59.748 Bajeng, Bontonompo

Sumber Data: BPS Kabupaten Gowa (2025), diolah

Analisis Populasi Ternak Kabupaten Gowa menunjukkan
bahwa data tahun 2024 menunjukkan bahwa subsektor
peternakan Kabupaten Gowa didominasi oleh unggas, terutama
ayam ras pedaging dengan populasi mencapai 9,07 juta ekor atau
sekitar 80% dari total populasi ternak. Hal ini menegaskan bahwa
produksi daging ayam broiler menjadi tulang punggung penyediaan
protein hewani masyarakat, sekaligus komoditas yang menopang
distribusi daging unggas untuk wilayah Mamminasata. Selain itu,
ayam ras petelur dengan populasi 1,54 juta ekor dan ayam buras
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sebanyak 1,11 juta ekor memperlihatkan peran penting unggas
dalam menjaga ketahanan pangan berbasis telur dan konsumsi
rumah tangga.

Untuk ternak ruminansia, sapi potong merupakan komoditas
unggulan dengan populasi 141.901 ekor yang terkonsentrasi di
Bontonompo, Bajeng, dan Parigi. Jumlah ini menjadikan sapi
potong sebagai basis pengembangan usaha penggemukan dan
penyediaan daging sapi di tingkat regional. Sementara itu, populasi
kambing (26.119 ekor) relatif lebih kecil namun penting sebagai
komoditas ekonomi rakyat, terutama di daerah pegunungan.
Kerbau (4.909 ekor) dan kuda (1.070 ekor) memiliki kontribusi lebih
terbatas, namun tetap relevan secara kultural dan untuk
pemanfaatan spesifik seperti tenaga kerja tradisional maupun
wisata.

Populasi itik (59.748 ekor) dan babi (4.770 ekor) relatif kecil,
namun memiliki peran spesifik: itik sebagai pelengkap usaha tani
sawah (integrasi dengan padi) dan babi terkait kebutuhan
kelompok masyarakat tertentu.

Secara umum, struktur populasi ternak Kabupaten Gowa
memperlihatkan:

1. Dominasi subsektor unggas (lebih dari 90% total populasi), yang
menciptakan peluang skala usaha besar dan industri
pengolahan.

2. Potensi sapi potong sebagai komoditas strategis untuk
mendukung swasembada daging nasional.

3. Kambing dan itik sebagai komoditas berbasis rakyat yang
mendukung diversifikasi pangan dan ekonomi pedesaan.

4. Sebaran geografis yang sesuai dengan karakter wilayah:
ruminansia di dataran tinggi, unggas di dataran rendah dan
perkotaan.

Dengan demikian, subsektor peternakan di Kabupaten Gowa
memiliki keunggulan komparatif pada unggas dan sapi potong,
namun tetap memerlukan penguatan aspek kesehatan hewan,
pakan, dan akses pasar untuk meningkatkan daya saing sekaligus
mendukung kesejahteraan masyarakat.

4. Kawasan peruntukan perikanan;

Kawasan peruntukan perikanan terdiri atas:
e Kawasan peruntukan perikanan tangkap;
Kawasan peruntukan perikanan tangkap ditetapkan pada
Sungai Je’neberang, Danau Mawang, Danau Tonjong, dan

Danau Kalaborang.
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Kawasan peruntukan budidaya perikanan;
Kawasan peruntukan budidaya perikanan sebagaimana
dimaksud, merupakan kawasan budidaya perikanan air tawar,
terdiri dari:

- Kawasan budidaya perikanan air tawar ditetapkan di kawasan
waduk Bili-bili di Kelurahan Lanna Kecamatan Parangloe; dan

- Kawasan budidaya minapadi dan budidaya kolam ditetapkan di
sebagian wilayah Kecamatan Bajeng, sebagian wilayah
Kecamatan Bajeng Barat, sebagian wilayah Kecamatan
Barombong, sebagian wilayah Kecamatan Biringbulu, sebagian
wilayah Kecamatan Bontolempangan, sebagian  wilayah
Kecamatan Bontomarannu, sebagian wilayah Kecamatan
Bontonompo, sebagian wilayah Kecamatan Bontonompo
Selatan, sebagian wilayah Kecamatan Bungaya, sebagian
wilayah Kecamatan Pallangga, sebagian wilayah Kecamatan
Parangloe, sebagian wilayah Kecamatan Parigi, sebagian wilayah
Kecamatan Somba Opu, sebagian wilayah Kecamatan
Tinggimoncong, sebagian wilayah Kecamatan Tombolo Pao, dan
sebagian wilayah Kecamatan Tompobulu.

- Kawasan pengembangan minapolitan; merupakan kawasan
minapolitan terpadu ditetapkan akan dikembangkan di
sebagian wilayah Kecamatan Bontonompo, sebagian wilayah
Kecamatan Bontonompo Selatan, sebagian wilayah Kecamatan
Bajeng, sebagian wilayah Kecamatan Barombong, dan sebagian
wilayah Kecamatan Pallangga. Kawasan pengembangan
minapolitan ini direncanakan terintegrasi dan terpadu dengan
Pelabuhan Perikanan (PPI) Barombong di Kecamatan
Barombong;

- Pengembangan Balai Benih Ikan (BBI).

Pengembangan BBI akan dikembangkan di Kecamatan Bajeng,
Kecamatan Bontomarannu, dan Kecamatan Tinggimoncong.

Tabel 2. 9
Lokasi Kawasan Perikanan Darat Kabupaten Gowa

1. Kawasan Minapolitan di Kecamatan Bontonompo, Bontonompo
Selatan, Bajeng, Barombong, Pallangga.

2. Pembangunan PPI Barombong (+ 16 ha).

3. Pengembangan perikanan kolam dan sawah tersebar di seluruh
kecamatan kecuali Kecamatan Manuju dan Pattallassang.

4 Balai Benih Ikan (BBI) di Kecamatan Bajeng, Bontomarannu dan
Tinggimoncong.
S. Pengembangan perikanan air tawar di Waduk Bili-Bili.

Sumber : Dinas Perikanan Kabupaten Gowa, Tahun 2025
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Tabel 2. 10
Produksi Perikanan Kabupaten Gowa Tahun 2024

Produksi

Perikanan Tangkap 2.072 ton Sungai, waduk, rawa

. . Kolam, keramba jaring apung,
Perikanan Budidaya 30.353 ton  tambak air tawar
Budidaya Kolam 19.506 ton €16 nila, gurami
Budidaya Keramba Waduk Bili-Bili, Danau kecil
Jaring Apung 7.664 ton
Tambak Air Tawar 3183 ton  Bandeng, nila

Sumber : Dinas Perikanan Kabupaten Gowa, Tahun 2025

Analisis Produksi Perikanan Kabupaten Gowa data tahun
2023 memperlihatkan bahwa subsektor perikanan Kabupaten
Gowa didominasi oleh perikanan budidaya dengan total produksi
mencapai 30.353 ton atau sekitar 93% dari total produksi
perikanan. Dari jumlah tersebut, budidaya kolam menyumbang
porsi terbesar yaitu 19.506 ton, terutama untuk komoditas lele,
nila, dan gurami yang menjadi konsumsi utama masyarakat.
Selanjutnya, budidaya keramba jaring apung (KJA) di Waduk Bili-
Bili menghasilkan 7.664 ton, menjadikan waduk ini sebagai sentra
utama perikanan air tawar skala besar di Sulawesi Selatan.
Tambak air tawar dengan produksi 3.183 ton juga berperan
penting, khususnya untuk komoditas bandeng dan nila.

Sementara itu, produksi perikanan tangkap hanya sebesar
2.072 ton, terbatas pada perairan sungai, danau kecil, dan rawa-
rawa. Keterbatasan wilayah perairan alami menjadikan subsektor
tangkap relatif kurang dominan, berbeda dengan kabupaten
pesisir. Namun, posisi ini justru mempertegas keunggulan
komparatif Gowa dalam perikanan budidaya berbasis air tawar.

Secara spasial, produksi perikanan terkonsentrasi di beberapa
kecamatan dataran rendah yang memiliki jaringan perairan dan
akses langsung ke Waduk Bili-Bili, seperti Bontomarannu,
Pallangga, Manuju, dan Parigi. Hal ini memperlihatkan keterkaitan
erat antara sumber daya air dengan aktivitas ekonomi perikanan di
tingkat lokal.

Analisis atas struktur produksi ini menunjukkan beberapa
poin penting:

1. Dominasi perikanan budidaya menjadikan Gowa sebagai salah
satu lumbung ikan air tawar di Sulawesi Selatan.
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2. Keterkaitan ekologi antara Waduk Bili-Bili dengan perikanan
menjadikan pengelolaan waduk sebagai faktor kunci
keberlanjutan produksi.

3. Diversifikasi komoditas (lele, nila, gurami, bandeng)
memberikan peluang wuntuk pengembangan agroindustri
berbasis olahan ikan.

4. Perikanan tangkap terbatas menandakan perlunya fokus
kebijakan pada penguatan budidaya dan efisiensi rantai pasok.

Dengan demikian, subsektor perikanan Kabupaten Gowa
memiliki potensi pengembangan yang besar di bidang budidaya air
tawar, yang tidak hanya mendukung ketahanan pangan daerah,
tetapi juga dapat menjadi motor peningkatan daya saing ekonomi
lokal melalui integrasi dengan sektor pariwisata, agrowisata
perikanan, serta industri pengolahan hasil perikanan.

Analisis Daya  Saing Perikanan Kabupaten Gowa
menunjukkan bahwa subsektor perikanan Kabupaten Gowa
memiliki daya saing tinggi terutama pada budidaya air tawar,
dengan produksi mencapai 30.353 ton atau sekitar 93% dari total
produksi perikanan. Keunggulan ini ditopang oleh keberadaan
Waduk Bili-Bili yang menjadi sentra keramba jaring apung (7.664
ton), serta jaringan kolam budidaya di Pallangga, Bontomarannu,
dan Somba Opu (19.506 ton). Skala produksi yang besar, didukung
akses pasar ke wilayah Mamminasata (Makassar, Maros, Gowa,
Takalar), menjadikan Gowa sebagai pemasok utama ikan
konsumsi, terutama lele, nila, dan bandeng.

Keunggulan komparatif ini semakin kuat karena dukungan
infrastruktur irigasi, kedekatan dengan pasar perkotaan, dan
potensi integrasi dengan sektor pariwisata (agrowisata Waduk Bili-
Bili). Namun, daya saing masih menghadapi tantangan berupa
ketergantungan pada pakan pabrikan, fluktuasi harga pasar, serta
risiko lingkungan pada budidaya intensif.

Dengan strategi penguatan teknologi budidaya, diversifikasi
komoditas, serta pengembangan industri pengolahan hasil
perikanan, Kabupaten Gowa berpotensi memperkuat posisinya
sebagai sentra perikanan budidaya air tawar unggulan di Sulawesi
Selatan sekaligus meningkatkan nilai tambah ekonomi daerah.

Tabel 2. 11
Potensi Pertanian, Perkebunan, Peternakan, dan Perikanan
Kabupaten Gowa

Komoditas/Jenis | Data Kuantitatif Sentra Utama
2023 Kecamatan

Perkebunan Kakao Luas 14.741 Ha, Parigi, Manuju,
Produksi 6.469 Tombolo Pao
Ton

BAB I
GAMBARAN UMUM DAERAH




RENCANA PEMBANGUNAN 2025
JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN GOWA TAHUN 2029

Komoditas/Jenis | Data Kuantitatif Sentra Utama
(2023 Kecamatan

Kopi 5.255 Ha, 2.599 Tinggimoncong,
Ton Bungaya, Tombolo Pao

Kelapa 6.163 Ha, 3.987 Biringbulu, Bungaya
Ton

Jambu Mete 2.574 Ha, 1.249 Bungaya, Tompobulu
Ton

Cengkeh 1.551 Ha, 468 Ton Bungaya, Parigi

Lada 329 Ha, 134 Ton Manuju, Bungaya

Tebu 285 Ha, 12.360 Bajeng, Pallangga
Ton

Tembakau 45 Ha, 32 Ton Tinggimoncong

Peternakan Sapi Potong

141.901 ekor

Bontonompo, Bajeng,
Parigi

Kerbau 4.909 ekor Bungaya, Tompobulu,
Biringbulu

Kuda 1.070 ekor Parigi, Bungaya

Kambing 26.119 ekor Manuju, Tombolo Pao,
Tinggimoncong

Ayam Ras 9.066.463 ekor Somba Opu, Pallangga,

Pedaging Bajeng
Ayam Ras Petelur 1.544.550 ekor Pallangga, Barombong

Ayam Buras 1.110.517 ekor Tersebar di seluruh

kecamatan

Itik 59.748 ekor Bajeng, Bontonompo

Babi 4.770 ekor Somba Opu,
Tinggimoncong
(komunitas minoritas)

Perikanan Perikanan 2.072 Ton Sungai/ rawa di

Tangkap Bontonompo, Manuju,
Bungaya

Budidaya Kolam 19.506 Ton Pallangga,
Bontomarannu, Somba
Opu

Budidaya KJA 7.664 Ton Parigi, Manuju

(Waduk Bili-Bili)

Tambak Air 3.183 Ton Bajeng, Barombong

Tawar

Sumber Data: BPS Kabupaten Gowa (2025), diolah

Analisis Potensi Pertanian, Perkebunan, Peternakan, dan
Perikanan Kabupaten Gowa menunjukkan bahwa struktur sumber
daya alam Kabupaten Gowa menunjukkan kekhasan pada dataran
tinggi, dataran rendah, dan kawasan perairan yang melahirkan
basis produksi komoditas wunggulan berbeda. Pada sektor
perkebunan, komoditas strategis adalah kakao (6.469 ton) dan kopi
(2.599 ton) yang tumbuh baik di kecamatan dataran tinggi seperti
Parigi, Manuju, Tombolo Pao, dan Tinggimoncong. Komoditas ini
memiliki nilai tambah tinggi dan berpotensi dikembangkan untuk
ekspor sekaligus mendukung agrowisata. Kelapa (3.987 ton) dan
jambu mete (1.249 ton) mendominasi lahan kering dataran rendah,
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sedangkan tebu (12.360 ton) meski lahannya sempit tetap menjadi
komoditas potensial industri.

Pada sektor peternakan, Gowa didominasi oleh unggas,
khususnya ayam ras pedaging (9,06 juta ekor) yang terpusat di
kecamatan dataran rendah seperti Somba Opu, Pallangga, dan
Bajeng. Sementara itu, ayam ras petelur (1,54 juta ekor) dan ayam
buras (1,11 juta ekor) melengkapi ketahanan pangan berbasis telur
dan konsumsi rumah tangga. Untuk ruminansia, sapi potong (141
ribu ekor) tetap menjadi komoditas strategis di Bontonompo,
Bajeng, dan Parigi, meski jumlahnya jauh di bawah unggas.
Kambing, kerbau, dan kuda memiliki populasi lebih kecil, namun
penting sebagai penopang ekonomi masyarakat pegunungan dan
kultural.

Subsektor perikanan sangat bertumpu pada budidaya air
tawar (30.353 ton), dengan kontribusi terbesar dari kolam (19.506
ton) dan keramba jaring apung di Waduk Bili-Bili (7.664 ton).
Perikanan tangkap relatif kecil (2.072 ton) karena keterbatasan
perairan alami, sehingga budidaya menjadi tulang punggung
produksi ikan air tawar.

Secara keseluruhan, pola ini menunjukkan bahwa:

1. Dataran tinggi: unggulan perkebunan (kakao, kopi) dan
ruminansia.

2. Dataran rendah/perkotaan: unggulan unggas skala besar dan
tebu.

3. Perairan Waduk Bili-Bili: unggulan perikanan budidaya air
tawar.

Dengan demikian, Kabupaten Gowa memiliki keunggulan
komparatif yang beragam, yang jika diintegrasikan melalui
penguatan rantai nilai dan hilirisasi, dapat meningkatkan
ketahanan pangan, kesejahteraan petani-peternak, serta daya
saing daerah.

b. Kawasan peruntukan pertambangan;

Kawasan peruntukan wilayah pertambangan merupakan
kawasan peruntukan wilayah pertambangan mineral dan batubara.
Kawasan peruntukan wilayah pertambangan mineral dan batubara
terdiri atas:

1. Wilayah wusaha pertambangan komoditas mineral logam
meliputi timah hitam dan tembaga yang terletak di Kecamatan
Biringbulu, Kecamatan Tinggimoncong, dan Kecamatan
Bungaya,;

2. Wilayah usaha pertambangan komoditas mineral bukan logam
berupa: zeolit, bentonit, oker, trass, kaolin, sulfur (belerang)
yang tersebar di Kecamatan Bungaya, Kecamatan Somba Opu,
Kecamatan Biringbulu;

3. Wilayah usaha pertambangan komoditas batuan meliputi: batu
kali, batu gunung, tanah urug atau timbunan, pasir, kerikil,
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dan sertu, terdapat di Kecamatan Pattallassang, Kecamatan
Parangloe, Kecamatan Bontomarannu, Kecamatan Somba Opu,
Kecamatan Manuju, Kecamatan Bajeng, Kecamatan Pallangga,
serta di DAS Jeneberang terutama di Kecamatan Parangloe dan
Kecamatan Tinggimoncong; Kecamatan Bungaya, Kecamatan
Tombolo Pao, Kecamatan Bontolempangan dan; tanah urug,
batu kali, dan kerikil berpasir alami ditetapkan di sebagian
wilayah Kecamatan Pattallassang, sebagian wilayah Kecamatan
Parangloe, sebagian wilayah Kecamatan Bontomarannu,
sebagian wilayah Kecamatan Somba Opu, sebagian wilayah
Kecamatan Manuju, dan sebagian wilayah Kecamatan
Tinggimoncong.
c. Kawasan peruntukan industri;
Kawasan peruntukan industri, meliputi:

1. Kawasan peruntukan industri besar merupakan kawasan
peruntukan industri pengolahan persampahan ditetapkan di
wilayah Kecamatan Pattallassang;

2. Kawasan peruntukan industri sedang merupakan kawasan
peruntukan industri pengolahan komoditas pertanian dan
penduduk Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Gowa ditetapkan di
wilayah Kecamatan Pattallassang;

3. Kawasan peruntukan industri rumah tangga berupa kawasan
aglomerasi industri rumah tangga ditetapkan di sebagian
wilayah Kecamatan Bajeng, sebagian wilayah Kecamatan Bajeng
Barat, sebagian wilayah Kecamatan Barombong, sebagian
wilayah Kecamatan Biringbulu, sebagian wilayah Kecamatan
Bontolempangan, sebagian wilayah Kecamatan Bontomarannu,
sebagian wilayah Kecamatan Bontonompo, sebagian wilayah
Kecamatan Bontonompo Selatan, sebagian wilayah Kecamatan
Bungaya, sebagian wilayah Kecamatan Manuju, sebagian
wilayah Kecamatan Pallangga, sebagian wilayah Kecamatan
Parangloe, sebagian wilayah Kecamatan Parigi, sebagian wilayah
Kecamatan Pattallassang, sebagian wilayah Kecamatan Somba
Opu, sebagian wilayah Kecamatan Tinggimoncong, sebagian
wilayah Kecamatan Tombolo Pao, dan sebagian wilayah
Kecamatan Tompobulu.

d. Kawasan peruntukan pariwisata;

Kawasan  peruntukan pariwisata bertujuan untuk
menyelenggarakan jasa pariwisata atau mengusahakan objek dan
daya tarik wisata, usaha sarana pariwisata, dan usaha lain yang
terkait di bidang pariwisata. Kawasan peruntukan pariwisata
terdiri atas:

1. Kawasan pariwisata budaya sebagaimana dimaksud meliputi:
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- Taman Wisata Budaya Benteng Somba Opu di Kelurahan
Benteng Somba Opu Kecamatan Barombong;

- Wisata Makam Syekh Yusuf dan Makam Sultan Hasanuddin,
Mesjid Tua Katangka dan Obyek Wisata Balla Lompoa; dan

- Wisata budaya lokal lainnya meliputi Accera’ Kalompoang,
Appalili, Maudu’ Kalompoang, Pa’dekko, Paraga, Pamanca,
Pakkarena, dan Songka Bala.

2. Kawasan pariwisata alam meliputi:

- Pengembangan ruang Meeting, Incentive, Convention and
Exhibition (MICE) yang terpadu dengan Taman Wisata Alam
Malino di Kecamatan Tinggimoncong;

- Wisata Alam Bendungan Bili-Bili di Kelurahan Lanna
Kecamatan Parangloe;

- Wisata Danau Mawang di Kelurahan Samata Kecamatan
Somba Opu; dan

- Wisata Air Terjun Parangloe di Kecamatan Parangloe.

3. Kawasan pariwisata buatan meliputi:

- Obyek wisata dan olahraga Golf Padivalley di Desa
Pallantikang Kecamatan Pattallassang;

- Pusat rekreasi Gowa Discovery Park (GDP) di Kompleks
Benteng Somba Opu Kabupaten Gowa;

- Kawasan wisata Ekopolis Pattallasang-Parangloe Kecamatan
Parangloe dan Kecamatan Pattallassang; dan;

- Kawasan wisata kuliner di Perkotaan Sungguminasa dan
Kota Baru Pattallassang.

e. Kawasan peruntukan permukiman
Kawasan peruntukan permukiman, terdiri atas:
1. Kawasan peruntukan permukiman perkotaan;
Kawasan peruntukan permukiman perkotaan berupa kawasan
permukiman yang didominasi oleh kegiatan non agraris dengan
tatanan kawasan permukiman yang terdiri dari sumberdaya
buatan seperti perumahan, fasilitas sosial, fasilitas umum,
serta prasarana wilayah perkotaan lainnya. Kawasan
peruntukan permukiman perkotaan dengan luas 5.983 Ha (lima
ribu sembilan ratus delapan puluh tiga hektar) ditetapkan

di:

e Kawasan Permukiman Perkotaan Baru Gowa-Maros yang
merupakan Kota Satelit Mamminasata bagian timur
ditetapkan di Desa Panaikang dan Desa Paccelekang
Kecamatan Pattallassang;

e Kawasan peruntukan permukiman Kota Baru Satelit
Pattallassang terpadu dengan lapangan Golf Padivalley
ditetapkan di Kecamatan Pattallassang;
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e Kawasan Permukiman Baru Kawasan Strategis Parangloe
ditetapkan di Kelurahan Parang Kecamatan Parangloe;

e Rencana pengembangan kawasan permukiman ditetapkan
bagian selatan Mamminasata meliputi Desa Kanjilo, Desa
Tamanyelleng, Kelurahan Lembangparang di Kecamatan
Barombong, Desa Taeng di Kecamatan Pallangga, Desa
Panciro di Kecamatan Bajeng serta Kelurahan Bone dan Desa
Bontosunggu di Kecamatan Bajeng;

e Kawasan permukiman perkotaan sepanjang koridor Jalan
Tun Abdul Razak di Kecamatan Somba Opu, Kecamatan
Bontomarannu dan Kecamatan Pattallassang;

e Kawasan permukiman di pusat kegiatan PKN, dan PPK

Kawasan peruntukan permukiman perdesaan.

Kawasan peruntukan permukiman perdesaan berupa kawasan

permukiman yang didominasi oleh kegiatan agraris dengan

kondisi kepadatan bangunan, penduduk yang rendah dan
kurang intensif dalam pemanfaatan daerah terbangun.

Kawasan peruntukan permukiman perdesaan dengan luas 216

Ha (dua ratus enam belas hektar) ditetapkan di kawasan

permukiman di pusat kegiatan PPL disebagian wilayah

Kecamatan Bajeng Barat, sebagian wilayah Kecamatan

Biringbulu, sebagian wilayah Kecamatan Bungaya, sebagian

wilayah Kecamatan Tompobulu, sebagian wilayah Kecamatan

Parigi, sebagian wilayah Kecamatan Tinggimoncong, dan

sebagian wilayah Kecamatan Tombolo Pao.

Kawasan peruntukan lainnya terdiri atas:

Kawasan peruntukan perkantoran;

Kawasan peruntukan perkantoran meliputi:

e Kawasan peruntukan perkantoran pemerintahan. Kawasan
peruntukan perkantoran pemerintahan skala regional dan
kabupaten ditetapkan di Kawasan Perkotaan Sungguminasa
di sebagian wilayah Kecamatan Somba Opu dan sebagian
wilayah Kecamatan Pattalassang.

e Kawasan peruntukan pemerintahan skala kecamatan
ditetapkan ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan
Bajeng, sebagian wilayah Kecamatan Bajeng Barat, sebagian

wilayah  Kecamatan Barombong, sebagian wilayah
Kecamatan Biringbulu, sebagian wilayah Kecamatan
Bontolempangan, sebagian wilayah Kecamatan

Bontomarannu, sebagian wilayah Kecamatan Bontonompo,
sebagian wilayah Kecamatan Bontonompo Selatan, sebagian
wilayah Kecamatan Bungaya, sebagian wilayah Kecamatan
Manuju, sebagian wilayah Kecamatan Pallangga, sebagian
wilayah Kecamatan Parangloe, sebagian wilayah Kecamatan
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Parigi, sebagian wilayah Kecamatan Pattallassang, sebagian
wilayah Kecamatan Somba Opu, sebagian wilayah
Kecamatan Tinggimoncong, sebagian wilayah Kecamatan
Tombolo Pao, dan sebagian wilayah Kecamatan Tompobulu.
e Kawasan peruntukan perkantoran swasta.Kawasan
peruntukan perkantoran swasta ditetapkan disebagian
wilayah Kecamatan Somba Opu, sebagian wilayah
Kecamatan Barombong, sebagian wilayah Kecamatan
Pattallassang, sebagian wilayah Kecamatan Pallangga, dan
sebagian wilayah Kecamatan Bajeng.
Kawasan peruntukan perdagangan dan jasa;
Kawasan peruntukan perdagangan dan jasa merupakan
kawasan peruntukan perdagangan dan jasa skala regional dan
skala kabupaten dan/atau kecamatan. Kawasan peruntukan
perdagangan dan jasa meliputi :
e Kawasan peruntukan pasar tradisional ditetapkan di:
a. Kawasan perdagangan tradisional terpadu dengan
terminal tipe A di Kecamatan Pattallassang;
b. Kawasan perdagangan di Kawasan Perkotaan Malino
Kecamatan Tinggimoncong;
c. Kawasan perdagangan di Kawasan Perkotaan Tamaona
KecamatannTombolo Pao;
d. Kawasan perdagangan di Kawasan Perkotaan
Majannang Kecamatan Parigi;
e. Kawasan perdagangan di Kawasan Perkotaan Sapaya
Kecamatan Bungaya;
f. Kawasan perdagangan di Kawasan Perkotaan Parang
Lompoa Kecamatan Bontolempangan;
g. Kawasan perdagangan di Kawasan Perkotaan Malakaji
Kecamatan Tompobulu;
h. Kawasan perdagangan di Kawasan Perkotaan Lauwa
Kecamatan Biringbulu;
i. Kawasan perdagangan Limbung di Kecamatan Bajeng;
j.- Kawasan perdagangan Tamallayang di Kecamatan
Bontonompo;
k. Kawasan perdagangan Pabundukang di Bontonompo
Selatan;
l. Kawasan perdagangan Borimatangkasa di Kecamatan
Bajeng Barat;
m. Kawasan  perdagangan Kanjilo di  Kecamatan
Barombong;
n. Kawasan perdagangan Borongloe di Kecamatan
Bontomarannu;
o. Kawasan perdagangan Lanna di Kecamatan Parangloe;
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p. Kawasan perdagangan Moncongloe di Kecamatan

Manuju;
q. Kawasan perdagangan Bontoloe di Kecamatan
Bontolempangan;

r. Kawasan perdagangan Cappa Bungaya di Kecamatan
Pallangga; dan

s. Kawasan perdagangan Panaikang di Kecamatan
Pattallassang.

e Kawasan peruntukan pusat perbelanjaan ditetapkan di:

a. Pasar Induk Regional Mamminasata di Kawasan
Perkotaan Sungguminasa Kecamatan Somba Opu.

b. Kawasan pusat perdagangan regional terpadu Kota Baru
Mamminasata di Kecamatan Pattallassang.

c. Kawasan perdagangan Borimatangkasa di Kecamatan
Bajeng Barat.

d. Kawasan perdagangan di Kawasan Kota Baru Satelit
Pattallassang di Desa Panaikang dan Desa Paccellekang
Kecamatan Pattallassang.

e Kawasan peruntukan pertokoan modern ditetapkan di:

a. Kawasan perdagangan di Kecamatan Somba Opu;

b. Kawasan perdagangan di Kecamatan Barombong;
c. Kawasan perdagangan di Kecamatan Pallangga,
d. Kawasan perdagangan di Kecamatan Pattallassang; dan

®

Kawasan perdagangan di Kecamatan Bajeng.
3. Kawasan peruntukan pelayanan umum, meliputi:
e Kawasan peruntukan pelayanan olahraga;

a. Kawasan peruntukan pelayanan olahraga skala
kabupaten  ditetapkan di Kawasan  Perkotaan
Sungguminasa di Kecamatan Somba Opu.

b. Kawasan peruntukan pelayanan olahraga skala
kecamatan ditetapkan pada kawasan Pusat Pelayanan
Kawasan (PPK) dan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL)
secara proporsional.

e Kawasan peruntukan pelayanan kesehatan terdiri atas:

a. Kawasan peruntukan pelayanan kesehatan skala
regional ditetapkan di Kawasan Perkotaan
Sungguminasa di Kecamatan Somba Opu.

b. Kawasan peruntukan pelayanan kesehatan skala
kabupaten dan/atau kecamatan ditetapkan pada
kawasan PPK dan PPL secara proporsional.

e Kawasan peruntukan pelayanan pendidikan tinggi,
ditetapkan disebagian wilayah Kecamatan Bontomarannu,
sebagian wilayah Kecamatan Somba Opu, sebagian wilayah
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Kecamatan Pattalassang, sebagian wilayah Kecamatan
Manuju, dan sebagian wilayah Kecamatan Pallangga;

e Kawasan peruntukan pelayanan pemakaman umum,
merupakan kawasan peruntukan pemakaman umum skala
regional ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan
Pattalassang.

4. Kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan negara

Kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan meliputi:

e Kawasan Komando Distrik Militer 1409 Gowa di Kecamatan
Somba Opu;

e Kantor Komando Rayon Militer di Kecamatan Bajeng,
Kecamatan Bajeng Barat, Kecamatan Barombong,
Kecamatan Biringbulu, Kecamatan Bontolempangan,
Kecamatan Bontomarannu, Kecamatan Bontonompo,
Kecamatan Bontonompo Selatan, Kecamatan Bungaya,
Kecamatan Manuju, Kecamatan Pallangga, Kecamatan
Parangloe, Kecamatan Parigi, Kecamatan Pattallassang,
Kecamatan Somba Opu, Kecamatan Tinggi Moncong,
Kecamatan Tombolo Pao, dan Kecamatan Tompobulu;

e Kawasan Resimen Induk Daerah Militer (Rindam) VII
Hasanuddin Pakkatto di Kecamatan Bontomarannu;

e Kawasan Komando Pendidikan dan Latihan (Dodiklat) Bela
Negara, Sekolah Calon Tamtama dan Sekolah Calon Bintara
Malino di Kecamatan Tinggimoncong;

e Kepolisian Resort Gowa di Kecamatan Somba Opu; dan

e Kepolisian Sektor di Kecamatan Bajeng, Kecamatan Bajeng
Barat, Kecamatan Barombong, Kecamatan Biringbulu,
Kecamatan Bontolempangan, Kecamatan Bontomarannu,
Kecamatan Bontonompo, Kecamatan Bontonompo Selatan,
Kecamatan Bungaya, Kecamatan Manuju, Kecamatan
Pallangga, Kecamatan Parangloe, Kecamatan Parigi,
Kecamatan Pattallassang, Kecamatan Somba Opu,
Kecamatan Tinggimoncong, Kecamatan Tombolo Pao, dan
Kecamatan Tompobulu.

g. Kawasan Lindung

Kawasan Lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan
fungsi utama melindungi kelestarian Lingkungan Hidup yang
mencakup sumber alam, sumber daya buatan dan nilai sejarah
serta budaya bangsa guna kepentingan Pembangunan
berkelanjutan. gambar tabel dibawah ini memberi gambaran
kawasan lindung dan luas areanya di Kabupaten Gowa:
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Tabel 2. 12
Kawasan Lindung Lainnya Di Kabupaten Gowa

o | “KecamaTaN | LuAsmAl ]| % |

1 Kecamatan Biringbulu 646.73 36.83
2 Kecamatan Bontolempangan 3.18 0.18
3 Kecamatan Bungaya 156.8 8.79
4 Kecamatan Tinggimoncong 678.99 43.68
S Kecamatan Tombolopao 150.32 7.87
6 Kecamatan Tompobulu 57.22 2.65
Jumlah 1693.24 100

Sumber : RTRW Kabupaten Gowa 2012-2032

Kawasan lindung meliputi kawasan yang memberikan

perlindungan terhadap kawasan bawahannya merupakan
kawasan yang ditetapkan dengan tujuan mencegah terjadinya erosi
dan sedimentasi, menjaga fungsi hidrologis tanah untuk

menjamin ketersediaan unsur hara tanah, air tanah, dan air
permukaan serta memberikan ruang yang cukup bagi peresapan
air hujan terdiri atas:

1. Kawasan hutan lindung

Kawasan hutan lindung dengan luas kurang lebih 23.350 (dua
puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh) hektar ditetapkan di
sebagian wilayah Kecamatan Biringbulu dengan luas 4.034
(empat ribu tiga puluh empat) hektar, sebagian wilayah
Kecamatan Bontolempangan dengan luas 481 (empat ratus
delapan puluh satu) hektar, sebagian wilayah Kecamatan
Bungaya dengan luas 5.288 (lima ribu dua delapan puluh
delapan) hektar, sebagian wilayah Kecamatan Parangloe dengan
luas 5 (lima) hektar, sebagian wilayah Kecamatan Parigi dengan
luas 2.617 (dua ribu enam ratus tujuhbelas) hektar, sebagian
wilayah Kecamatan Tinggimoncong dengan luas 1.220 (seribu
dua ratus dua puluh) hektar, sebagian wilayah Kecamatan
Tombolo Pao dengan luas 6.784 (enam ribu tujuh ratus delapan
puluh empat) hektar, dan sebagian wilayah Kecamatan
Tompobulu dengan luas 2.919 (dua ribu sembilan ratus
Sembilan belas) hektar.

2. Kawasan resapan air.

Kawasan resapan air ditetapkan di bagian hulu DAS
Jeneberang di Kecamatan Tinggimoncong, Kecamatan Parigi,
Kecamatan Parangloe, dan Kecamatan Manuju serta bagian
hulu Sungai Lata di Kecamatan Pallangga.

3. Kawasan perlindungan setempat;
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Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud
merupakan kawasan yang ditetapkan dengan tujuan
melindungi pantai, sungai, danau atau waduk, dan Ruang
Terbuka Hijau (RTH) kawasan perkotaan dari kegiatan
budidaya yang dapat mengganggu kelestarian fungsinya.

Kawasan sempadan pantai;

Meliputi daratan sepanjang tepian laut dengan jarak paling
sedikit 100 (seratus) meter dari titik pasang air laut tertinggi ke
arah darat ditetapkan di sepanjang pesisir pantai Kabupaten
Gowa di Kecamatan Bontonompo Selatan.

Kawasan sempadan sungai;
Kawasan sempadan sungai meliputi:

a. Daratan sepanjang tepian sungai bertanggul dengan lebar
paling sedikit 5 (lima) meter dari kaki tanggul sebelah luar;

b. Daratan sepanjang tepian sungai besar tidak bertanggul di
luar kawasan permukiman dengan lebar paling sedikit 100
(seratus) meter dari tepi sungai; dan

c. Daratan sepanjang tepian anak sungai tidak bertanggul di
luar kawasan permukiman dengan lebar paling sedikit 50
(lima puluh) meter dari tepi sungai. Kawasan sempadan
sungai sebagaimana dimaksud ditetapkan pada jenis-jenis
sungai:

d. Sungai-sungai yang bermuara ke danau dan waduk dan
mempengaruhi penyediaan sumber air baku yang ada di
danau dan waduk.

e. Sungai-sungai yang bermuara ke lautan.Kawasan
sempadan sungai ditetapkan di Sungai Je’neberang, Sungai
Je’nelata, Sungai Malino, Sungai Cadika, Sungai
Pa’bundukang, dan Sungai Pallappakang.

Kawasan sekitar danau atau waduk

Kawasan sekitar danau atau waduk sebagaimana dimaksud,
meliputi daratan dengan jarak paling sedikit 50 m (lima puluh
meter) sampai dengan 100 m (seratus meter) dari titik pasang
air danau atau waduk tertinggi. Kawasan sekitar danau atau
waduk, ditetapkan di Danau Mawang di sebagian wilayah
Kelurahan Mawang Kecamatan Somba Opu, Waduk Bili-Bili di
sebagian wilayah Desa Bili-Bili dan Kelurahan Bontoparang
Kecamatan Parangloe, Danau Tonjong di sebagian wilayah
Kelurahan Mawang Kecamatan Somba Opu, dan Danau
Kalaborang di sebagian wilayah Desa Bili-bili Kecamatan
Parangloe.

Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan
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Kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) kawasan perkotaan
dimaksud, terdiri atas RTH Publik yang meliputi lahan dengan
luas paling sedikit 2.500 (dua ribu lima ratus) meter persegi,
berbentuk satu hamparan, berbentuk jalur, atau kombinasi
dari bentuk satu hamparan dan jalur dan lahan didominasi
komunitas tumbuhan, dan RTH privat. Kawasan RTH kawasan
perkotaan ditetapkan menyebar dan seimbang dengan
memperhatikan fungsi ekologis, sosial budaya, estetika, dan
ekonomi dengan ketentuan RTH publik paling sedikit 20% (dua
puluh persen) dan RTH privat paling sedikit 10% (sepuluh
persen) dari luas kawasan perkotaan, meliputi:

a. RTH publik minimal sebesar 20% (dua puluh persen) dari
luas kawasan perkotaan Kabupaten Gowa atau seluas
42.096 Ha (empat puluh dua ribu sembilan puluh enam
hektar) dilaksanakan melalui pengembangan:

b. Hutan perkotaan dengan luasan 112 Ha (seratus dua belas
hektar) ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan
Parangloe, sebagian wilayah Kecamatan Pattallassang,
sebagian wilayah  Kecamatan Somba Opu, sebagian
wilayah Kecamatan Pallangga, sebagian wilayah Kecamatan
Bontomarannu, dan sebagian wilayah Kecamatan
Barombong;

c. Kawasan sempadan pantai dengan luasan 8 Ha (delapan
hektar) ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan
Bontonompo Selatan;

d. Kawasan sempadan sungai dengan luasan 43 Ha (empat
puluh tiga hektar) ditetapkan di sebagian wilayah
Kecamatan Somba Opu, sebagain wilayah Kecamatan
Pallangga, dan sebagian wilayah Kecamatan
Bontomarannu;

e. Kawasan sempadan danau atau waduk dengan luasan 46
Ha (empat puluh enam hektar) ditetapkan di sebagian
wilayah Kecamatan Pattallassang, sebagain wilayah
Kecamatan Parangloe, sebagain wilayah Kecamatan
Manuju, dan sebagain wilayah Kecamatan Somba Opu;

f. TPU dengan luasan 15 Ha (lima belas hektar) ditetapkan di
sebagian wilayah Kecamatan Somba Opu, sebagian wilayah
Kecamatan Pattallassang, dan sebagian wilayah Kecamatan
Bontomarannu;

g. Lapangan olah raga dengan luasan 90 Ha (sembilan puluh
hektar) ditetapkan disebagian wilayah Kecamatan
Pattallassang.

RTH privat minimal sebesar 10% (sepuluh persen) dari luas

kawasan perkotaan Kabupaten Gowa atau seluas 21.046 Ha
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(dua puluh satu ribu empat puluh enam hektar). Rencana

pemenuhan RTH privat yang dimaksud meliputi:

a. RTH di kawasan permukiman perkotaan dan di kawasan
permukiman perdesaan; dan

b. Pekarangan rumah, serta halaman perkantoran, pertokoan,
dan tempat usaha yang tersebar di kawasan perkotaan PKN,
PPK, dan PPL.

9. Kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya;

Kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam dan kawasan
cagar budaya, ditetapkan dalam rangka melindungi
keanekaragaman biota, tipe ekosistem, gejala dan keunikan
alam bagi kepentingan plasma nutfah, ilmu pengetahuan, dan
pembangunan pada umumnya serta melindungi kekayaan
budaya bangsa berupa peninggalan sejarah, bangunan
arkeologi, dan keragaman bentuk geologi yang berguna untuk
pengembangan ilmu pengetahuan dari ancaman kepunahan
yang disebabkan oleh kegiatan alam maupun manusia.
Kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam dan kawasan
cagar budaya, terdiri atas:

10. Kawasan taman wisata alam; Kawasan taman wisata alam
merupakan Kawasan Taman Wisata Alam Malino dengan luas
kurang lebih 3.286 Ha (tiga ribu dua ratus delapan puluh enam
hektar) ditetapkan di sebagian wilayah Kelurahan Malino,
sebagian wilayah Kelurahan Bulutanah, dan sebagian wilayah
Desa Bontolerung Kecamatan Tinggimoncong;

11. Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan; Kawasan cagar
budaya dan ilmu pengetahuan merupakan bangunan dan
lingkungan peninggalan sejarah ditetapkan di:

a. Benteng Balla Lompoa Sungguminasa di Kelurahan
Sungguminasa Kecamatan Somba Opu;

b. Situs Bersejarah Pusat Kerajaan Gowa Benteng Sombu Opu
di Kelurahan Benteng Somba Opu Kecamatan Barombong;

c. Mesjid Tua Katangka di Kelurahan Katangka Kecamatan
Somba Opu;

d. Makam Syech Yusuf di Kelurahan Katangka Kecamatan
Somba Opu; dan

e. Makam Sultan Hasanuddin di Kelurahan Katangka
Kecamatan Somba Opu.

f. Kawasan taman buru luas kurang lebih 402 Ha (empat ratus
dua hektar) terletak di Bissoloro Kecamatan Bungaya;

g. Kawasan suaka margasatwa sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 40 ayat (2) huruf d luas kurang lebih 41 Ha (empat
puluh satu hektar) terletak di Kecamatan Biringbulu.

12. Kawasan Lindung Geologi
BAB I [
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Kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud ditetapkan
dalam rangka memberikan perlindungan semaksimal mungkin
atas kemungkinan bencana alam geologi dan perlindungan
terhadap air tanah. Kawasan yang memberikan perlindungan
terhadap air tanah berupa kawasan sempadan mata air
meliputi daratan di sekeliling mata air yang mempunyai
manfaat untuk mempertahankan fungsi mata air dan
merupakan wilayah dengan jarak paling sedikit 200 (dua ratus)
meter dari mata air ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan
Pattalassang dan sebagian wilayah Kecamatan Bontomarannu.

Hasil analisis sektor potensial Kabupaten Gowa dan
kontribusinya terhadap ekonomi daerah dapat diuraikan
sebagai berikut:

a. Pertanian Pangan dan Hortikultura

o Potensi: Dataran rendah Gowa (Bajeng, Pallangga,
Barombong) merupakan lumbung padi dan jagung yang
mendukung ketahanan pangan Sulawesi Selatan.

o Kontribusi: Sektor ini memasok kebutuhan pangan
regional, mendukung stabilitas harga, dan menyerap
tenaga kerja terbesar (lebih dari 30% angkatan kerja).

o Peluang: Peningkatan produktivitas melalui teknologi
pertanian modern, mekanisasi, serta pengembangan
rantai pasok (rice milling, cold storage).

b. Perkebunan dan Hortikultura Dataran Tinggi

o Potensi: Kawasan Malino dan sekitarnya (Tinggimoncong,
Tombolo Pao) dikenal sebagai sentra kopi, kakao, dan
sayuran dataran tinggi.

o Kontribusi: Produk perkebunan berorientasi ekspor (kopi
Gowa) meningkatkan nilai tambah ekonomi dan
mendukung branding daerah.

o Peluang: Penguatan kelembagaan petani, sertifikasi
produk organik/halal, dan pengembangan agrowisata
berbasis perkebunan.

c. Pariwisata Alam dan Budaya

o Potensi: Lanskap pegunungan Malino, air terjun
Takapala, Hutan Pinus, dan situs budaya Kerajaan Gowa.

o Kontribusi: Menjadi sumber PAD non-migas, mendorong
sektor jasa (akomodasi, transportasi, UMKM), dan
menciptakan lapangan kerja di sektor informal.

o Peluang: Pengembangan destinasi wisata unggulan
berbasis ekowisata dan sejarah, dengan integrasi ke
kawasan metropolitan Mamminasata.

d. Industri Pengolahan dan UMKM
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o Potensi: Kedekatan geografis dengan Makassar
menjadikan Gowa basis industri pengolahan skala kecil-
menengah (pangan, kerajinan, furniture).

o Kontribusi: Menambah nilai tambah komoditas pertanian
dan perkebunan lokal, memperkuat daya saing UMKM,
serta meningkatkan ekspor nonmigas.

o Peluang: Pengembangan sentra industri kecil menengah,
digitalisasi UMKM, dan akses ke pasar e-commerce.

e. Perikanan dan Peternakan

o Potensi:

= Perikanan: Kolam air tawar dan budidaya ikan (lele,
nila, bandeng) berkembang di beberapa kecamatan
dataran rendah.

= Peternakan: Populasi sapi potong dan unggas cukup
besar, mendukung swasembada protein hewani.

o Kontribusi: Memperkuat ketahanan pangan hewani,
membuka lapangan kerja di sektor pedesaan.

o Peluang: Peningkatan skala wusaha, pemanfaatan
teknologi pakan, serta integrasi dengan pasar modern.

f. Energi Terbarukan dan Jasa Lingkungan

o Potensi: Hulu DAS Jeneberang berpotensi pengembangan
mikrohidro, energi surya, dan jasa lingkungan
(konservasi air, karbon).

o Kontribusi: Mendukung agenda transisi energi, sekaligus
memberi peluang investasi hijau (KPBU, green bond).

o Peluang: Skema pembiayaan inovatif, kemitraan dengan
swasta, dan insentif ekonomi hijau.

2.1.1.3.DAYA DUKUNG DAN DAYA TAMPUNG LINGKUNGAN
HIDUP

Daya dukung lingkungan merupakan batas kondisi
kemampuan dari lingkungan untuk dapat menunjang kehidupan
manusia. Penentuan daya dukung lingkungan dapat dijadikan
sebagai patokan besarnya kemampuan suatu wilayah dengan
kondisi lingkungan tertentu dapat mendukung kegiatan atau
aktivitas manusia. Kebijakan pembangunan yang didasarkan
dengan  pertimbangan daya dukung lingkungan dapat
menghasilkan kebijakan yang lebih ramah terhadap lingkungan
sehingga kerusakan lingkungan dapat diminimalkan.

Status daya dukung hanya dapat diketahui jika supply side
dan demand side dari jasa lingkungan dapat dihitung, maka tidak
semua jasa lingkungan sejauh ini dapat ditentukan statusnya. Saat
ini metode penghitungan masih dalam pengembangan dan belum
diperoleh suatu kesepakatan. Di Indonesia, penentuan status daya
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dukung baru dilakukan untuk status daya dukung daya tampung
penyedia air dan penyedia pangan. Sementara untuk jasa
lingkungan yang lainnya baru dapat dihitung kinerja (supply side)
jasanya.

Status daya dukung lingkungan hidup di Kabupaten Gowa
menggambarkan perbandingan antara ketersediaan yang disajikan
dari pelayanan ekosistem dan kebutuhan masyarakat terhadap
indikator pangan dan air. Informasi status daya dukung
lingkungan dapat menjadi informasi dasar dalam mengkaji
perencanaan suatu wilayah agar tidak berdampak lingkungan.
Hasil kajian terhadap status daya dukung lingkungan hidup di
Kabupaten Gowa untuk pangan dan air bersih menggunakan
pendekatan sistem grid melalui teknik pengolahan data spasial,
sehingga untuk membandingkan data ketersediaan dan kebutuhan
dilakukan dengan mengumpulkan data potensi baik pangan dan
air serta kebutuhan pangan dan air berbasis spasial. Untuk
kebutuhan pangan dan air dilakukan dengan menghitung
kebutuhan penduduk pada setiap grid yang digunakan dalam
menghitung status daya dukung lingkungan hidup.

a. Daya Dukung Penyedia Pangan

Perhitungan dan analisis terhadap daya dukung lingkungan
hidup dan ambang batas jasa ekosistem penyedia pangan,
didahului dengan menghitung ketersediaan dan kebutuhan jasa
ekosistem, hasil analisisnya menunjukkan tingkat kebutuhan dan
ketersediaan pangan di Kabupaten Gowa. Dapat terlihat bahwa
kebutuhan pangan di Kabupaten Gowa mengikuti pola persebaran
penduduk.

Untuk status daya dukung pangan di Kabupaten Gowa lebih
dominan belum melampaui seluas 162.206,51 Ha dan untuk yang
sudah melampaui seluas 17.554,21 Ha. Jelasnya dapat dilihat pada
tabel dan gambar dibawah ini.

Tabel 2. 13
Luasan Status Daya Dukung Pangan di Kabupaten Gowa

Kecamatan Pangan (Ha Grand Total
-
Melampaui | Melampaui

1 Kec. Bajeng 2968,57 2270,96 5239,54
2 Kec. Bajeng Barat 541,38 1349,19 1890,58
3 Kec. Barombong 729,27 2162,74 2892,01
4  Kec. Biringbulu 22216,87 22216,87
5 Kec. Bontolempangan 9827,15 9827,15
6 Kec. Bontomarannu 2253,25 224498 4498,23
7 Kec. Bontonompo 1960,55 1975,34 3935,90
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Status Daya Dukung
Pangan (Ha)

2025
2029

Grand Total

Melampaui | Melampaui

8 Kec. Bontonompo Selatan 2765,51 371,30 3136,81
9 Kec. Bungaya 21647,94 2,72 21650,66
10 Kec. Manuju 9822,98 1,46 9824,44
11 Kec. Palangga 1443,37 3833,88 5277,25
12 Kec. Parangloe 18651,31 34,67 18685,98
13 Kec. Parigi 6787,66 6787,66
14 Kec. Pattallassang 7647,95 626,45 8274,40
15 Kec. Somba Opu 316,13 2671,66 2987,78
16 Kec. Tinggi Moncong 18833,90 18833,90
17 Kec. Tombolo Pao 20990,75 8,86 20999,61
18 Kec. Tompobulu 12801,95 12801,95
Grand Total 162206,51 17554,21 179760,72

Sumber: Hasil Analisis KLHS RPJPD Kab. Gowa 2025-2045, 2023
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Gambar 2. 7
Peta Status Daya Dukung Pangan di Kabupaten Gowa

Untuk ketersediaan dan kebutuhan pangan di Kabupaten
Gowa dapat dilihat untuk ketersediaan pangan dengan jumlah total
sebesar 1.746.742.875.975,93 Kkal/Tahun, sedangkan untuk
kebutuhan pangan dengan jumlah total 70.162.221.7250,00
Kkal/Tahun. Dapat dilihat bahwa ada beberapa kecamatan yang
memiliki defisit seperti Kecamatan Barombong, Kecamatan
Palangga, dan Kecamatan Somba Opu. Jelasnya dapat dilihat pada
tabel dan gambar di bawah ini.
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Tabel 2. 14

2025
2029

Ketersediaan dan Kebutuhan Pangan di Kabupaten Gowa|[

Kecamatan

Kec. Bajeng

Kec. Bajeng
Barat

Kec.
Barombong
Kec.
Biringbulu
Kec.
Bontolempan
gan

Kec.
Bontomaran
nu

Kec.
Bontonompo
Kec.
Bontonompo
Selatan

Kec.
Bungaya
Kec. Manuju

Kec.
Palangga

Kec.
Parangloe

Kec. Parigi

Kec.
Pattallassang
Kec. Somba
Opu

Kec. Tinggi
Moncong

Kec. Tombolo

Pao

Kec.

Tompobulu
Grand Total

Kkal / Tahun

Ketersediaan
Pangan

64160074958,60

24966667724,88
36313567512,81

166882029892,3
1

112492262334,6
6

43781931324,21

46758289091,62

37568970232,50

192410099148,7
9

101109307515,4
1

62935318543,54

159321831120,7
1

76708043615,14

74491534089,53
34582681528,25

181105059842,7
3

211444677458,8
S

119710530041,3
8

1746742875975,9
3

Kebutuhan
Pangan

56988545000,0
0

28833284500,0
0

51955158500,0
0

23819516750,0
0

14348369000,0
0

49391380250,0
0

43248357250,0
0

25333299500,0
0

13108464000,0
0

13172813500,0
0

132551337750,
00

16585691250,0
0

13490637250,0
0

29065570500,00
123854738250,0

0
18673126250,00
24409648750,00

22792279000,00

701622217250,00

7171529958,60

-3866616775,12
15641590987,19
143062513142,31

98143893334,66
-5609448925,79

3509931841,62

12235670732,50

179301635148,79

87936494015,41

-69616019206,46
142736139870,71

63217406365,14

45425963589,53
-89272056721,77
162431933592,73
187035028708,85

96918251041,38

1045120658725,9

Ambang
Batas

81751,00

31814,00
46270,00
212677,00

143377,00
55789,00

59577,00

47873,00

245197,00

128847,00

80184,00
203008,00

97755,00

94928,00
44067,00
230756,00
269465,00
152540,00

2225875
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Gambar 2. 9
Peta Kebutuhan Pangan di Kabupaten Gowa
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b. Daya Dukung Penyedia Air

Ambang batas dan status DDLH jasa ekosistem penyedia air
bersih dihitung menggunakan sumber daya air yang berasal dari
air permukaan. Sementara itu, kebutuhan yang diperhitungkan
adalah kebutuhan air domestik, kebutuhan air untuk keperluan
irigasi lahan pertanian tertentu, dan kebutuhan air untuk industri.
Kebutuhan air domestik dihitung berdasarkan jumlah penduduk,
kebutuhan air untuk keperluan irigasi lahan pertanian dihitung
luas lahan, intensitas penanaman, dan standar penggunaan air.

Untuk status daya dukung air di Kabupaten Gowa dapat
dilihat bahwa rata - rata masih berada pada status belum
melampaui dengan luas total sebesar 172.527,69 Ha sedangkan
untuk status daya dukung yang sudah melampaui dengan luas
total sebear 7.233,03 Ha yang tersebar di 10 kecamatan, jelasnya
dapat dilihat pada tabel dan gambar dibawah ini.

Tabel 2. 15
Luasan Status Daya Dukung Air di Kabupaten Gowa

Ha Total (Ha)
Melampaui | Melampaui

1 Kec. Bajeng 5233,72 5,82 5239,54
2  Kec. Bajeng Barat 1530,86 359,72 1890,58
3 Kec. Barombong 1383,34 1508,67 2892,01
4  Kec. Biringbulu 22216,87 22216,87
S Kec. Bontolempangan 9827,15 9827,15
6 Kec. Bontomarannu 4449,95 48,28 4498,23
7  Kec. Bontonompo 3861,21 74,69 3935,90
8 Kec. Bontonompo Selatan 3093,44 43,38 3136,81
9 Kec. Bungaya 21650,66 21650,66
10 Kec. Manuju 9822,98 1,46 9824,44
11 Kec. Palangga 2302,45 2974,80 5277,25
12 Kec. Parangloe 18685,98 18685,98
13 Kec. Parigi 6787,66 6787,66
14 Kec. Pattallassang 8251,20 23,20 8274,40
15 Kec. Somba Opu 794,77 2193,02 2987,78
16 Kec. Tinggi Moncong 18833,90 18833,90
17 Kec. Tombolo Pao 20999,61 20999,61
18 Kec. Tompobulu 12801,95 12801,95

Grand Total 172527,69 7233,03 179760,72
Sumber: Hasil Analisis KLHS RPJPD Kab. Gowa 2025-2045, 2023
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Gambar 2. 10
Peta Status Daya Dukung Air di Kabupaten Gowa

Untuk ketersediaan dan kebutuhan air di Kabupaten Gowa
dapat dilihat, untuk ketersediaan air di Kabupaten Gowa dengan
total ketersediaan sebesar 7.629.708.141,82 M?®/ Tahun sedangkan
untuk kebutuhan air di Kabupaten Gowa sebesar 1.901.461.089,08
M3/Tahun. Ada beberapa kecamatan yang mengalami defisit air
seperti di Kecamatan Pallangga dan Kecamatan Somba Opu.
Jelasnya dapat dilihat pada tabel dan gambar dibawah ini.

Tabel 2. 16
Ketersediaan dan Kebutuhan Air di Kabupaten Gowa
Kecamatan Ambang
Air

1 c. Bajeng 195165314 52 149918076,22 45247238,30 243964,00
2 Kec. Bajeng Barat 73889754,18 66497847,12 7391907,06 92364,00
3 Kec. Barombong 110232608,94 104567842,38 5664766,56 137801,00
4 Kec. Biringbulu 701367943,66 ~ 149677068,88  551690874,79  876707,00
5 Kec. Bontolempangan 517083276,53 69121637,49 447961639,04 646296,00
6 Kec. Bontomarannu 180516582,54 93726767,97 86789814,57 225644,00
7 Kec. Bontonompo 139968146,75 111450188,12 28517958,63 174964,00
8 Kec. Bontonompo Sel. 112330998,28 80075869,66 32255128,62 140417,00
9 Kec. Bungaya 849097238,67 100257481,31 748839757,36  1061340,00
10 Kec. Manuju 481675153,64 74281582,10  407393571,54  602072,00
11 Kec. Palangga 204212796,23 213486645,06 -9273848,84 255281,00
12 Kec. Parangloe 943224405,81 62948555,93 880275849,88 1178989,00
13 Kec. Parigi 333330651,29 62634187,82 270696463,48 416651,00
14 Kec. Pattallassang 315020612,44  121013757,66  194006854,78  393775,00
15 Kec. Somba Opu 127696394,05 161352847,95 -33656453,89 159617,00
16 Kec. Tinggi Moncong 864565941,14 75094087,12 789471854,02 1080703,00
17 Kec. Tombolo Pao 958871069,90 99785395,80 859085674,09 1198571,00
18 Kec. Tompobulu 521459253,25 105571250,49 415888002,76 651780,00

Grand Total 7629708141,8 1901461089,0 5728247052,7 9536936,00

Sumber: Hasil Analisis KLHS RPJPD Kab. Gowa 2025-2045, 2023
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Tabel 2. 17
Jumlah Pelanggan dan Air yang Disalurkan di Kabupaten
Gowa, 2024
R = | =
1 Volume Air Diproduksi (m3) 26.134.251
2 Volume Air Disalurkan (m3) 9.885.656
3 Nilai Penjualan Air (Rp) 58.576.504.749

Jumlah Pelanggan PDAM

4 (unit)

95.452

Sumber: PDAM Kabupaten Gowa, 2025, diolah

2.1.1.4. BERKETAHANAN ENERGI, AIR, DAN KEMANDIRIAN
PANGAN

Ketahanan energi, air, dan pangan di Kabupaten Gowa saling
terkait erat dan membentuk satu kesatuan sistem yang tidak bisa
dipisahkan. Produksi pangan membutuhkan energi untuk
pengolahan, irigasi, dan distribusi, serta bergantung pada
ketersediaan air yang memadai. Sebaliknya, sektor energi juga
membutuhkan air, terutama bagi pembangkit listrik tenaga air,
sementara pemanfaatan energi fosil yang masih dominan
menjadikan daerah ini rentan terhadap fluktuasi harga global.
Kondisi air pun masih menghadapi tantangan, meskipun akses air
perpipaan sudah cukup tinggi, kualitas air minum aman masih
sangat rendah, hanya sekitar 13,26 persen pada 2024. Hal ini
berpotensi mengganggu kesehatan masyarakat, menurunkan
produktivitas, dan pada akhirnya memengaruhi ketahanan
pangan. Dari sisi pangan, meskipun indeks ketahanan pangan
menunjukkan tren positif, fluktuasi prevalensi ketidakcukupan
konsumsi pangan mencerminkan kerentanan yang dapat muncul
apabila terjadi gangguan di sektor energi atau air. Dengan
demikian, terlihat jelas bahwa gangguan di satu sektor akan
memberikan dampak berantai pada sektor lainnya.

Gambaran ketahanan energi, air, dan kemandirian
ditunjukkan dari a) Indeks Ketahanan Energi dengan indikator
antara lain Konsumsi Listrik per Kapita (kWh) dan Intensitas energi
primer; b) Nilai Porsi EBT Dalam Bauran Energi Primer; c) Indeks
Ketahanan Pangan; d) Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi
Pangan; e) Indeks Ketahanan Air dengan indikator antara lain
Kapasitas Air Baku dan Akses Rumah Tangga terhadap Air Minum
Perpipaan; f) Akses Rumah Tangga terhadap Air Minum Aman; dan
g) Akses Rumah Tangga terhadap Air Siap Minum Perpipaan.
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a. Indeks Ketahanan Energi

Indeks Ketahanan Energi (Energy Security Index) adalah
indikator yang digunakan untuk mengukur kemampuan suatu
negara atau wilayah dalam menjamin ketersediaan energi yang
andal, terjangkau, dan berkelanjutan dalam jangka pendek hingga
panjang. Indeks ini mempertimbangkan berbagai aspek dari sistem
energi, mulai dari produksi, konsumsi, impor, efisiensi,
ketergantungan energi luar, hingga aspek lingkungan.

Indeks ketahanan energi dihitung dengan menggabungkan
beberapa dimensi utama yang mencerminkan kondisi ketersediaan,
akses, keterjangkauan, serta keberlanjutan energi di suatu wilayah.
Dimensi ketersediaan (availability) dapat diukur melalui rasio
produksi energi terhadap konsumsi, rasio cadangan energi
terhadap konsumsi tahunan, serta tingkat diversifikasi sumber
energi, misalnya dengan menggunakan indeks Herfindahl untuk
melihat ketergantungan pada satu jenis energi tertentu. Dimensi
aksesibilitas (accessibility) meliputi rasio jumlah penduduk atau
rumah tangga yang memiliki akses terhadap listrik dan energi
modern, serta ketersediaan infrastruktur distribusi seperti jaringan
listrik, SPBU, terminal BBM, dan jaringan gas. Selanjutnya,
dimensi keterjangkauan (affordability) mencakup indikator harga
energi dibandingkan dengan daya beli masyarakat, persentase
pengeluaran rumah tangga untuk kebutuhan energi, serta adanya
subsidi atau mekanisme penyangga harga yang dapat meringankan
beban masyarakat. Sementara itu, dimensi keberlanjutan
(sustainability /environmental acceptability) dilihat dari proporsi
energi terbarukan dalam bauran energi, intensitas emisi karbon per
unit energi, serta tingkat efisiensi energi yang diukur dari besaran
energi yang digunakan per unit Produk Domestik Bruto (PDB).
Dengan mengintegrasikan keempat dimensi tersebut, diperoleh
gambaran komprehensif mengenai tingkat ketahanan energi suatu
daerah.

Tabel 2. 18
Daya Listrik Terpasang, Listrik yang Terjual dan Nilainya

pada PT. PLN (Persero) ULP Sungguminasa, ULP Malino,
dan ULP Kalebajeng Tahun 2024 di Kabupaten Gowa

R = == N

1 Daya Listrik Terpasang (KWh) 421.285.060
2 Daya Listrik yang Terjual (KWh) 638.901.604
3 Nilai Listrik yang Terjual (Rp) 747.009.108.000
4 Jumlah Pelanggan Listrik (unit) 295.285

Sumber: PT. PLN (Persero) Kabupaten Gowa, 2025, diolah
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Pada tahun 2024, daya listrik terpasang di Kabupaten Gowa
tercatat sebesar 421,29 juta kWh, sementara daya listrik yang
terjual mencapai 638,90 juta kWh dengan nilai penjualan Rp
747,01 miliar. Jumlah pelanggan listrik yang dilayani PLN
mencapai 295.285 unit. Jika dihitung rata-rata, konsumsi listrik
per pelanggan adalah sekitar 2.163 kWh per tahun atau setara
dengan 180 kWh per bulan, yang menunjukkan pola konsumsi
rumah tangga dengan kebutuhan dasar listrik relatif stabil.

Dari sisi harga rata-rata, nilai penjualan listrik sebesar Rp
747,01 miliar terhadap volume penjualan 638,90 juta kWh
memberikan tarif efektif sekitar Rp 1.170 per kWh, sejalan dengan
tarif listrik rumah tangga PLN. Sementara itu, jika dibandingkan
dengan jumlah penduduk Kabupaten Gowa sekitar 784 ribu jiwa,
konsumsi listrik per kapita adalah sekitar 815 kWh per tahun,
masih lebih rendah dari rata-rata nasional yang berada di kisaran
1.200 kWh per kapita per tahun.

Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun rasio elektrifikasi
di Kabupaten Gowa sudah sangat tinggi (>99%), tingkat konsumsi
listrik per penduduk masih relatif rendah. Hal ini mengindikasikan
bahwa penggunaan listrik masih didominasi oleh rumah tangga,
sementara kontribusi sektor industri dan komersial belum terlalu
besar. Meskipun terdapat keterbatasan data untuk melihat tren
2020-2024, terlihat adanya peluang signifikan untuk mendorong
peningkatan konsumsi listrik seiring dengan pengembangan
kawasan industri, pertumbuhan ekonomi, serta urbanisasi di
Kabupaten Gowa.

b. Indeks Ketahanan Pangan

Indeks Ketahanan Pangan (IKP) adalah indikator komposit
yang digunakan untuk mengukur tingkat ketahanan pangan suatu
wilayah atau negara berdasarkan tiga dimensi utama: ketersediaan,
keterjangkauan, dan pemanfaatan pangan, serta dalam beberapa
kasus, juga mencakup aspek stabilitas.

Tujuan dari indeks ini adalah untuk menilai kemampuan
suatu populasi untuk mengakses makanan yang cukup, aman, dan
bergizi secara konsisten. Indikator Indeks Ketahanan Pangan
mencakup berbagai aspek yang mencerminkan keadaan dan
kemampuan suatu populasi dalam mencapai ketahanan pangan
yang optimal. Tabel berikut menunjukkan nilai Indeks Ketahanan
Pangan Kabupaten Gowa.

BAB I [
GAMBARAN UMUM DAERAH




RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN GOWA TAHUN

2025
2029

Tabel 2. 19
Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Gowa Tahun 2020-2024

I G G S S

Indeks Ketahanan 85.05 82.91 82.13 85,24 87.53
Pangan

Sumber: Badan Pangan Nasional, Tahun 2025

Tabel 2.19 yang menunjukkan perkembangan Indeks
Ketahanan Pangan Kabupaten Gowa Tahun 2020-2024, terlihat
adanya fluktuasi nilai indeks selama lima tahun terakhir. Pada
tahun 2020, indeks tercatat sebesar 85,05, kemudian mengalami
penurunan berturut-turut pada tahun 2021 dan 2022 masing-
masing menjadi 82,91 dan 82,13. Namun, tren tersebut berbalik
arah mulai tahun 2023, di mana indeks naik menjadi 85,24, dan
terus meningkat hingga mencapai 87,53 pada tahun 2024.
Peningkatan ini menunjukkan adanya perbaikan dalam aspek
ketahanan pangan, baik dari sisi ketersediaan, akses, maupun
pemanfaatan pangan di Kabupaten Gowa. Secara keseluruhan,
meskipun sempat mengalami penurunan pada awal periode,
capaian tahun 2024 menunjukkan kondisi ketahanan pangan yang
lebih kuat dibandingkan awal tahun 2020, dengan selisih
peningkatan sebesar 2,48 poin. Hal ini mencerminkan upaya
Pemerintah Daerah dalam memperkuat ketahanan pangan berjalan
secara progresif dan mulai menunjukkan hasil positif.

c. Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (%)

Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of
Undernourishment / PoU) adalah persentase penduduk yang
diperkirakan tidak mendapatkan cukup asupan energi pangan
untuk memenuhi kebutuhan minimum harian dalam jangka waktu
tertentu, biasanya satu tahun. Data Prevalensi Ketidakcukupan
konsumsi Pangan Kabupaten Gowa selama 5 tahun disajikan pada
tabel berikut.

Tabel 2. 20

Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan Kabupaten
Gowa Tahun 2020-2025 (%)

I S S S S

PoU Kab. Gowa 7,81 7,70 11,50 8,42 6,44
PoU Prov. Sulsel 10,14 7.93 10,79 7,84 6,99
PoU Nasional 8,34 8,49 10,21 8,53 8,27

Sumber: Badan Pusat Statistik, Tahun 2025
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Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (PoU) di
Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan, dan tingkat nasional
selama periode 2020-2024, terlihat bahwa Kabupaten Gowa
menunjukkan tren perbaikan yang cukup signifikan dalam hal
ketahanan konsumsi pangan. Pada tahun 2020, PoU Kabupaten
Gowa tercatat sebesar 7,81%, sedikit lebih rendah dibandingkan
rata-rata nasional (8,34%) dan Provinsi Sulsel (10,14%). Kondisi
Gowa sempat memburuk pada tahun 2022 dengan lonjakan PoU
menjadi 11,50%, melampaui rata-rata provinsi (10,79%) dan
nasional (10,21%), yang menunjukkan peningkatan kerentanan
pangan penduduk di wilayah tersebut.

Namun, sejak tahun 2023, PoU Kabupaten Gowa mengalami
perbaikan yang konsisten, menurun menjadi 8,42% dan kemudian
6,44% pada tahun 2024. Angka ini menjadikan Gowa sebagai salah
satu wilayah dengan prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan
terendah dibandingkan rata-rata provinsi (6,99%) dan nasional
(8,27%) pada tahun tersebut. Penurunan ini mencerminkan
keberhasilan upaya Pemerintah Kabupaten dalam memperbaiki
akses dan distribusi pangan, meningkatkan kualitas konsumsi
rumah tangga, serta efektivitas program-program intervensi pangan
dan gizi.

Penurunan pada tahun 2024 mencerminkan perbaikan
kondisi ketahanan pangan, baik dari sisi aksesibilitas maupun
ketersediaan pangan bagi masyarakat. Capaian ini
mengindikasikan efektivitas intervensi kebijakan pemerintah dalam
menjamin kecukupan pangan, terutama setelah lonjakan
kerentanan pangan pada 2022. Secara umum, tren lima tahun
terakhir menunjukkan bahwa meskipun pernah mengalami
gangguan signifikan, prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan
di Kabupaten Gowa menunjukkan arah yang membaik menuju
kondisi yang lebih aman dan stabil.

d. Indeks Ketahanan Air

Secara spesifik, data Indeks Ketahanan Air Kabupaten Gowa
Tahun 2020-2024 belum tersedia. Namun, adapun kondisi
ketahanan air dapat dilihat dari akses terhadap air minum
perpipaan. Air minum merupakan air minum rumah tangga yang
melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang
memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.
Penyediaan air minum adalah kegiatan menyediakan air minum
untuk memenuhi kebutuhan masyarakat agar mendapatkan
kehidupan yang sehat, bersih dan produktif. Air minum yang
berkualitas (layak) adalah air minum yang terlindung meliputi air
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ledeng (keran), keran umum, hydrant umum, terminal air,
penampungan air hujan (PAH) atau mata air dan sumur terlindung,
sumur bor atau sumur pompa yang berjarak minimal 10 m dari
pembuangan kotoran, penampungan limbah dan pembuangan
sampah tidak termasuk air kemasan, air dari penjual keliling, air
yang dijual melalui tanki, air sumur dan mata air tidak terlindung.
Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air
minum layak adalah perbandingan antara jumlah penduduk
dengan akses terhadap sumber air minum yang terlindungi dan
berkelanjutan dengan jumlah penduduk seluruhnya, dinyatakan
dalam persen. Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan
terhadap air minum layak dapat dilihat dari tabel berikut.
Tabel 2. 21

Proporsi Rumah Tangga Dengan Akses Berkelanjutan Terhadap Air
Minum Layak, Perkotaan dan Perdesaan Kabupaten Gowa Tahun 2020-

2024
Jumlah penduduk Jumlah Proporsi rumah tangga
dengan akses terhadap penduduk dengan akses
sumber air minum yang seluruhnya berkelanjutan terhadap air
terlindungi dan minum layak, perkotaan
berkelanjutan dan perdesaan
2020 683.350 765.836 91,82%
2021 752.141 773.315 95,46%
2022 734176 783.167 93,18%
2023 745.439 799.999 93,18%
2024 792.684 825.369 96,04%

Sumber: Dinas PU dan PR Kabupaten Gowa, 2025

e. Akses Rumah Tangga terhadap Air Minum Aman

Akses Rumah Tangga terhadap Air Minum Aman adalah
indikator yang menunjukkan persentase rumah tangga yang
memiliki akses terhadap sumber air minum yang memenuhi
standar kualitas dan keamanan, baik dari sisi fisik, kimia, maupun
mikrobiologi, serta tersedia secara berkelanjutan dan terlindung
dari potensi kontaminasi.

Berdasarkan hasil Survei Kualitas Air Minum Rumah
Tangga (SKAMRT) pada seluruh provinsi di Indonesia, sebesar 35,4
persen sumber air minum kemasan dan 45,4 persen sumber air
minum isi ulang tercemar E-Coli, sebesar 22 persen air minum
kemasan dan 19,8 persen air isi ulang memiliki kandungan
mineral/logam yang tinggi, sebesar 10,7 persen air minum
kemasan dan 14,2 persen air isi ulang dengan kadar pH melebihi
batas normal, sebesar 18,6 persen air minum kemasan dan 19,2
persen dengan kadar nitrit >3mg/L, serta sebesar 19,1 persen air
kemasan dan 20,8 persen air isi ulang dengan kadar nitrat >20
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mg/L. Hal ini menggambarkan bahwa penggunaan sumber air
minum kemasan dan air isi ulang dapat dikategorikan tidak aman
untuk menjadi sumber air minum utama rumah tangga.

Grafik 2. 1

Akses Rumah Tangga terhadap Air Minum Aman Menurut
Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024
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[ Persentase Rumah Tangga dengan Kualitas Air Minum Aman (E-Coli, TDS, pH, Nitrat, Nitrit)

Sumber: Hasil Survei Kualitas Air Minum Rumah Tangga (SKAMRT)

Hasil Survei Kualitas Air Minum Rumah Tangga pada 19
kabupaten/kota di Sulawesi Selatan menunjukkan bahwa rumah
tangga dengan akses air minum aman dengan kandungan E-Coli,
Total Dissolved Solid, pH, Nitrit, dan Nitrat yang memenuhi syarat
mencapai 15,31 persen mengalami peningkatan dari tahun 2020
dengan capaian 8,3 persen. Kabupaten dengan persentase rumah
tangga yang memiliki akses air minum aman tertinggi di Sulawesi
Selatan adalah Kabupaten Jeneponto mencapai 32,24 persen,
sedangkan yang terendah adalah Kabupaten Tana Toraja dengan
capaian 4,92 persen. Proporsi rumah tangga yang memenuhi syarat
kualitas air minum memenuhi 18 parameter sesuai Peraturan
Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2023 di Sulawesi Selatan hanya
sebesar 52,6 persen sumber air minum rumah tangga yang bebas
E-Coli, hal ini mengindikasikan masih tingginya pencemaran air
oleh Dbakteri E-Coli yang salah satunya disebabkan oleh
pencemaran air tanah dari tangki septik yang tidak kedap maupun
jarak sumber air minum rumah tangga dengan tangki septik yang
tidak memenuhi syarat aman dimana berdasarkan data sumber air
minum rumah tangga kedua terbesar setelah air isi ulang adalah

sumur bor.

Kabupaten Gowa memiliki persentase 13,26% rumah tangga
yang mengakses air minum dengan kualitas aman pada Tahun
2024, yakni air yang memenuhi parameter E-Coli, TDS, pH, Nitrat,
dan Nitrit. Angka 13,26% ini masih tergolong rendah,
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menunjukkan bahwa sebagian besar rumah tangga di Gowa belum
menggunakan air yang benar-benar aman secara kualitas
mikrobiologi dan kimia. Terdapat keterbatasan data untuk melihat
tren akses air aman tahun 2020-2023 Jika dibandingkan dengan
rata-rata provinsi Sulawesi Selatan (15,31%), capaian Gowa sedikit
di bawah rata-rata.

Rendahnya capaian tersebut dipengaruhi oleh beberapa
faktor utama, antara lain keterbatasan infrastruktur penyediaan
air minum perpipaan yang belum menjangkau seluruh wilayah,
khususnya daerah perdesaan; tingginya ketergantungan
masyarakat terhadap sumber air tidak terlindungi yang rentan
tercemar; serta rendahnya intensitas pengawasan kualitas air
secara berkala. Selain itu, perilaku masyarakat dalam pengelolaan
air rumah tangga dan sanitasi lingkungan juga masih belum
optimal sehingga meningkatkan risiko pencemaran.

Untuk meningkatkan capaian akses air minum layak dan
aman secara berkelanjutan, diperlukan strategi yang terintegrasi,
antara lain: (1) Peningkatan infrastruktur penyediaan air minum,
melalui perluasan jaringan perpipaan dan pembangunan instalasi
pengolahan air bersih yang ramah lingkungan; (2) Penguatan
sistem pengawasan kualitas air, dengan memperluas cakupan uji
laboratorium secara rutin dan menyediakan informasi hasil
pengawasan kepada masyarakat; (3) Edukasi dan pemberdayaan
masyarakat, dalam penerapan perilaku hidup bersih dan sehat
(PHBS), termasuk upaya pengolahan air rumah tangga sebelum
dikonsumsi; (4) Pengembangan kolaborasi multipihak, baik melalui
skema kemitraan pemerintah dengan swasta maupun partisipasi
masyarakat dalam pengelolaan sarana air bersih berbasis
komunitas; (5) Integrasi program air minum dengan sanitasi dan
pengelolaan limbah cair rumah tangga, guna mencegah
pencemaran sumber air baku.

Melalui upaya tersebut, diharapkan capaian rumah tangga
dengan akses air minum aman di Kabupaten Gowa dapat
meningkat secara bertahap, sekaligus mendukung pencapaian
target SDGs tujuan 6 (air bersih dan sanitasi layak) serta
memperbaiki kualitas kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.

f. Akses Rumah Tangga terhadap Air Siap Minum
Perpipaan (%)

Air minum merupakan air minum rumah tangga yang
melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang
memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.
Penyediaan air minum adalah kegiatan menyediakan air minum
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untuk memenuhi kebutuhan masyarakat agar mendapatkan
kehidupan yang sehat, bersih dan produktif. Air minum yang
berkualitas (layak) adalah air minum yang terlindung meliputi air
ledeng (keran), keran umum, hydrant umum, terminal air,
penampungan air hujan (PAH) atau mata air dan sumur terlindung,
sumur bor atau sumur pompa yang berjarak minimal 10 m dari
pembuangan kotoran, penampungan limbah dan pembuangan
sampah tidak termasuk air kemasan, air dari penjual keliling, air
yang dijual melalui tanki, air sumur dan mata air tidak terlindung.
Tabel 2. 22
Akses Terhadap Air Minum Melalui SPAM Jaringan Perpipaan Dan Bukan

Jaringan Perpipaan Terlindungi Terhadap Rumah Tangga Kab. Gowa
Tahun 2020-2025

I S S s S S

Jumlah kumulatif masyarakat - 187.464 190.495 166.952 217.399
yang rumah tangga yang

mendapatkan akses terhadap air

minum melalui SPAM jaringan

perpipaan dan bukan jaringan

perpipaan terlindungi

Jumlah total rumah tangga - 230.892 230.892 179.171 226.363

Persentase jumlah rumah tangga - 81,19% 82.50% 93.18% 96.04%
yang mendapatkan akses

terhadap air minum melalui

SPAM jaringan perpipaan dan

bukan jaringan perpipaan

terlindungi

Sumber: LPP Kabupaten Gowa, Tahun 2025

Berdasarkan data Akses terhadap Air Minum melalui SPAM
Jaringan Perpipaan dan Bukan Jaringan Perpipaan Terlindungi di
Kabupaten Gowa Tahun 2020-2024, terlihat adanya tren
peningkatan yang konsisten dalam cakupan layanan air minum
layak di wilayah tersebut. Pada tahun 2021, sebanyak 81,19%
rumah tangga telah memiliki akses terhadap air minum melalui
sistem SPAM, baik yang menggunakan jaringan perpipaan maupun
bukan jaringan perpipaan terlindungi. Persentase ini meningkat
menjadi 82,50% pada tahun 2022, lalu melonjak secara signifikan
menjadi 93,18% pada tahun 2023, dan mencapai 96,04% pada
tahun 2024. Jumlah kumulatif masyarakat yang memperoleh akses
terhadap air minum juga menunjukkan peningkatan, dari 187.464
jiwa pada tahun 2021 menjadi 217.399 jiwa pada tahun 2024,
meskipun sempat menurun pada tahun 2023. Peningkatan
tersebut mencerminkan keberhasilan pemerintah daerah dalam
memperluas layanan air minum, baik melalui pembangunan
infrastruktur jaringan perpipaan maupun melalui penguatan akses
terhadap sumber-sumber air bukan perpipaan yang telah
memenuhi standar perlindungan. Hal ini menjadi indikator positif
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dalam wupaya peningkatan kualitas hidup masyarakat dan
pemenuhan target akses air minum layak secara merata.

Hasil analisis integratif yang menghubungkan energi, air,
dan pangan mengindikasikan adanya potensi kerentanan antar
sektor di Kabupaten Gowa. Pada tahun 2024, Kabupaten Gowa
menghadapi dinamika yang saling terkait antara energi, air, dan
pangan. Dari sisi energi, listrik yang terjual mencapai 638,90 juta
kWh dengan konsumsi per kapita sekitar 815 kWh per tahun,
masih di bawah rata-rata nasional. Kondisi ini menunjukkan
bahwa pemanfaatan energi listrik masih dominan di sektor rumah
tangga, sementara kontribusi industri dan pengolahan pangan
belum optimal. Dari sisi air, PDAM baru mampu menjangkau
sekitar 12 persen penduduk, sehingga sebagian besar masyarakat
bergantung pada sumber air alternatif yang rawan terhadap
pencemaran dan perubahan iklim. Hal ini menjadi krusial karena
Kabupaten Gowa juga merupakan salah satu lumbung pangan
Sulawesi Selatan, dengan sektor pertanian yang membutuhkan
pasokan air stabil untuk irigasi.

Kerentanan antar sektor terlihat jelas: keterbatasan akses
air bersih dapat berdampak pada kesehatan dan produktivitas
masyarakat, yang pada gilirannya memengaruhi ketahanan
pangan. Di sisi lain, rendahnya konsumsi energi modern
membatasi pengembangan industri pengolahan hasil pertanian,
sehingga nilai tambah pangan lokal masih terbatas. Jika tidak
dikelola, ketergantungan pada sumber air tradisional yang rentan
perubahan iklim dapat memperburuk risiko gagal panen dan
mengganggu suplai pangan. Dengan demikian, integrasi kebijakan
energi, air, dan pangan menjadi penting, misalnya melalui
peningkatan investasi infrastruktur air baku dan distribusi,
pemanfaatan energi terbarukan untuk sistem irigasi dan
pengolahan air, serta pengembangan kawasan agroindustri
berbasis listrik yang andal. Langkah integratif ini tidak hanya
memperkuat akses air minum aman dan ketahanan energi, tetapi
juga mendukung ketahanan pangan berkelanjutan di Kabupaten
Gowa.

2.1.1.5.LINGKUNGAN HIDUP BERKUALITAS

Keberlanjutan pembangunan di Kabupaten Gowa sangat
ditentukan oleh kemampuan menjaga keseimbangan antara
aktivitas ekonomi dan kelestarian lingkungan hidup. Pertumbuhan
sektor ekonomi seperti pertanian, perkebunan, industri
pengolahan, serta pembangunan infrastruktur mendorong
peningkatan kebutuhan lahan, energi, dan sumber daya alam.

BAB I
GAMBARAN UMUM DAERAH




RENCANA PEMBANGUNAN 2025
JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN GOWA TAHUN 2029

Namun, ekspansi ekonomi ini berpotensi menimbulkan tekanan
terhadap kualitas lingkungan, yang tercermin melalui indikator
strategis seperti Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), Indeks
Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Daerah (IPKD), serta capaian
pengelolaan sampah dan sanitasi.

Kondisi sumber daya alam dan lingkungan hidup suatu
daerah dapat digambarkan melalui sejumlah indikator strategis,
antara lain: Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), Indeks
Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Daerah (IPKD), persentase
rumah tangga dengan akses terhadap sanitasi aman, pengelolaan
sampah, persentase timbulan sampah yang terolah di fasilitas
pengolahan, persentase sampah yang didaur ulang, serta
persentase rumah tangga yang mendapatkan layanan penuh
pengumpulan sampah. Indikator-indikator tersebut memberikan
gambaran menyeluruh mengenai upaya dan capaian daerah dalam
menjaga keseimbangan antara pembangunan dan kelestarian
lingkungan.

a. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) adalah indikator
komposit yang digunakan untuk mengukur tingkat kualitas
lingkungan hidup di suatu wilayah berdasarkan tiga komponen
utama, yaitu, Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara
(IKU), dan Indeks Tutupan Lahan (ITL). IKLH dinyatakan dalam
skor 0-100, di mana semakin tinggi nilai IKLH, semakin baik
kualitas lingkungan hidup di wilayah tersebut.

Nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Gowa
dalam kurun waktu 10 tahun terakhir termasuk dalam kategori
cukup baik. Indeks Lingkungan Hidup baru menjadi salah satu
indikator pengukuran sejak tahun 2018. Nilai Indeks Kualitas
Lingkungan Hidup selama 5 (lima) tahun terakhir dapat dijabarkan
berdasarkan tabel berikut ini.

Tabel 2. 23
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Gowa Tahun 2020-2024

s [0 | 2om | a0az [ om0 | 02

IKLH Kab. Gowa 67,71 62,99 64,51 65,04 68,95
IKLH Prov. Sulsel 71,74 73,23 74,17 74,30 75,69
IKLH Nasional 70,27 71,45 72,42 72,54 75,69

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, 2025

Selama periode 2020-2024, Indeks Kualitas Lingkungan
Hidup (IKLH) Kabupaten Gowa menunjukkan tren membaik,
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meskipun masih berada pada kategori sedang. Setelah sempat
menurun pada tahun 2021, kualitas lingkungan secara bertahap
mengalami pemulihan hingga mencapai nilai tertinggi 68,95 pada
tahun 2024.

Kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Gowa masih relatif
lebih rendah dibandingkan rata-rata provinsi maupun nasional.
Meskipun demikian, tren peningkatan nilai IKLH di Gowa dalam
dua tahun terakhir mencerminkan adanya perbaikan dalam
pengelolaan kualitas air, udara, dan tutupan lahan. Hal ini
mencerminkan adanya upaya perbaikan dan pengelolaan
lingkungan hidup yang semakin efektif. Dengan tren positif ini,
Kabupaten Gowa memiliki potensi untuk mencapai kategori baik
dalam beberapa tahun ke depan apabila komitmen dan intervensi
terhadap pelestarian lingkungan terus ditingkatkan.

Keterkaitan antara aktivitas ekonomi dan IKLH
menunjukkan bahwa keberlanjutan pembangunan di Gowa sangat
ditentukan oleh sejauh mana keseimbangan antara pemanfaatan
sumber daya untuk pertumbuhan ekonomi dan upaya menjaga
kualitas lingkungan dapat dijaga. Peningkatan IKLH dalam tiga
tahun terakhir menjadi sinyal positif bahwa arah kebijakan
lingkungan semakin efektif, namun konsistensi dan penguatan
kebijakan  berkelanjutan tetap sangat diperlukan agar
pertumbuhan ekonomi tidak mengorbankan daya dukung
lingkungan.

b. Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Daerah (IPKD)

IPKD merupakan alat ukur aksi dan kinerja (prestasi) dari
setiap upaya pengelolaan yang dilakukan untuk mengurangi
ancaman terhadap kehilangan kehati dan meningkatkan
pemanfaatan berkelanjutan. Terdapat dua pilar utama dalam
perhitungan IPKD yakni pengurangan ancaman yang merupakan
upaya pengayaan keanekaragaman hayati melalui perlindungan,
konservasi, dan restorasi, baik di tingkat ekosistem, spesies,
maupun genetik serta pemanfaatan berkelanjutan adalah
pemanfaatan komponen keanekaragaman hayati secara optimal
yang sebesar-besarnya untuk masyarakat dan generasi yang akan
datang.

IPKD terdiri dari 14 indikator penyusun yang dibagi menjadi
9 (sembilan) indikator pengurangan ancaman dan 5 (lima) indikator
pemanfaatan berkelanjutan. Untuk pengurangan ancaman antara
lain : Sektor Kehutanan dan Lahan, Sektor Pertanian dan
Perkebunan, dan Sektor Perairan. Sedangkan indikator yang
berkaitan dengan pemanfaatan berkelanjutan antara lain dari
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sektor kehutanan dan lahan berupa produktivitas kayu bulat pada
areal ITUPHHK-HA dan IUPHHK-HTI, sektor pertanian berupa
produktivitas padi dan Indeks pertanaman (IP) padi, dan sektor
perairan berupa produktivitas akuakultur berbasis tambak dan
angka konsumsi ikan.

Pengelolaan lingkungan di Kabupaten Gowa memiliki
keterkaitan erat dengan aktivitas ekonomi, terutama di sektor
kehutanan, pertanian, perkebunan, dan perairan sebagaimana
tercermin dalam indikator Indeks Pengelolaan Keanekaragaman
Hayati Daerah (IPKD). Aktivitas ekonomi di sektor-sektor tersebut
memberikan kontribusi penting bagi pertumbuhan ekonomi dan
kesejahteraan masyarakat, namun pada saat yang sama
menimbulkan tekanan terhadap lingkungan.

Di sektor kehutanan dan lahan, aktivitas alih fungsi lahan
untuk permukiman dan infrastruktur menimbulkan ancaman
terhadap keberadaan ekosistem hutan dan keanekaragaman
hayati. Jika tidak dikelola dengan baik, degradasi lahan dapat
memperburuk daya dukung lingkungan dan mengurangi
produktivitas jangka panjang. Pada sektor pertanian dan
perkebunan, ketergantungan pada pupuk kimia serta teknik
budidaya tradisional mengakibatkan penurunan kualitas tanah
dan produktivitas yang stagnan. Padahal sektor ini menjadi tulang
punggung ketahanan pangan di Gowa.

Sementara itu, sektor perairan, khususnya akuakultur,
masih menghadapi tantangan berupa keterbatasan penerapan
teknologi ramah lingkungan, yang dapat berdampak pada kualitas
air dan keberlanjutan produksi. Rendahnya diversifikasi pangan
serta konsumsi ikan yang fluktuatif juga menjadi persoalan dalam
pemanfaatan berkelanjutan sumber daya perairan.

Jika dikaitkan dengan IPKD, maka upaya pengurangan
ancaman melalui perlindungan, konservasi, dan restorasi menjadi
sangat penting untuk menekan dampak negatif aktivitas ekonomi.
Di sisi lain, pemanfaatan berkelanjutan harus dioptimalkan melalui
peningkatan produktivitas sektor kehutanan, pertanian, dan
perairan tanpa merusak ekosistem.

c. Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman

Kondisi sanitasi di Kabupaten Gowa dapat diketahui dari
persentase rumah tangga dengan akses sanitasi aman.
Penyelenggaraan layanan air limbah domestik dilakukan melalui
dua pendekatan yaitu sistem pelayanan air limbah domestik
setempat (SPALD-S) dan sistem pengelolaan air limbah domestik
terpusat (SPALD-T). Sayangnya Kabupaten Gowa belum memiliki
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IPLT sebagai kinerja layanan penyedotan lumpur tinja. Rumah
tinggal bersanitasi merupakan rumah tangga yang dapat
mengakses sanitasi yang layak dengan pemahaman akan
pentingnya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). Data yang
disajikan hanya lima tahun terakhir berdasarkan data yang
disajikan oleh perangkat daerah pengampuh.

Tabel 2. 24
Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi Kabupaten Gowa Tahun
2020-2024
Tahun | Jumlah rumah tangga | Jumlah rumah Persentase rumah
bersanitasi tangga tangga bersanitasi
2020 207.697 226.348 91,76%
2021 224.427 230.911 97,2%
2022 234.793 239.634 97,98%
2023 241.481 246.459 97,98%
2024 244.612 254.380 96,16%
Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas PU dan PR Kabupaten

Gowa, 2025

Akses sanitasi aman di Kabupaten Gowa, seperti di daerah
lain, mengacu pada ketersediaan fasilitas sanitasi yang memenuhi
syarat kesehatan dan digunakan dengan aman. Ini mencakup
penghentian buang air besar sembarangan, cuci tangan pakai
sabun, pengelolaan air minum dan makanan yang aman, serta
pengelolaan sampah dan limbah cair rumah tangga yang aman.

Tabel 2. 25

Persentase Akses Sanitasi Layak dan Sanitasi Aman
Kabupaten Gowa Tahun 2020-2024

| memun [ 2020 [ 2021 | 2022 | 2023 | 2024

Kabupaten Gowa
Akses Sanitasi Layak (%) 91,76 97,2 97,98 97,98 96,16
Akses Sanitasi Aman (%)

Prov. Sulsel

Akses Sanitasi Layak (%) 88,96 91,57 92,24 93,69 93,83
Akses Sanitasi Aman (%) 4,74 3,97 12,92 12,83 10,88
Nasional

Akses Sanitasi Layak (%) 79,53 80,29 80,92 82,36 83,6
Akses Sanitasi Aman (%) 7,64 7,25 10,16 10,21 10,25

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Pemerintah Kabupaten Gowa bersama pihak terkait
berupaya meningkatkan akses sanitasi aman melalui berbagai
program. Misalnya, program "Gowa Salewangang" yang merupakan
bagian dari "Gowa Bersama' bertujuan mempermudah akses
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layanan kesehatan, termasuk sanitasi. Selain itu, ada juga inisiatif
perluasan akses air dan fasilitas sanitasi di sekolah-sekolah yang
didukung oleh WINGS Group dan UNICEF. Pentingnya akses
sanitasi aman tidak hanya terkait dengan kesehatan, tetapi juga
berdampak pada lingkungan. Sanitasi yang buruk dapat
mencemari air dan tanah, serta menjadi sumber penyebaran
penyakit.

d. Pengelolaan Sampah

Timbulan sampah yang tertangani yaitu volume timbulan
sampah yang ditangani dibagi dengan total timbulan sampah yang
dinyatakan dalam persen. Persentase timbulan sampah yang
tertangani di Kabupaten Gowa semakin tahun semakin menurun
(hanya empat tahun terakhir) berdasarkan data yang disajikan oleh
perangkat daerah pengampuh, seperti terlihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 26
Timbulan Sampah yang Ditangani Tahun 2020 - 2024

Volume timbulan Volume timbulan Timbulan
sampah yang sampah yang sampah yang

ditangani (ton/th) ditangani (ton/th) ditangani
2020 131.400 141.008,26 93,19%
2021 124.830 140.160,00 89,06%
2022 125.560 143.794,85 87,32%
2023 116.800 145.999,82 80,00%
2024 149.282,95 176.712,85 84,48%

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gowa, 2025

e. Persentase Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas
Pengolahan Sampah dan Sampah yang Terdaur Ulang

Sampah yang terkurangi melalui 3R adalah jumlah sampah
yang dikelola melalui aktivitas 3R seperti Bank Sampah, pusat daur
ulang, pengomposan dan lain-lain dan tidak diangkut ke TPA atau
dibuang ke lingkungan. Persentase sampah yang terkurangi
melalui 3R di Kabupaten Gowa dapat dilihat dari tabel berikut.

Tabel 2. 27

Persentase Jumlah Sampah yang Terkurangi Melalui 3R
Kabupaten Gowa Tahun 2020-2024

Persentase 4,56% 4,61% 7,36% 7,66% 14,1%
Jumlah Sampah
Yang Terkurangi

Melalui 3R

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gowa, 2025
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Cakupan area pelayanan yaitu luas area pelayanan
pengelolaan sampah dibagi dengan luas wilayah yang dinyatakan
dalam persen. Cakupan area pelayanan pengelolaan sampah di
Kabupaten Gowa baru dilaksanakan di Kecamatan Somba Opu,
sebagian Kecamatan Pallangga, sebagian Kecamatan
Bontomarannu, sebagian Kecamatan Bajeng, sebagian Kecamatan
Pattallassang, sebagian Kecamatan Barombong dan sebagian
Kecamatan Tinggimoncong.

f. Rumah tangga dengan layanan penuh pengumpulan
sampah

Indikator yang digunakan juga untuk mengukur kinerja
pengelolaan sampah adalah rumah tangga dengan layanan penuh
pengumpulan sampah, baik dari pintu ke pintu rutin secara
berkala maupun melalui penyediaan tempat pembuangan sampah
komunal yang jaraknya 200 meter yang dikumpulkan secara
terpisah yaitu fraksi basah (organik), daur ulang, dan residu.

Adapun kesimpulan Hasil Kajian KLHS RPJMD Kabupaten
Gowa dapat disajikan dalam bentuk ringkasan sebagai berikut:

1. Status Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan

o Sebagian besar wilayah hulu (Tinggimoncong, Parigi,
Tombolo Pao, Bungaya) merupakan kawasan lindung dan
resapan air, yang sangat penting untuk ketahanan air DAS
Jeneberang.

o Tekanan utama: alih fungsi lahan pertanian & hutan
menjadi permukiman dan perkebunan intensif, yang
menurunkan daya dukung air tanah dan meningkatkan
risiko banjir/longsor.

o Daya tampung pencemaran air di beberapa titik sungai
mulai menurun, terutama akibat limbah domestik dan
pertanian.

2. Implikasi terhadap Kebijakan Pembangunan

o Pembangunan daerah harus memperhatikan zona lindung
DAS dan kawasan rawan bencana — tidak boleh
dialihfungsikan untuk industri atau permukiman skala
besar.

o Pertanian berkelanjutan (padi + hortikultura ramah
lingkungan) harus diprioritaskan untuk menjaga
keseimbangan antara produksi pangan dan konservasi.

o Pengendalian tata ruang diperlukan untuk mencegah urban
sprawl dari Sungguminasa ke arah hulu.
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o Pembangunan ekonomi harus dikaitkan dengan ekonomi
hijau dan biru, misalnya pemanfaatan energi baru
terbarukan, pengelolaan air berkelanjutan, serta
pemanfaatan jasa lingkungan (ekowisata, pembayaran jasa
lingkungan).

3. Isu Lingkungan Strategis yang Berpengaruh pada RPJMD

o Risiko bencana (banjir, longsor, kekeringan) akibat
degradasi tutupan lahan.

o Ketahanan pangan dan air terancam jika lahan produktif
terus menyusut.

o Kualitas lingkungan (air, udara, tanah) berpotensi menurun
tanpa pengendalian limbah.

o Perubahan iklim memperparah variabilitas curah hujan,
memengaruhi sektor pertanian, perikanan, dan energi.

=
v PEMERINTAH KABUPATEN GOWA
) PROVINSI SULAWESI SELATAN

KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP.
...... STRATEGIS RPIMD KABUPATEN GOWA
TAHUN 2025 - 2029

o : PETA PENUTUP LAHAN

Sumber: KLHS Kabupaten Gowa 2025-2029

Tabel 2. 28
Peta Tutupan Lahan di Kabupaten Gowa

Tutupan lahan Kabupaten Gowa masih didominasi oleh hutan
lindung di kawasan hulu serta sawah di dataran rendah yang
menjadi lumbung pangan, namun tren alih fungsi lahan ke
perkebunan dan permukiman semakin meningkat. Perubahan ini
menurunkan daya dukung lingkungan, terutama terhadap
ketersediaan air DAS Jeneberang dan ketahanan pangan akibat
menyusutnya sawah produktif. Selain itu, meningkatnya
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permukiman dan intensifikasi pertanian menekan daya tampung
lingkungan melalui beban limbah domestik dan pestisida yang
mencemari air.

Implikasinya, kebijakan pembangunan daerah perlu
menekankan perlindungan kawasan hulu dan lahan pertanian
berkelanjutan, pengendalian konversi lahan, serta pengelolaan
limbah di wilayah padat penduduk. Pengembangan ekonomi juga
diarahkan pada pola hijau dan berkelanjutan, misalnya melalui
agroforestri dan ekowisata, agar pertumbuhan ekonomi berjalan
seiring dengan terjaganya daya dukung dan daya tampung
lingkungan.

Hasil analisis yang menghubungkan pengelolaan lingkungan
dengan produktivitas ekonomi di Kabupaten Gowa menunjukkan
bahwa produktivitas ekonomi Kabupaten Gowa ditopang oleh
sektor pertanian, jasa, dan industri kecil, sangat erat kaitannya
dengan kualitas pengelolaan lingkungan. Air baku yang diproduksi
PDAM sebesar 26,13 juta m® bukan hanya menentukan akses
masyarakat terhadap air minum aman, tetapi juga berhubungan
dengan ketersediaan air irigasi untuk lahan pertanian. Jika
pengelolaan lingkungan—seperti perlindungan daerah aliran
sungai (DAS) Jeneberang, konservasi hutan di Malino, serta
pengendalian alih fungsi lahan—tidak terjaga, maka ketersediaan
air baku akan terganggu. Hal ini berpotensi menurunkan
produktivitas pertanian, yang secara langsung berdampak pada
ketahanan pangan dan pendapatan masyarakat.

Dari sisi energi, pasokan listrik sebesar 638,90 juta kWh perlu
didukung oleh sistem lingkungan yang stabil, karena infrastruktur
energi (PLTA, jaringan distribusi) sangat bergantung pada kondisi
hidrologi dan tata ruang yang berkelanjutan. Gangguan lingkungan
seperti banjir atau sedimentasi bendungan dapat menurunkan
keandalan pasokan listrik, yang pada akhirnya membatasi
produktivitas industri dan usaha kecil di Gowa.

Dengan demikian, pengelolaan lingkungan yang baik—melalui
konservasi hutan, rehabilitasi DAS, serta pengendalian
pencemaran—merupakan prasyarat bagi produktivitas ekonomi
yang berkelanjutan. Jika lingkungan terjaga, air baku tersedia
cukup, energi terdistribusi stabil, dan sektor pangan lebih
produktif. Sebaliknya, degradasi lingkungan akan meningkatkan
biaya produksi, menurunkan daya saing daerah, dan memperlebar
risiko kerentanan ekonomi. Oleh karena itu, strategi pembangunan
Gowa perlu mengintegrasikan perlindungan lingkungan sebagai
fondasi bagi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan

berkelanjutan.
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2.1.1.6.RESILENSI TERHADAP BENCANA DAN PERUBAHAN
IKLIM

Kondisi geografis seperti letak geografis, topografi, jenis
tanah, dan iklim dapat menentukan jenis bencana alam yang
mungkin terjadi di suatu wilayah, dan memungkinkan untuk
melakukan pemetaan zona-zona rawan bencana. Wilayah
Kabupaten Gowa memiliki ancaman bencana hidrometeorologi dan
geologi, banjir, longsor, dan likuifaksi. Gambaran Resilensi
Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim di Kabupaten Gowa
ditunjukkan dengan indikator Indeks Risiko Bencana, Indeks
Ketahanan Daerah (IKD), dan Penurunan emisi Gas Rumah Kaca
(GRK).

a. Indeks Risiko Bencana

Selama S5 tahun, Indeks Resiko Bencana Kabupaten Gowa
masih berada pada kategori sedang. Meskipun demikian, pada
Tahun 2024, Indeks Resiko Bencana Kabupaten Gowa berada di
angka 123,85. Nilai ini mengalami peningkatan dari tahun
sebelumnya. Ini menandakan potensi wilayah di Kabupaten Gowa
untuk mengalami bencana juga meningkat. Berikut tabel Indeks
Resiko Bencana Kabupaten Gowa Tahun 2015-2024.

Tabel 2. 29
Indeks Resiko Bencana Kabupaten Gowa Tahun 2020-2024

Indeks Risiko Bencana Kelas Resiko

2020 115,42 sedang
2021 106,27 sedang
2022 106,98 sedang
2023 106,98 sedang
2024 123,85 sedang

Sumber: https://inarisk.bnpb.qgo.id/irbi

Peningkatan Indeks Risiko Bencana di Kabupaten Gowa
disebabkan oleh kombinasi faktor alam dan aktivitas manusia yang
saling berkaitan. Salah satu penyebab utama adalah perubahan
penggunaan lahan, terutama di kawasan hulu Daerah Aliran
Sungai (DAS) Jeneberang, yang mengalami alih fungsi menjadi
lahan pertanian, pemukiman, serta aktivitas penambangan ilegal.
Kondisi ini memperparah tingkat erosi dan sedimentasi di sungai
serta bendungan seperti Bendungan Bili-Bili, yang secara
signifikan menurunkan kapasitas tampung air dan meningkatkan
risiko banjir bandang. Selain itu, topografi Gowa yang didominasi
oleh daerah perbukitan dengan kemiringan curam menjadikannya
rawan terhadap bencana tanah longsor, terutama saat musim
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hujan. Perubahan iklim juga turut memperburuk situasi melalui
peningkatan intensitas curah hujan ekstrem yang kerap memicu
banjir dan longsor secara tiba-tiba.

Sepanjang tahun 2024, terjadi beberapa bencana alam di
wilayah kabupaten, meliputi tanah longsor, angin puting beliung,
dan banjir. Tanah longsor di Kecamatan Tombolopao (Desa Tabinjai
dan Desa Pao) pada 3 Juli menyebabkan kerusakan rumah,
infrastruktur, serta mengungsi sebanyak 7 orang, dengan kerugian
mencapai Rp400 juta. Angin puting beliung di Bajeng pada 6
Desember merusak atap rumah dan berdampak pada 24 orang.
Sementara itu, banjir pada 10 Desember di Pallangga dan Somba
Opu merendam puluhan rumah, dengan total pengungsi mencapai
67 orang. Tidak ada korban luka maupun meninggal dunia, dan
total kerugian ditaksir sebesar Rp410 juta. Untuk lebih jelasnya
dapat dilihat pada Tabel 2.20.

Tabel 2. 30
Data Kejadian Bencana di Kabupaten Gowa Tahun 2024

Kec./ Jenis Area Jumlah Korban [Perkiraan

Lokasi |Bencana |Kejadian Terdampak

Kerugian
(Rp.)

Mengun [Luk] Men
gsi a | ingg
al

1 Tombolopao

Dusun Tanah 3 Juli 1 Rumah 7 150.000.
Pattalas Longsor 2024 Rusak Berat, 1 000
sang, Rumah Rusak
Desa Ringan
Tabinjai
Desa Tanah 3 Juli 1 Rumah Rusak 250.000.
Pao longsor 2024  Berat, Talud 000
Pengaman Jalan
20 Meter,
Jalan Desa
Tertimbun
Material Lonsor
200 m
2 Bajeng
Desa Angin 6 2 Rumah 24 10.000.0
Mardek Puting Desember Rusak Bagian 00
aya Beliung 2024 Atap
3 Pallangga
Kel. Banjir 10 30 Rumah 60
Mangili Desember terendam
2024 banjir
4 Somba Opu
Kel. Banjir 10
Bantangk Desember
aluku 2024
Kel.
Tamarun
ang
Total 67 O O 410.000.0

00
Sumber: Badan Pengendalian Bencana Daerah Kabupaten Gowa, 2025
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perbandingan Indeks Resiko

2025
2029

Bencana

Kabupaten Gowa, Provinsi Sulsel, dan Nasional disajikan pada
tabel berikut.

Tabel 2. 31
Indeks Resiko Bencana Kabh. Gowa, Prov. Sulsel, dan Nasional 2020-2024

2020 115,42 159,49 141,65
2021 106,27 154,87 138,81
2022 106,98 150,07 135,56
2023 106,98 144,47 132,25
2024 123,85 140,76 128,52

Sumber: https://inarisk.bnpb.qgo.id/irbi

Berdasarkan data Indeks Risiko Bencana (IRB) tahun 2020-
2024, terlihat bahwa Kabupaten Gowa mengalami penurunan
indeks dari tahun 2020 hingga 2023, yaitu dari 115,42 menjadi
106,98. Namun, pada tahun 2024 terjadi lonjakan yang cukup
signifikan menjadi 123,85, berbanding terbalik dengan tren
Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional yang justru menunjukkan
penurunan konsisten selama periode tersebut.

= 7
v/ \ PEMERINTAH KABUPATEN GOWA
4 PROVINSI SULAWESI SELATAN

KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP
STRATEGIS RPJMD KABUPATEN GOWA
TAHUN 2025 - 2029

PETA POTENSI BAHAYA TANAH LONGSOR

Sﬁmber: Inarisk, BNPB, 2022

Gambar 2. 11
Peta Sebaran Wilayah Rawan Bahaya Longsor di Kabupaten Gowa
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Kenaikan IRB di Kabupaten Gowa pada tahun 2024
disebabkan oleh meningkatnya potensi ancaman bencana, seperti
curah hujan ekstrem, banjir, dan longsor yang kerap terjadi di
wilayah dataran tinggi dan bantaran sungai. Selain itu, faktor
kerentanan sosial dan ekonomi masyarakat, seperti pemukiman
padat di daerah rawan bencana, serta kapasitas penanggulangan
bencana yang belum optimal juga turut memengaruhi. Penurunan
kualitas lingkungan akibat alih fungsi lahan serta pembangunan
yang belum sepenuhnya berbasis risiko bencana menjadi faktor
lain yang memperbesar nilai indeks.

s
v PEMERINTAH KABUPATEN GOWA
/ PROVINSI SULAWESI SELATAN

KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP
Kab. Bone STRATEGIS RPJMD KABUPATEN GOWA
TAHUN 2025 - 2029

Sumber: Inarisk, BNPB, 2022

Gambar 2. 12
Peta Sebaran Wilayah Rawan Bahaya Banjir di Kabupaten Gowa

Berdasarkan kondisi topografi Kabupaten Gowa, wilayah
dataran tinggi dengan kemiringan lereng lebih dari 40 persen
memiliki tingkat kerawanan yang tinggi terhadap bencana longsor.
Kecamatan Tinggimoncong, Tombolo Pao, Parigi, Bungaya, dan
Manuju merupakan kawasan yang masuk dalam kategori
berpotensi longsor tinggi. Hal ini disebabkan oleh kombinasi faktor
alamiah berupa curah hujan yang relatif tinggi sepanjang tahun,
struktur geologi pegunungan yang labil, serta aktivitas manusia
yang membuka lahan untuk pertanian dan permukiman di lereng-
lereng curam. Situasi ini menjadikan kawasan tersebut sangat
rentan mengalami pergerakan tanah terutama pada musim hujan
dengan intensitas tinggi, sehingga sering berdampak pada
kerusakan lahan pertanian hortikultura, terganggunya akses jalan
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penghubung antar kecamatan, hingga mengancam keselamatan
penduduk. Oleh karena itu, wilayah dataran tinggi ini memerlukan
perhatian khusus dalam perencanaan pembangunan, baik melalui
pengendalian tata ruang, konservasi kawasan lindung, maupun
pembangunan infrastruktur yang berorientasi pada mitigasi
bencana.

Wilayah dataran rendah di hilir DAS Jeneberang, khususnya
Kecamatan Somba Opu, Pallangga, dan Barombong, merupakan
kawasan yang rawan terhadap bencana banjir dan genangan.
Kerentanan ini terutama muncul ketika curah hujan ekstrem
terjadi di bagian hulu, sehingga debit air Sungai Jeneberang
meningkat dan melimpah ke wilayah hilir. Kondisi topografi yang
relatif datar ditambah dengan kepadatan penduduk dan aktivitas
pembangunan di kawasan perkotaan memperbesar risiko
terjadinya genangan yang meluas. Dampaknya tidak hanya
mengganggu aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat, tetapi juga
berpotensi merusak infrastruktur dasar, seperti jalan, drainase,
dan jaringan air bersih, serta menurunkan kualitas lingkungan
permukiman. Situasi ini menunjukkan bahwa kawasan dataran
rendah di hilir DAS Jeneberang memerlukan penanganan khusus
melalui penguatan sistem drainase, pengendalian tata ruang
berbasis daya dukung lingkungan, dan pembangunan
infrastruktur pengendali banjir yang terpadu.

i 7
i1 Fangen P

/ § PEMERINTAH KABUPATEN GOWA

i/ / PROVINS| SULAWESI| SELATAN

KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP
e STRATEGIS RPJMD KABUPATEN GOWA
TAHUN 2025 - 2029

PETA POTENS! BAHAYA KEKERINGAN

Sumber: Indrisk, BNPB, 2022 -

Gambar 2. 13
Peta Sebaran Wilayah Rawan Bahaya Kekeringan di
Kabupaten Gowa
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Wilayah dataran rendah yang mengandalkan sawah tadah
hujan, seperti Kecamatan Bajeng, Pallangga, dan Bontonompo,
merupakan kawasan yang rawan terhadap bencana kekeringan.
Kerentanan ini muncul terutama pada musim kemarau ketika
curah hujan turun drastis dan pasokan air irigasi dari Waduk Bili-
Bili tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan pertanian.
Kekeringan berdampak pada menurunnya produktivitas lahan
pangan, khususnya padi dan jagung, serta meningkatkan risiko
gagal panen yang dapat mengancam ketahanan pangan rumah
tangga petani. Selain itu, kekeringan juga memengaruhi
ketersediaan air bersih bagi masyarakat, sehingga memperburuk
kualitas hidup di wilayah yang terdampak. Kondisi ini
menunjukkan perlunya strategi adaptasi melalui pengelolaan
sumber daya air yang lebih efisien, diversifikasi pola tanam, serta
pemanfaatan teknologi pertanian hemat air agar risiko kekeringan
dapat ditekan.

ii

PEMERINTAH KABUPATEN GOWA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP
STRATEGIS RPJMD KABUPATEN GOWA
TAHUN 2026 - 2029

Gambar 2. 14
Peta Sebaran Wilayah Rawan Bahaya Cuaca Ekstrem di
Kabupaten Gowa

Berdasarkan peta sebaran wilayah rawan bahaya cuaca
ekstrem yang ditampilkan dalam KLHS RPJMD Kabupaten Gowa,
terlihat bahwa sejumlah kecamatan di dataran rendah memiliki
tingkat kerentanan yang lebih tinggi terhadap kejadian angin
puting beliung. Cuaca ekstrem di wilayah ini ditandai dengan
kecepatan angin yang relatif tinggi, kelembaban udara yang besar,
serta intensitas hujan yang meningkat terutama pada periode
peralihan musim kemarau ke musim hujan. Kombinasi faktor-
faktor tersebut menjadi pemicu terbentuknya pusaran angin lokal
yang dapat berkembang menjadi puting beliung.
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Kerentanan terbesar berada di kawasan padat penduduk
seperti Somba Opu, Pallangga, Bajeng, dan Barombong, di mana
dampak puting beliung dapat menimbulkan kerusakan
infrastruktur permukiman, jaringan listrik, serta fasilitas publik
dalam waktu singkat. Dari sisi sosial ekonomi, wilayah ini juga
memiliki kepadatan aktivitas perdagangan dan jasa, sehingga
kerusakan akibat puting beliung akan langsung memengaruhi
stabilitas ekonomi masyarakat. Selain itu, kawasan pertanian di
dataran rendah tidak lepas dari risiko, karena angin kencang
berpotensi merusak tanaman semusim seperti padi dan jagung,
yang dapat mengurangi hasil panen secara signifikan.

Dengan demikian, peta sebaran wilayah rawan cuaca ekstrem
menunjukkan adanya hubungan spasial yang jelas antara
intensitas cuaca ekstrem dan kerentanan terhadap bencana angin
puting beliung. Hal ini menegaskan perlunya integrasi mitigasi
risiko puting beliung ke dalam kebijakan pembangunan wilayah,
khususnya melalui penguatan sistem peringatan dini, penataan
ruang yang adaptif terhadap bahaya angin kencang, serta
peningkatan kesadaran masyarakat di kawasan rawan.

Hasil analisis tren perubahan dan rekomendasi penguatan
resiliensi menunjukkan kemajuan penting dalam penyediaan
energi listrik, air bersih, dan pangan, meskipun masih terdapat
sejumlah tantangan yang harus diantisipasi. Di sektor energi,
jumlah pelanggan listrik pada tahun 2024 telah mencapai hampir
300 ribu unit dengan total konsumsi lebih dari 638 juta kWh. Rasio
elektrifikasi hampir universal, menandakan akses listrik sudah
merata. Namun, konsumsi listrik per kapita yang masih berada di
angka 815 kWh per tahun menunjukkan bahwa pemanfaatan
energi modern masih didominasi oleh rumah tangga, sementara
kontribusi sektor industri dan agroindustri relatif terbatas.

Di sektor air, PDAM Kabupaten Gowa berhasil memproduksi
air baku hingga 26,13 juta m3, tetapi yang disalurkan hanya sekitar
9,89 juta m?3, dengan cakupan layanan baru menjangkau 95.452
pelanggan atau sekitar 12 persen penduduk. Hal ini menunjukkan
bahwa masih banyak masyarakat yang belum memiliki akses
terhadap air minum aman, serta adanya potensi kehilangan air
yang cukup besar akibat keterbatasan jaringan distribusi maupun
kebocoran pipa. Kondisi ini menjadi tantangan serius mengingat
ketersediaan air bersih merupakan syarat utama kesehatan
masyarakat sekaligus prasyarat produktivitas ekonomi.

Sementara itu, sektor pangan di Gowa tetap menjadi
penopang utama perekonomian daerah, khususnya melalui
produksi pertanian yang sangat bergantung pada ketersediaan air
dari DAS Jeneberang dan kawasan Malino. Namun, perubahan
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iklim yang memicu banjir dan kekeringan, ditambah dengan
degradasi lingkungan akibat alih fungsi lahan, berpotensi
menurunkan produktivitas pertanian dan mengganggu ketahanan
pangan.

Keterkaitan antara energi, air, dan pangan ini menegaskan
pentingnya pendekatan integratif dalam pembangunan daerah.
Untuk memperkuat resiliensi, Gowa perlu meningkatkan
pemanfaatan energi terbarukan, memperluas cakupan layanan
PDAM, serta mendorong modernisasi sistem irigasi dan
agroindustri berbasis listrik. Upaya konservasi lingkungan,
khususnya perlindungan DAS dan hutan, juga mutlak diperlukan
untuk menjamin keberlanjutan pasokan air baku. Dengan strategi
tersebut, Kabupaten Gowa tidak hanya dapat memperkuat
ketahanan energi—air-pangan, tetapi juga meletakkan dasar bagi
pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

b. Indeks Ketahanan Daerah (IKD)

Indeks Ketahanan Daerah (IKD) merupakan suatu ukuran
kuantitatif yang digunakan untuk menilai kemampuan suatu
daerah dalam menghadapi risiko bencana. IKD disusun untuk
mengukur sejauh mana kapasitas pemerintah daerah dan
masyarakat dalam mencegah, mengurangi, serta merespons
bencana secara efektif dan berkelanjutan. IKD disusun
berdasarkan 71 indikator yang dikelompokkan ke dalam 6 pilar
ketahanan, yaitu, (1) Kondisi Risiko Bencana, (2) Komitmen
Pemerintah  Daerah, (3) Kelembagaan, (4) Perencanaan
Penanggulangan Bencana, (5) Pengurangan Risiko Bencana, dan (7)
Kesiapsiagaan.

Grafik 2. 2
Indeks Ketahanan Daerah dan Indeks Resiko Bencana Kab. Gowa Tahun
2020-2024
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Sumber: https://bpbd.sulselprov.go.id/
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c. Penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK)

Target penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dapat
tercapai setiap tahunnya berkat dukungan dari seluruh pemangku
kepentingan. Laporan kegiatan yang diintervensi dalam APBD
disajikan melalui Aplikasi AKSARA sejak tahun 2018.

Grafik 2. 3
Penurunan Emisi GRK Kabupatan Gowa

Emisi dari Sektor ENERGI, IPPU, PERTANIAN, KEHUTANAN, & LIMBAH

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 om 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 208

Analisis Implikasi Kondisi Geografis terhadap Kesejahteraan
Masyarakat dan Daya Saing Daerah menunjukkan bahwa kondisi
geografis Kabupaten Gowa yang terdiri atas dataran rendah di
bagian barat dan utara serta dataran tinggi di bagian timur dan
selatan memberikan implikasi yang signifikan terhadap
kesejahteraan masyarakat dan daya saing daerah. Wilayah dataran
rendah dengan aksesibilitas yang relatif baik dan kepadatan
penduduk tinggi berkembang sebagai pusat pemerintahan,
perdagangan, dan jasa, sehingga mendorong pertumbuhan
ekonomi lokal. Namun, kerentanan dataran rendah terhadap banjir
dan genangan berpotensi menurunkan produktivitas masyarakat,
merusak infrastruktur, serta meningkatkan biaya sosial-ekonomi,
yang pada gilirannya dapat melemahkan daya saing kawasan
perkotaan.

Sementara itu, wilayah dataran tinggi memiliki potensi
sumber daya alam yang besar, khususnya dalam sektor pertanian
hortikultura, perkebunan, dan pariwisata alam. Kondisi iklim sejuk
di daerah Malino, Tinggimoncong, dan sekitarnya, menjadikan
kawasan ini memiliki daya tarik wisata sekaligus basis produksi
sayuran dan buah-buahan untuk memenuhi kebutuhan regional.
Namun demikian, topografi yang curam dan kerentanan terhadap
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longsor menjadi tantangan serius bagi keberlanjutan
pembangunan, karena dapat mengganggu  aksesibilitas,
mengurangi produktivitas lahan, serta menimbulkan risiko
keselamatan masyarakat.

Kondisi geografis Gowa juga sangat dipengaruhi oleh
keberadaan DAS Jeneberang dan Waduk Bili-Bili, yang tidak hanya
berfungsi sebagai sumber air baku dan irigasi, tetapi juga sebagai
penopang ketahanan pangan dan energi listrik wilayah sekitarnya,
termasuk Kota Makassar. Hal ini memberi keunggulan kompetitif
bagi Gowa sebagai daerah penyangga strategis bagi kawasan
metropolitan Mamminasata. Namun, kerusakan lingkungan di
wilayah hulu dapat berdampak langsung pada kesejahteraan
masyarakat hilir, sehingga pengelolaan ruang dan konservasi
lingkungan menjadi kunci menjaga daya saing jangka panjang.

Terkait Jenis Bencana Utama di Kabupaten Gowa, maka
berdasarkan data BPBD Kabupaten Gowa, InaRISK BNPB, dan
kajian KLHS RPJMD 2025-2029, jenis bencana utama yang
berpotensi terjadi di Kabupaten Gowa adalah:

1. Banjir dan Banjir Bandang
o Sering terjadi di wilayah dataran rendah dan bantaran
sungai, khususnya Sungai Jeneberang dan anak sungainya.
o Banjir bandang dengan material vulkanik dari Gunung
Bawakaraeng pernah terjadi (2004) dan menjadi salah satu
ancaman terbesar.
2. Tanah Longsor
o Umum terjadi di wilayah perbukitan dan pegunungan
(Tinggimoncong, Parangloe, Tombolo Pao, Bungaya) akibat
curah hujan tinggi, lereng curam, dan perubahan tata guna
lahan.
3. Kekeringan
o Mengancam daerah dataran rendah, terutama saat musim
kemarau panjang yang memengaruhi ketersediaan air
bersih dan irigasi pertanian.
4. Gempa Bumi
o Kabupaten Gowa termasuk wilayah dengan tingkat risiko
gempa sedang hingga tinggi karena berada pada zona rawan
gempa Sulawesi Selatan.
5. Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla)
o Terjadi pada musim kemarau, terutama di kawasan hutan
dan lahan kering dataran tinggi.
Adapun dampak iklim dan topografi terhadap sektor pembangunan
Kabupaten Gowa dapat diuraikan sebagai berikut:
1. Sektor Pertanian
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o Topografi dataran tinggi (Tinggimoncong, Tombolo Pao,
Parangloe) dengan iklim sejuk dan curah hujan tinggi sangat
mendukung komoditas perkebunan (kopi, kakao, cengkeh)
serta hortikultura (sayuran, buah-buahan).

o Dataran rendah (Somba Opu, Pallangga, Bajeng) dengan
suhu lebih panas cocok untuk padi sawah, jagung, dan
palawija.

o Namun, variabilitas iklim menimbulkan risiko:

o Curah hujan ekstrem — banjir dan erosi yang menurunkan
produktivitas lahan.
= Kekeringan pada musim kemarau panjang — gagal panen

di dataran rendah.
= Perubahan iklim jangka panjang — memengaruhi pola
tanam dan kebutuhan varietas tahan iklim.

Sektor Infrastruktur dan Aksesibilitas

o Kondisi lereng curam dan perbukitan menyebabkan
pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, jaringan
listrik, dan air bersih lebih mahal dan sulit dipelihara.

o Intensitas hujan tinggi mempercepat kerusakan jalan,
terutama di wilayah pegunungan, serta meningkatkan biaya
perawatan.

o Risiko longsor mengancam jaringan jalan penghubung antar
kecamatan (misalnya akses Malino dan sekitarnya),
sehingga menurunkan konektivitas ekonomi dan distribusi
logistik.

o Wilayah dataran rendah lebih mudah diakses, namun tetap
rentan genangan dan banjir yang merusak jaringan jalan,
drainase, dan permukiman.

Risiko Bencana

o Kombinasi topografi pegunungan dan curah hujan tinggi
menjadikan tanah longsor dan banjir bandang sebagai
ancaman utama, terutama di DAS Jeneberang dan daerah
hulu Gunung Bawakaraeng.

o Banjir tahunan terjadi di wilayah dataran rendah akibat
luapan Sungai Jeneberang dan buruknya sistem drainase.

o Kekeringan terjadi di wilayah dengan keterbatasan sumber
air permukaan, berdampak pada ketersediaan air bersih
dan irigasi pertanian.

o Kerusakan ekosistem hutan akibat pembukaan lahan
meningkatkan kerentanan bencana hidrometeorologi dan
mengancam ketahanan lingkungan.
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2.1.1.7.DEMOGRAFI
a. Kondisi Demografi Tahun 2020-2024

Kondisi demografi atau kependudukan di Kabupaten Gowa
ditunjukkan oleh beberapa indikator yaitu jumlah penduduk, laju
pertumbuhan penduduk, kepadatan penduduk, dan rasio jenis
kelamin penduduk. Dari tahun 2020 hingga 2024 disajikan pada
tabel berikut.

Tabel 2. 32
Kondisi Demografi Kabupaten Gowa Tahun 2020-2024

™ T T T

Jumlah Penduduk 825.369
765.836  773.315 783.167 799.999

Laju Pertumbuhan 1,56 1,3 1,56 1,53 1,97

Penduduk

Kepadatan 406,64 411 416 425 438

Penduduk per Km?

Rasio Jenis 98,42 98,45 98 98 98,42

Kelamin

Sumber Data : Badan Pusat Statistik, Tahun 2024

1. Laju Pertumbuhan Penduduk

Jumlah penduduk Kabupaten Gowa menurut Badan Pusat
Statistik pada tahun 2024 tercatat sebanyak 825.369 jiwa terdiri
dari 408.960 laki-laki dan 416.409 perempuan. Penduduk terbesar
ada di Kecamatan Somba Opu sebanyak 160.120 jiwa sedangkan
jumlah penduduk paling sedikit adalah Kecamatan Parigi dengan
jumlah penduduk 14.377 jiwa, disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 2. 33
Jumlah Penduduk Kabupaten Gowa Menurut Kecamatan
Tahun 2020 - 2024

Laju

Pertumbuhan

No Kecamatan 2,,024 Penduduk
(jiwa)

Bontonompo 44.998 45.294 45.724 46.409 47.181 1,3
Bontonompo 32.118 32.283 32.542 32.323 33.090 1,05
Selatan

Bajeng 72.066 72.608 73.364 75.345 76.910 1,44
Bajeng Barat 26.639 26.853 27.147 28.264 28.980 1,68
Pallangga 127.837 130.219 133.027 132.064 136.946 2,32
Barombong 45.192 46.082 47.125 46.720 48.585 2,50
SombaOpu 156.108 157.826 160.023 156.098 160.120 1,08
Bontomarannu 41.016 41.835 42.793 44.605 46.572 3,61
Pattallassang 30.254 31.014 31.884 34.568 36.951 5,37
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Laju

No Kecamatan 3:)‘3:’) 3:)‘3:) Pel:.(te:::?;::n
Parangloe 18.628 18.718 18.862 19.577 20.183 1,85
Manuju 14.591 14.545 14.540 16.066 16.601 2,32
Tinggimoncong 23.332 23.298 23.331 23.667 24.352 1,19
Tombolopao 29.779 29.880 30.067 31.096 31.809 1,21
Parigi 13.289 13.222 13.192 14.032 14.377 1,45
Bungaya 16.742 16.721 16.749 18.465 19.061 2,29
Bontolempangan 14.781 14.832 14.926 17.042 17.721 3,30
Tompobulu 28.393 28.208 28.104 30.659 31.804 1,91
Biringbulu 30.073 29.877 29.767 32.999 34.126 2,49

765.836 773.315 783.167 799.999 825.369 1,97

Sumber : Kabupaten Gowa Dalam Angka, Tahun 2021, 2022, 2023, 2024, 2025

Dalam kurun waktu 2020 hingga 2024, terjadi peningkatan
jumlah penduduk secara keseluruhan di wilayah. Jumlah
penduduk meningkat dari 765.836 jiwa pada tahun 2020 menjadi
825.369 jiwa pada tahun 2024, dengan rata-rata laju
pertumbuhan sebesar 1,97 persen per tahun. Peningkatan ini
menunjukkan adanya pertumbuhan populasi yang relatif stabil di
sebagian besar kecamatan, meskipun terdapat variasi laju
pertumbuhan antar wilayah.

Beberapa kecamatan mengalami pertumbuhan penduduk
yang cukup tinggi, di antaranya Kecamatan Bungaya dengan laju
pertumbuhan sebesar 2,9 persen, diikuti oleh Bontolempangan
(2,8 persen) dan Biringbulu (2,49 persen). Pertumbuhan pesat ini
dapat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti peningkatan
kelahiran, pertumbuhan ekonomi lokal yang mendorong migrasi
masuk, atau perluasan permukiman di wilayah tersebut.

Di sisi lain, terdapat kecamatan dengan laju pertumbuhan
yang lebih rendah, seperti Tombolopao (0,8 persen) dan Bajeng (1,4
persen). Bahkan, Kecamatan Bontomarannu mengalami sedikit
penurunan jumlah penduduk dengan laju pertumbuhan negatif
sebesar -0,6 persen. Penurunan ini bisa disebabkan oleh faktor
migrasi keluar, perubahan pola hunian, atau faktor ekonomi yang
kurang menarik bagi penduduk untuk tetap tinggal. Sementara itu,
Kecamatan Somba Opu, yang memiliki populasi terbesar di wilayah
ini, menunjukkan pertumbuhan yang relatif stabil dengan laju
pertumbuhan hanya 0,6 persen. Hal ini mungkin disebabkan oleh
sudah padatnya kawasan tersebut, sehingga pertumbuhan alami
maupun migrasi masuk tidak mengalami lonjakan signifikan.
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Grafik 2. 4
Jumlah Penduduk Kabupaten Gowa Tahun 2020-2024
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Kabupaten Gowa Dalam Angka, Tahun 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 (diolah)

Kondisi penduduk Kabupaten Gowa menunjukkan bahwa
laju pertumbuhan penduduk yang lebih besar terjadi pada
kelompok usia non-produktif, sehingga membebani kelompok usia
produktif. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa terdapat
hubungan yang erat antara laju pertumbuhan penduduk dan rasio
ketergantungan, di mana peningkatan jumlah penduduk usia non-
produktif akan mendorong naiknya rasio ketergantungan dan
menambah beban ekonomi penduduk usia kerja.

Grafik 2. §

Rasio Ketergantungan Kabupaten Gowa Tahun 2020-2024
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= Rasio Ketergantungan

Sumber Data : Badan Pusat Statistik, Tahun 2024
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Rasio ketergantungan di Kabupaten Gowa menunjukkan
fluktuasi sepanjang tahun 2020 hingga 2024. Rasio ini sempat
mengalami penurunan dari 51,42% pada tahun 2020 menjadi
44,38% pada tahun 2022, yang mengindikasikan adanya perbaikan
dalam struktur penduduk, di mana beban tanggungan penduduk
usia produktif terhadap kelompok usia non-produktif (usia 0-14
tahun dan 65 tahun ke atas) semakin ringan. Pada tahun 2023
rasio ketergantungan kembali turun menjadi 43,92%, menandakan
peningkatan jumlah penduduk produktif. Namun pada tahun 2024
rasio ini meningkat cukup signifikan menjadi 47,60%, angkanya
masih tergolong tinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

2. Kepadatan Penduduk

Berdasarkan data kepadatan penduduk di Kabupaten Gowa
dalam rentang tahun 2020 hingga 2024, secara umum terjadi
peningkatan kepadatan di sebagian besar kecamatan. Tren ini
mencerminkan pertumbuhan populasi yang terus berlangsung di
wilayah tersebut.

Kecamatan dengan kepadatan penduduk tertinggi adalah
Somba Opu, dengan kepadatan mencapai 5.557,42 jiwa/km? pada
tahun 2020. Angka ini meningkat hingga 5.697 jiwa/km? pada
tahun 2022, sebelum kembali berada di kisaran 5.557 jiwa/km?
pada tahun 2023 dan mengalami kenaikan menjadi 5.700 jiwa/km?
pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa Somba Opu
merupakan pusat aktivitas penduduk yang relatif stabil dalam
beberapa tahun terakhir, meskipun terdapat sedikit fluktuasi.

Sebaliknya, kecamatan dengan kepadatan penduduk
terendah adalah Parangloe, yang pada tahun 2020 memiliki
kepadatan 84,19 jiwa/km? dan meningkat secara bertahap menjadi
91 jiwa/km? pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa
wilayah ini masih memiliki potensi pengembangan dengan ruang
yang lebih luas dibandingkan kecamatan lain yang lebih padat.

Beberapa kecamatan mengalami tren peningkatan kepadatan
yang cukup signifikan. Misalnya, Bajeng Barat, yang mengalami
kenaikan dari 1.399,11 jiwa/km? pada tahun 2020 menjadi 1.522
jiwa/km? pada tahun 2024. Demikian pula, Palangga
menunjukkan peningkatan dari 2.650,02 jiwa/km? pada tahun
2020 menjadi 2.758 jiwa/km? pada tahun 2022, meskipun
mengalami sedikit penurunan menjadi 2.738 jiwa/km? pada tahun
2023 sebelum naik kembali ke 2.839 jiwa/km? pada tahun 2024.

Di sisi lain, beberapa kecamatan mengalami sedikit fluktuasi
dalam kepadatan penduduk. Contohnya, Bontonompo Selatan,
yang memiliki kepadatan 1.098,43 jiwa/km? pada tahun 2020,

BAB I
GAMBARAN UMUM DAERAH




RENCANA PEMBANGUNAN 2025
JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN GOWA TAHUN 2029

meningkat menjadi 1.113 jiwa/km? pada tahun 2022, namun
kemudian mengalami sedikit penurunan menjadi 1.105 jiwa/km?
pada tahun 2023, sebelum kembali meningkat menjadi 1.132
jiwa/km? pada tahun 2024.

Tabel 2. 34
Kepadatan Penduduk Kabupaten Gowa Menurut
Kecamatan Tahun 2020-2024

H Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km?)
1

Bontonompo 30,39 1.480,68 1.490 1.505 1.527 1.553
2 Bontonompo 29,24 1.098,43 1.104 1.113 1.105 1.132
Selatan

3 Bajeng 60,09 1.199,30 1.208 1.221 1.254 1.280
4 Bajeng barat 19,04  1.399,11 1.410 1.426 1.484 1.522
5 Palangga 48,24 2.650,02 2.699 2.758 2.738 2.839
6 Barombong 20,67 2.186,36  2.299 2.280 2.260 2.351
7 Somba Opu 28,09 5.557,42 5.619 5.697 5.557 5.700
8 Bontomarannu 52,63 779,33 795 813 848 885
9 Patallassang 84,96 356,10 365 375 407 435
10 Parangloe 221,26 84,19 85 85 88 91
11 Manuju 91,90 158,77 158 158 175 181
12 Tinggimoncong 142,87 163,31 163 163 166 170
13 Tombolopao 251,82 118,26 119 119 123 126
14  Parigi 132,76 100,10 100 99 106 108
15 Bungaya 175,53 95,38 95 95 105 109
16 Bontolempangan 142,46 103,76 104 105 120 124
17 Tompobulu 132,54 214,22 213 212 231 240
18 Biringbulu 218,84 137,42 137 136 151 156
Jumlah 1.883,33 406,64 411 416 425 438

Sumber : Kabupaten Gowa Dalam Angka, Tahun 2021, 2022, 2023, 2024, 2025

Secara keseluruhan, data ini menunjukkan bahwa
pertumbuhan penduduk di Kabupaten Gowa cenderung mengalami
peningkatan, dengan beberapa kecamatan yang mengalami
pertumbuhan lebih pesat dibandingkan yang lain. Kecamatan
dengan kepadatan tinggi memerlukan perencanaan yang lebih
matang dalam hal infrastruktur dan layanan publik, sedangkan
kecamatan dengan kepadatan rendah masih memiliki potensi
pengembangan yang dapat dimanfaatkan secara optimal.

3. Rasio Jenis Kelamin

Gambaran mengenai sex rasio penduduk menurut kelompok
umur di Kabupaten Gowa Tahun 2020 dan 2024 dapat di lihat pada
Tabel 2.24 berikut ini.
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Tabel 2. 35
Komposisi Penduduk Kabupaten Gowa Menurut
Kelompok Umur Tahun 2020 dan 2024

2023 2024
e =

Laki- Perempuan Laki-Laki | Perempuan
Laki

Kelompok
Umur
(Tahun)

29.803 27.544 57.347 29.779 27.610 57.389

37.739 35.243 72.982 38.911 36.313 75.224

10 - 14 38.420 35.898 74.318 38.599 35.902 74.501
15-19 27.237 26.607 53.844 31.103 30.587 61.690
20 -24 35.979 35.805 71.784 36.591 36.118 72.709
25-29 32.747 32.667 65.414 33.388 33.359 66.747
30 - 34 29.853 30.290 60.143 31.095 31.130 62.225
35-39 27.649 29.228 56.877 28.043 29.448 57.491
40 - 44 28.212 30.197 58.409 28.438 30.104 58.542
45-49 25.659 27.849 53.508 26.296 28.495 54.791
50 - 54 24.829 25.905 50.734 24.863 26.231 51.094
55 - 59 18.428 20.429 38.857 19.907 22.049 41.956
60 - 64 14.456 16.079 30.535 15.063 16.891 31.954
65 - 69 9.957 10.772 20.729 10.506 11.431 21.937
70 - 74 6.563 7.602 14.165 7.249 8.290 15.539
> 75 8.599 11.754 20.353 9.129 12.451 21.580

Jumlah 396.130 403.869 799.999 408.960 416.409 825.369

Sumber : Kabupaten Gowa Dalam Angka, 2024, 2025

Dari segi komposisi gender, jumlah perempuan tetap lebih
tinggi dibandingkan laki-laki, dengan 403.869 jiwa perempuan dan
396.130 jiwa laki-laki pada tahun 2023, serta meningkat menjadi
416.409 jiwa perempuan dan 408.960 jiwa laki-laki pada tahun
2024. Meskipun terdapat selisih, keseimbangan gender masih
terjaga dalam distribusi penduduk Kabupaten Gowa.

Distribusi penduduk berdasarkan kelompok umur
menunjukkan bahwa kelompok 10-14 tahun dan 15-19 tahun
memiliki jumlah populasi terbanyak, dengan masing-masing lebih
dari 74.000 jiwa pada tahun 2024. Selain itu, kelompok usia
produktif (15-64 tahun) tetap mendominasi komposisi penduduk,
menandakan bahwa Kabupaten Gowa berada dalam fase bonus
demografi, di mana proporsi usia kerja lebih besar dibandingkan
kelompok anak-anak dan lanjut usia. Hal ini menjadi peluang besar
bagi daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan
pengembangan sektor ketenagakerjaan.

Di sisi lain, populasi lanjut usia (65 tahun ke atas)
mengalami peningkatan, dari 49.613 jiwa pada tahun 2023 menjadi
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59.056 jiwa pada tahun 2024. Kenaikan ini mengindikasikan
perbaikan dalam harapan hidup masyarakat, namun juga menjadi
tantangan tersendiri dalam perencanaan kebijakan sosial dan
kesehatan untuk mendukung kesejahteraan lansia.

Secara keseluruhan, pertumbuhan penduduk yang merata
di hampir semua kelompok umur menunjukkan stabilitas
demografi di Kabupaten Gowa. Dengan dominasi penduduk usia
produktif, pemerintah daerah dapat memanfaatkan momentum ini
dengan meningkatkan investasi di sektor pendidikan, kesehatan,
serta lapangan kerja guna mendukung pertumbuhan ekonomi yang
berkelanjutan. Sementara itu, meningkatnya populasi lansia juga
perlu mendapatkan perhatian dalam perencanaan kebijakan,
khususnya dalam penyediaan fasilitas kesehatan dan layanan
sosial yang memadai.

b. Proyeksi Demografi Tahun 2020-2024

Proyeksi penduduk merupakan perhitungan ilmiah yang
didasarkan pada asumsi dari komponen-komponen laju
pertumbuhan penduduk yaitu kelahiran, kematian dan
perpindahan  (migrasi). Ketiga komponen tersebut akan
menentukan jumlah dan struktur umur penduduk di masa depan.
Untuk menentukan masing-masing asumsi diperlukan data yang
menggambarkan tren di masa lampau hingga saat ini, faktor-faktor
yang mempengaruhi tiap-tiap komponen dan hubungan antara satu
komponen dengan yang lain termasuk target yang diharapkan
dicapai pada masa mendatang. Jumlah penduduk di Kabupaten
Gowa pada rentang waktu 2020-2023 kian meningkat dari tahun
ke tahun. Namun, nilai sex ratio cenderung sama yang menandakan
jumlah perempuan dan laki-laki hampir seimbang hingga tahun
2023. Kondisi kependudukan Kabupaten Gowa secara detail dapat
dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 36
Kondisi Kependudukan Kabupaten Gowa Tahun 2020-2024

Uraian 2020 2021 2022 2023 2024
765.836 773.315 783.167 799.999 825.369

379.874 383.630 388.559 396.130 408.960
385.962 389.685 394.608 403.869 416.409

98,42 98,45 98,46 98,44 98,42

Jumlah Penduduk menurut Kelompok Umur (jiwa)

Laki-Laki 111.112 97.246 96.741 105.962 107.289
Perempuan 106.427  92.984 92.639 98.685 99.825
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Uraian 2020 2021 2022 2023 2024
Laki-Laki 250.785 264.780 269.236 265.049 274.787

Perempuan  260.276 270.836 274.938 275.056 284.412
= o= | Laki-Laki 18.591 21.604 22.582 25.119 26.884

thn
Perempuan 25.493 25.865 27.031 30.128 32.172

Dependency Ratio 44 90 44,38 43,92 48,12 47,60
Sumber: Statistik Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2025

Tabel 2. 37
Proyeksi Jumlah Penduduk Kabupaten Gowa Tahun 2025 - 2045

Penduduk Proyeksi Penduduk (Jiwa dalam ribu

S ﬂ m ﬂ m m

(Jiwa dalam
ribu)

799,99 826,96 890,12 949,51 1.003,76 1.052,91

Sumber: Statistik Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2024

Tabel 2. 38
Proyeksi Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2025
- 2045

Penduduk
Tahun

. 2023 (Jiwa
Kelamin dalam
ribu

Laki - laki 396,13 410,20 441,12 469,89 N/A N/A
Perempuan 403,86 416,76 449,00 479,62 N/A N/A

Rasio 98,44 98,42 98,24 97,97 N/A N/A
Sumber: Statistik Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2023

: Proyeksi Penduduk (Jiwa dalam ribu)
Jenis

Rasio jenis kelamin relatif stabil (sekitar 98,4 pada 2025 dan
menurun tipis ke 97,97 pada 2040), yang menandakan
keseimbangan antara jumlah laki-laki dan perempuan. Hal ini
memberi peluang bagi keseimbangan partisipasi gender dalam
pembangunan ekonomi maupun pelayanan sosial. Namun, perlu
penguatan kebijakan pemberdayaan perempuan agar potensi
tenaga kerja perempuan dapat optimal.

Kelompok wusia produktif (15-64 tahun) mendominasi
dengan proyeksi mencapai lebih dari 67% pada 2040. Kondisi ini
menunjukkan adanya potensi bonus demografi, yang bila dikelola
tepat akan meningkatkan produktivitas ekonomi, daya saing
daerah, serta pertumbuhan sektor industri dan jasa. Namun,
kelompok usia 0-14 tahun cenderung menurun, mencerminkan
penurunan angka kelahiran. Sementara itu, kelompok lansia (>65
tahun) meningkat dari 6,89 ribu jiwa pada 2025 menjadi 9,65 ribu
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jiwa pada 2040, yang akan memperbesar beban pembiayaan
jaminan sosial dan layanan kesehatan.

Tabel 2. 39
Proyeksi Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur Tahun
2025 - 2045
Penduduk : : :
Kelompak abin Proyeksi Penduduk (Jiwa dalam ribu)
Umur 2023 (Jiwa
e I I I I
0-14 Tahun 204,64 23,66 23,36 23,06 N/A N/A
15-64 Tahun 540,11 69,45 68,40 67,29 N/A N/A
> 65 Tahun 55,28 6,89 8,24 9,65 N/A N/A
Angka 44,01 43,99 46,19 48,60 N/A N/A
Ketergantungan

Sumber: Statistik Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2023

Hasil analisis implikasi kondisi geografi dan demografi
Kabupaten Gowa terhadap pembangunan daerah dapat diuraikan
sebagai berikut:

1. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

o Sebaran geografis: Masyarakat di dataran rendah (Somba
Opu, Pallangga, Bajeng) relatif lebih mudah mengakses
layanan pendidikan, kesehatan, dan pasar dibandingkan
masyarakat di wilayah pegunungan (Tinggimoncong,
Bungaya, Tombolo Pao) yang menghadapi keterbatasan
aksesibilitas.

o Implikasi: Hal ini menimbulkan kesenjangan
kesejahteraan, baik dari sisi pendapatan maupun kualitas
layanan dasar. Peningkatan infrastruktur jalan, jembatan,
dan layanan publik di daerah pegunungan diperlukan
untuk memperkecil disparitas antarwilayah.

2. Aspek Daya Saing Sumber Daya Manusia (SDM)

o Pertumbuhan penduduk produktif: Gowa mengalami
bonus demografi dengan tingginya proporsi usia produktif.
Ini adalah potensi besar untuk mendorong daya saing
SDM, asalkan didukung pendidikan berkualitas, pelatihan
vokasi, dan akses lapangan kerja.

o Sebaran wilayah: Di dataran tinggi, banyak tenaga kerja
masih bergantung pada sektor pertanian tradisional
dengan produktivitas rendah. Sementara itu, di dataran
rendah, SDM lebih terhubung dengan sektor jasa,
perdagangan, dan industri kreatif yang berkembang berkat
kedekatan dengan Kota Makassar.
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o Implikasi: Perlu penguatan keterampilan SDM, khususnya
di wilayah rural, untuk mengurangi ketimpangan dan
meningkatkan daya saing tenaga kerja.

3. Aspek Daya Saing Ekonomi Daerah

o Kondisi topografi yang beragam memberi peluang
pengembangan ekonomi basis wilayah:
= Dataran rendah: basis pertanian pangan, perdagangan,

dan industri kecil.
= Dataran tinggi: basis perkebunan, hortikultura,
pariwisata alam (Malino, Lembanna).

o Implikasi: Diferensiasi  potensi  ekonomi  harus
diintegrasikan dalam kebijakan pembangunan wilayah
agar daya saing ekonomi meningkat secara merata.

4. Aspek Pelayanan Publik

o Penyebaran penduduk yang terkonsentrasi di wilayah
barat menyebabkan beban tinggi pada infrastruktur
perkotaan (permukiman, transportasi, sanitasi).

o Sementara wilayah timur-selatan dengan kepadatan
rendah menghadapi tantangan keterjangkauan pelayanan
(kesehatan, pendidikan, air bersih).

o Implikasi: Pemerintah perlu menyeimbangkan pelayanan
publik antara wilayah padat penduduk dan wilayah
terpencil untuk mewujudkan pemerataan pembangunan.

5. Aspek Lingkungan dan Ketahanan Wilayah

o Geografi pegunungan di bagian timur merupakan kawasan
tangkapan air penting (hulu DAS Jeneberang), yang
menopang Bendungan Bili-bili dan pasokan air untuk
Gowa-Makassar.

o Namun, alih fungsi lahan di kawasan pegunungan
meningkatkan risiko bencana banjir, longsor, dan
kekeringan yang mengancam keberlanjutan
pembangunan.

o Implikasi: Diperlukan kebijakan pengelolaan ruang
berbasis daya dukung lingkungan dan peningkatan
kapasitas mitigasi bencana.

Berikut analisis demografi Kabupaten Gowa dan implikasinya
bagi pelayanan publik dan ekonomi dapat diuraikan bahwa populasi
Gowa pada 2024 diproyeksikan +814 ribu jiwa; IPM mencapai 73,71;
kemiskinan turun menjadi 6,85% (£55,13 ribu jiwa); dan
pertumbuhan ekonomi 2024 sebesar 5,39%. Struktur spasial
terkonsentrasi di Somba Opu (kepadatan +5.557 jiwa/km? dan
mobilitas harian tinggi (*30% rumah tangga komuter dalam
Kawasan Mamminasata), sehingga beban layanan publik
menumpuk di pusat—sementara wilayah hulu pegunungan
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menuntut model layanan berbeda. Dengan TPAK 2023 sebesar
67,24% dan TPT 2022 sekitar 3,26%, kualitas SDM (IPM) dan
produktivitas tenaga kerja menjadi pengungkit utama. Target
RPJPD menekankan kenaikan IPM =280 dan percepatan
pertumbuhan hingga >7% pada 2045—namun pencapaiannya
mensyaratkan perluasan cakupan layanan dasar (air aman, listrik
andal) dan penguatan konektivitas kawasan.

Terkait profil demografi dan pasar kerja, dimana ukuran dan
dinamika penduduk 2024 sekitar 814,04 ribu, maka Gowa
kontributor 8,65% populasi Sulsel. Piramida penduduk 2024
menunjukkan basis usia produktif yang besar (bonus demografi)
dengan implikasi meningkatnya permintaan kerja dan layanan
dasar. Dari sisi ketenagakerjaan, dimana TPAK 67,24% (2023) turun
dari 70,77% (2022) dan TPT 3,26% (2022) terbilang rendah namun
rentan pada guncangan karena mayoritas pendidikan setara SMA.
Sementara itu, kemiskinan dan ketimpangan dengan tingkat
kemiskinan 6,85% (2024), kedalaman (P1) dan keparahan (P2)
turun ke 0,67 dan 0,11 mengindikasikan membaiknya
kesejahteraan, meski jumlah miskin absolut masih besar. IPM 2024
pun naik menjadi 73,71, tergolong tinggi.

Dari perspektif geospasial layanan publik, terkonsentrasi di
Kecamatan Somba Opu karena berpenduduk sangat padat
(£5.557 /km?), menandakan menguatnya tekanan pada air minum,
sanitasi, pendidikan, dan transportasi lokal. Mobilitas komuter
tinggi (*30,4% rumah tangga komuter dalam Mamminasata tertinggi
di Gowa), sehingga kapasitas jaringan jalan dan layanan perkotaan
perlu diatur lintas batas dengan Makassar-Gowa-Takalar-Maros.
Akibatnya, kebutuhan terhadap perumahan dan infrastruktur
dasar semakin tinggi, dimana proporsi jalan kondisi baik
meningkat, dan desa mandiri bertambah cepat (12 desa pada 2021
menjadi 54 desa pada 2023), menandakan perbaikan ekosistem
layanan di perdesaan.

Implikasi pada pelayanan publik menguat, kebutuhan akan air
minum dan sanitasi pun meningkat. Data operasional PDAM
menunjukkan 95.452 pelanggan, dimana total air disalurkan 9,89
juta m® (=283 liter/rumah tangga/hari), dengan nilai penjualan
RpS58,58 miliar. Jika dibandingkan dengan populasi 814 ribu,
keterjangkauan layanan jaringan pipa masih terbatas, sehingga
mendorong ketergantungan pada sumber non-pipa yang
kualitasnya beragam. Di sisi lain, energi terlihat dari konsumsi
listrik per kapita sekitar 815 kWh/kapita/tahun; ini
mengindikasikan dominasi konsumsi rumah tangga dan ruang
peningkatan pada sektor produktif (UMKM-industri pengolahan).

BAB I
GAMBARAN UMUM DAERAH




RENCANA PEMBANGUNAN 2025
JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN GOWA TAHUN 2029

Kualitas pelayanan di bidang pendidikan dan kesehatan
terlihat dari peningkatan IPM dan program pendidikan dan
kesehatan gratis yang berkelanjutan memperbaiki kualitas SDM
dan demand akan layanan menengah-lanjutan (SMA/SMK,
politeknik, layanan rujukan kesehatan).

Implikasi ekonomi makro terlihat dari pertumbuhan
pertumbuhan PDRB 2024 sebesar 5,39%, mendekati tetapi masih
di bawah target lintasan RPJPD (menuju 7%+). Kontribusi industri
pengolahan ditarget naik (7,54% menjadi 11,32% pada 2045),
sehingga kebutuhan energi-air-bahan baku meningkat dan
memerlukan tata kelola lingkungan lebih ketat.

Interaksi demografi, pelayanan publik dan ekonomi terlihat
dari bonus demografi dimana produktivitas menjadi faktor kunci
keberhasilan. Tingginya populasi usia kerja (piramida 2024) dengan
TPAK 67% berpotensi mendorong output, asalkan match skills—jobs
dan ketersediaan layanan dasar (air, energi dan transportasi).
Urbanisasi dan komuter masih menjadi persoalan konsentrasi
beban layanan akibat status hinterland. Padatnya Somba Opu dan
mobilitas harian memperpendek effective capacity layanan, rawan
kemacetan, kebakaran permukiman padat, dan kualitas air
permukaan meningkat.

2.1.2. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
2.1.2.1. KESEJAHTERAAN EKONOMI

a. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan kapasitas suatu
daerah atau negara dalam memproduksi barang dan jasa dalam
periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi biasanya diukur melalui
laju pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) atau Produk
Domestik Regional Bruto (PDRB), yang mencerminkan kenaikan
nilai tambah dari seluruh sektor ekonomi. Pertumbuhan ekonomi di
suatu daerah mencerminkan dinamika pembangunan dan
kesejahteraan masyarakat. Melalui indikator ekonomi seperti
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), tingkat investasi, dan
lapangan kerja, kita dapat mengukur perkembangan suatu wilayah
dalam meningkatkan produksi barang dan jasa.

Di Kabupaten Gowa, pertumbuhan ekonomi tidak hanya
menjadi indikator makro semata, tetapi juga mencerminkan sejauh
mana kebijakan pembangunan daerah mampu mendorong
peningkatan daya saing, produktivitas, dan pemerataan hasil
pembangunan. Laju pertumbuhan ekonomi yang stabil dan positif
akan berdampak pada peningkatan pendapatan masyarakat,
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penciptaan lapangan kerja baru, serta mendorong peningkatan
kualitas hidup. Sebaliknya, perlambatan pertumbuhan dapat
menjadi sinyal adanya tantangan struktural yang harus segera
diantisipasi melalui kebijakan ekonomi yang tepat sasaran.

Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Gowa untuk
selanjutnya disajikan dalam Grafik 2.2, yang memperlihatkan
dinamika perkembangan PDRB dari tahun ke tahun sekaligus
menjadi gambaran arah pembangunan ekonomi daerah.

Grafik 2. 6
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kab. Gowa, Prov. Sulsel, dan
Nasional Tahun 2020-2024

2023 2024

e \gsional  esss==prov. Sulsel Kab. Gowa
Sumber: Kabupaten Gowa Dalam Angka, Tahun 2024 (diolah)

Dalam periode 2020 hingga 2024, pertumbuhan ekonomi
Kabupaten Gowa mengalami fluktuasi yang cukup signifikan. Pada
tahun 2020, laju pertumbuhan ekonomi berada di angka 1,76%,
yang sangat dipengaruhi oleh dampak pandemi COVID-19 yang
melanda seluruh sektor ekonomi. Namun, pada tahun 2021,
pertumbuhan ekonomi melonjak tajam hingga mencapai 7,26%,
yang menunjukkan pemulihan ekonomi yang pesat. Peningkatan ini
bisa disebabkan oleh berbagai faktor, seperti pemulihan sektor
usaha, peningkatan konsumsi masyarakat, serta dukungan
kebijakan pemerintah dalam mendorong aktivitas ekonomi pasca-
pandemi. Secara garis besar, tiga sektor dengan pertumbuhan
ekonomi tertinggi adalah Jasa Lainnya dengan tingkat
pertumbuhan sebesar 15,19%, menyusul Penyediaan Akomodasi
dan Makan Minum dengan pertumbuhan sebesar 12,18%,
kemudian Real Estate dengan tingkat pertumbuhan sebesar
10,71%.

Setelah mengalami lonjakan pada tahun 2021,
pertumbuhan ekonomi kembali mengalami penurunan pada tahun
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2022 menjadi 4,59%. Penurunan ini bisa mengindikasikan efek dari
stabilisasi ekonomi setelah pemulihan cepat, serta adanya
tantangan eksternal maupun internal yang memengaruhi daya beli
dan investasi di daerah.

Pada tahun 2023, pertumbuhan ekonomi kembali
mengalami kenaikan menjadi 5,82%, mencerminkan adanya
perbaikan dalam berbagai sektor yang mendukung perekonomian
daerah. Namun, tren ini sedikit melambat pada tahun 2024, dengan
angka pertumbuhan yang turun menjadi 5,39%, yang disebabkan
oleh faktor eksternal seperti kondisi ekonomi global. Secara
keseluruhan, meskipun pertumbuhan ekonomi Kabupaten Gowa
mengalami beberapa fluktuasi, tren umumnya menunjukkan
pemulihan dan stabilisasi setelah guncangan yang terjadi pada
tahun 2020.

Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator penting dalam
menilai perkembangan perekonomian suatu daerah. Dalam konteks
Kabupaten Gowa, laju pertumbuhan ekonomi yang mengalami
fluktuasi selama periode 2020-2024 mencerminkan dinamika
ekonomi yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk kebijakan
pemerintah, investasi, konsumsi masyarakat, serta kondisi ekonomi
nasional dan global. Sementara itu, Produk Domestik Regional
Bruto (PDRB) adalah ukuran utama dalam menilai kinerja ekonomi
suatu daerah. PDRB menunjukkan nilai total barang dan jasa yang
dihasilkan oleh suatu wilayah dalam periode tertentu. Peningkatan
PDRB umumnya berkaitan erat dengan pertumbuhan ekonomi yang
positif, karena mencerminkan peningkatan produksi dan aktivitas
ekonomi di berbagai sektor.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terdiri dari dua
jenis, yaitu PDRB atas dasar harga konstan dan PDRB atas dasar
harga berlaku. Dalam mengukur pertumbuhan ekonomi, PDRB
yang digunakan adalah PDRB atas dasar harga konstan.
Penggunaan harga konstan bertujuan untuk menghilangkan
pengaruh perubahan harga (inflasi), sehingga perubahan yang
diukur mencerminkan pertumbuhan ekonomi yang sebenarnya.

b. Pendapatan per kapita

PDRB per Kapita merupakan ukuran yang mengukur rata-
rata pendapatan atau output ekonomi per individu dalam suatu
wilayah tertentu, biasanya dalam satu tahun. Untuk menghitung
PDRB perkapita, total PDRB suatu wilayah dibagi dengan jumlah
penduduk. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan
mempengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya
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nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan
faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut.

Setiap tahun, PDRB per Kapita Kabupaten Gowa mengalami
pertumbuhan yang cukup konsisten. Pada Tahun 2024, capaian
PDRB per kapita Kabupaten Gowa menyentuh di angka 37,77 juta
rupiah. Capaian PDRB yang masih rendah diakibatkan oleh masih
rendahnya pendapatan daerah yang berbanding terbalik dengan
jumlah penduduk yang makin tinggi. Hal ini menyebabkan terlalu
banyak total PDRB yang harus dibagi, sehingga nilai PDRB per
Kapitanya pun menjadi lebih kecil. Salah satu masalah yang harus
dihadapi Kabupaten Gowa adalah meningkatnya jumlah penduduk,
namun tidak berkontribusi terhadap pendapatan daerah, yang
diakibatkan karena masih banyaknya penduduk yang hanya
bermukim di Kabupaten Gowa namun melakukan aktivitas yang
menghasilkan pendapatan daerah di Kota Makassar. Sebagai
informasi, Kabupaten Gowa sendiri merupakan daerah hinterland
atau kabupaten penyangga yang berbatasan langsung dengan Kota
Makassar.

Tabel 2. 40
Perbandingan PDRB per Kapita ADHB (Juta Rupiah) Kab.
Gowa dengan Nasional, Prov. Sulawesi Selatan , Kab.
Maros, dan Target RKPD dan RPJMD Kab. Gowa

Prov.

Tahun Sulawesi

Selatan
2020 57,20 55,68 47,73 28,20 26,54 26,54
2021 62,30 59,65 47,16 30,44 27,80 27,80
2022 71,00 65,59 49,05 32,70 28,15 28,15
2023 75,00 69,70 51,03 35,52 28,50 28,50
2024 78,60 73,57 53,08 37,77 28,85 28,85

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Nilai PDRB per Kapita Kabupaten Gowa tiap tahun
mengalami kenaikan. Selain itu capaiannya selalu melampaui
target RKPD/RPJMD yang telah ditetapkan. Meskipun masih
berada dibawah Nasional dan Provinsi Sulawesi Selatan, namun
nilai PDRB per Kapita Kabupaten Gowa lebih stabil dan selalu
mengalami peningkatan tiap tahunnya. Perbandingan antara PDRB
per Kapita ADHB Kabupaten Gowa dengan PDRB per Kapita ADHB
Nasional, Provinsi Sulawesi Selatan, dan Kabupaten Maros, serta
disandingkan dengan target RPJMD Kabupaten Gowa disajikan

pada grafik berikut.
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Grafik 2. 7
Perbandingan PDRB per Kapita ADHB (Juta Rupiah) Kab.
Gowa dengan Nasional, Prov. Sulawesi Selatan , dan
Kab. Maros Tahun 2020-2024
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Sumber: Kabupaten Gowa Dalam Angka, 2025

Jika dibandingkan dengan target pembangunan daerah,
capaian PDRB per kapita Kabupaten Gowa selalu melampaui target
RKPD maupun RPJMD. Misalnya, pada tahun 2022 capaian Gowa
Rp20,09 juta melampaui target RKPD dan RPJMD yang hanya
Rp19,54 juta. Hal yang sama juga terjadi pada tahun 2023, di mana
capaian Rp20,81 juta lebih tinggi dari target Rp20,47 juta. Hal ini
menunjukkan bahwa meskipun PDRB per kapita Kabupaten Gowa
masih jauh tertinggal dibandingkan rata-rata nasional dan provinsi,
kinerja pembangunan ekonomi daerah tetap positif karena mampu
mencapai bahkan melampaui target yang telah ditetapkan dalam
dokumen perencanaan pembangunan daerah.

Tabel 2. 41
Perbandingan PDRB per Kapita ADHK (Juta Rupiah) Kab.

Gowa dengan Nasional, Prov. Sulawesi Selatan, Kab.
Maros, dan Target RKPD dan RPJMD Kab. Gowa

Tahun prov. Kab. Kab. Target Target
Sulawesi | Maros Gowa RKPD RPJMD
Selatan

2020 39,78 36,25 31,22 18,32 16,03 16,03
2021 40,78 37,5 31,24 19,45 18,61 18,61
2022 42,46 38,97 33,17 20,09 19,54 19,54
2023 44,14 40,28 34,35 20,81 20,47 20,47
2024 NA NA NA NA NA NA

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025
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Grafik 2. 8
Perbandingan PDRB per Kapita ADHK (Juta Rupiah) Kab.
Gowa dengan Nasional, Prov. Sulawesi Selatan, Kab.
Maros, dan Target RKPD dan RPJMD Kab. Gowa
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Sumber: Kabupaten Gowa Dalam Angka, 2025

Hasil analisis faktor penyebab tren dan perbandingan antar
wilayah dapat dideskripsikan bahwa Kabupaten Gowa dengan
jumlah penduduk sekitar 814 ribu jiwa memiliki PDRB per kapita
lebih rendah dibanding Maros yang berpenduduk sekitar 370 ribu
jiwa. Perbedaan ini terutama dipengaruhi oleh faktor demografi,
karena pembagi PDRB di Gowa jauh lebih besar sehingga menekan
capaian per kapitanya. Selain itu, meskipun Gowa lebih dekat ke
Makassar dan menjadi pilihan utama hunian penduduk urban,
tingginya jumlah komuter membuat aktivitas ekonomi warganya
lebih banyak tercatat di Makassar, bukan di Gowa. Sebaliknya,
Maros memiliki pusat-pusat ekonomi lokal seperti bandara,
kawasan industri, dan pariwisata, sehingga nilai tambah
ekonominya lebih terjaga di dalam wilayah.

Meskipun demikian, PDRB per kapita bukan satu-satunya
indikator kekuatan ekonomi daerah. Untuk memahami ekonomi
Gowa secara utuh, perlu melihat indikator lain seperti IPM (73,71
pada 2024) yang menunjukkan peningkatan kualitas SDM,
kemiskinan yang turun ke 6,85%, serta tingkat pengangguran
terbuka yang relatif rendah. Meski struktur ekonominya masih
didominasi pertanian, posisi Gowa sebagai hinterland dan kawasan
hunian urban menjadikannya strategis dalam integrasi ekonomi
Mamminasata.

c. Indeks Gini

Rasio Gini digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan
dalam distribusi pendapatan suatu daerah. Salah satu metode yang
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umum digunakan dalam menganalisis ketimpangan pendapatan
adalah Gini Rasio yang dihitung berdasarkan Kurva Lorenz. Indeks
Gini merupakan hasil perhitungan dari kurva tersebut dan
berfungsi untuk menggambarkan  distribusi pendapatan
masyarakat berdasarkan kelompok pengeluaran, baik pengeluaran
pangan maupun non-pangan.

Indeks Gini memiliki rentang nilai antara O hingga 1. Semakin
mendekati O, maka distribusi pendapatan semakin merata,
menunjukkan bahwa kesejahteraan masyarakat lebih merata.
Sebaliknya, semakin mendekati 1, maka ketimpangan pendapatan
semakin besar, mengindikasikan bahwa hanya sebagian kecil
masyarakat yang menguasai sebagian besar pendapatan. Kriteria
klasifikasi ketimpangan berdasar indeks gini sebagai berikut:

1. Indeks Gini < 0,3 = Ketimpangan rendah
2. 0,3 < Indeks Gini < 0,5 = Ketimpangan moderat
3. Indeks Gini > 0,5 = Ketimpangan tinggi
Grafik 2. 9
Perkembangan Indeks Gini Kabupaten Gowa Tahun
2020-2024
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Sumber: sulsel.bps.go.id, 2025

Berdasarkan Grafik 2.6 mengenai Perkembangan Indeks Gini
Kabupaten Gowa Tahun 2020-2024, terlihat adanya fluktuasi
dalam tingkat ketimpangan pendapatan selama periode tersebut.
Pada tahun 2020, Indeks Gini Kabupaten Gowa berada di angka
0,345. Kemudian pada tahun 2021, Indeks Gini kembali meningkat
menjadi 0,358, diikuti oleh kenaikan lebih lanjut menjadi 0,364
pada tahun 2022. Tren kenaikan ini menunjukkan adanya
peningkatan ketimpangan pendapatan di Kabupaten Gowa, yang
bisa disebabkan oleh pemulihan ekonomi pasca-pandemi yang lebih
menguntungkan kelompok ekonomi menengah ke atas
dibandingkan kelompok berpendapatan rendah.
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Puncak ketimpangan terjadi pada tahun 2023, di mana
Indeks Gini mencapai 0,376. Angka ini menunjukkan ketimpangan
yang lebih besar dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, yang bisa
jadi disebabkan oleh perbedaan akses terhadap peluang ekonomi,
meningkatnya biaya hidup, atau konsentrasi kekayaan di kelompok
tertentu. Namun, pada tahun 2024, Indeks Gini mengalami
penurunan tajam menjadi 0,32, yang mencerminkan perbaikan
signifikan dalam pemerataan pendapatan. Penurunan ini bisa
menjadi indikasi dari kebijakan pemerataan ekonomi yang lebih
efektif, peningkatan kesempatan kerja, atau dampak dari program
sosial yang lebih merata di masyarakat. Secara keseluruhan,
meskipun terdapat peningkatan ketimpangan di periode 2021-2023,
tren tahun 2024 menunjukkan perbaikan yang cukup signifikan,
yang dapat menjadi pertanda positif bagi pemerataan kesejahteraan
di Kabupaten Gowa.

Jika disandingkan dengan Provinsi Sulawesi Selatan dan
Nasional, indeks gini Kabupaten Gowa masih berada di atas
keduanya. Meskipun hanya selisih sedikit, namun data pada Tabel
2.2 menunjukkan bahwa tingkat ketimpangan Kabupaten Gowa
masih lebih rendah. Artinya tingkat kesenjangan Kabupaten Gowa
masih lebih baik jika dibandingkan dengan Provinsi Sulsel dan
Nasional.

Tabel 2. 42

Perbandingan Indeks Gini dan Tingkat Ketimpangan Nasional,
Provinsi, Kabupaten Maros dan Kabupaten Gowa Tahun 2020-2024

1 Kab. Gowa 0,345 0,358 0,364 0,376 0,32

2 Prov. Sulsel 0,389 0,382 0,377 0,377 0,377

3 Nasional 0,381 0,381 0,381 0,388 0,381

4 Kriteria Moderat Moderat Moderat Moderat Moderat
Ketimpangan

Kabupaten Gowa
Sumber: Badan Pusat Statistik,2025

Berdasarkan hasil analisis faktor penyebab tren dan
perbandingan indeks gini antar wilayah, terlihat bahwa Indeks Gini
Kabupaten Gowa mengalami fluktuasi selama periode 2020-2024.
Pada tahun 2020, indeks berada di angka 0,345, lalu mengalami
kenaikan secara bertahap hingga mencapai 0,376 pada 2023, yang
menunjukkan peningkatan ketimpangan pendapatan. Namun, pada
tahun 2024, terjadi perbaikan signifikan dengan penurunan Indeks
Gini menjadi 0,32, yang mencerminkan adanya peningkatan
pemerataan pendapatan di daerah tersebut.

Jika dibandingkan dengan Provinsi Sulawesi Selatan, terlihat
bahwa tingkat ketimpangan di provinsi ini cenderung lebih tinggi
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dibandingkan Kabupaten Gowa pada seluruh periode yang diamati.
Indeks Gini Provinsi Sulawesi Selatan berada di angka 0,389 pada
tahun 2020, kemudian mengalami sedikit penurunan dan stabil di
0,377 pada tahun 2022-2024.

Sementara itu, Indeks Gini Nasional menunjukkan tren yang
relatif stabil dengan sedikit kenaikan pada 2023 (0,388), sebelum
kembali ke 0,381 pada 2024. Hal ini mencerminkan bahwa
ketimpangan pendapatan di tingkat nasional cenderung stagnan
dengan sedikit peningkatan dalam beberapa tahun terakhir.

Meskipun Kabupaten Gowa mengalami fluktuasi dalam
tingkat ketimpangannya, kategori ketimpangan tetap berada dalam
level "Moderat" sepanjang periode 2020-2024. Penurunan Indeks
Gini yang signifikan pada 2024 menunjukkan adanya perbaikan
dalam distribusi pendapatan yang mungkin dipengaruhi oleh
kebijakan ekonomi, program bantuan sosial, serta peningkatan
kesempatan kerja di daerah tersebut.

Indeks Gini Kabupaten Gowa cenderung lebih tinggi
dibanding Maros karena pertumbuhan ekonomi terkonsentrasi di
perkotaan dan ketergantungan pada pertanian berproduktivitas
rendah yang memperlebar kesenjangan desa-kota. Sementara itu,
Maros relatif lebih merata berkat diversifikasi ekonomi pada
industri, perdagangan, dan jasa transportasi. Dibanding rata-rata
Sulawesi Selatan dan nasional, ketimpangan di Gowa masih pada
level menengah, namun lebih rentan akibat disparitas antar wilayah
dalam kabupaten.

Tren perkembangan disajikan Indeks Gini Kabupaten Gowa,
Provinsi Sulawesi Selatan, dan Nasional selanjutnya dapat dilihat
pada Grafik 2.10.

Grafik 2. 10
Perbandingan Indeks Gini Kabupaten Gowa, Prov.Sulsel,
dan Nasional Tahun 2020-2024
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d. Kemiskinan

Kemiskinan adalah kondisi di mana seseorang atau kelompok
memiliki keterbatasan dalam akses terhadap sumber daya material,
seperti makanan, tempat tinggal yang layak, pendidikan, dan
layanan kesehatan. Ini juga mencakup ketidakmampuan untuk
memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari serta kesulitan dalam
mencapai taraf hidup yang layak. Sedangkan penduduk miskin
adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita
per bulan di bawah Garis Kemiskinan.

Garis kemiskinan adalah batas atau ambang tertentu yang
digunakan untuk menentukan apakah seseorang atau rumah
tangga dianggap miskin atau tidak. Garis kemiskinan biasanya
ditetapkan berdasarkan standar tertentu, seperti pendapatan atau
konsumsi, di mana individu atau rumah tangga dengan pendapatan
atau konsumsi di bawah garis tersebut dianggap miskin. Garis
kemiskinan di Kabupaten Gowa pada Tahun 2024 berada di angka
475.305 rupiah/kapita/bulan. Dengan angka garis kemiskinan
yang ditetapkan, dapat ditentukan berapa Persentase tingkat
kemiskinan di Kabupaten Gowa. Garis kemiskinan, jumlah
penduduk miskin, dan Persentase kemiskinan ditampilkan pada
tabel berikut.

Tabel 2. 43
Garis Kemiskinan, Jumlah, dan Persentase Penduduk
Miskin Kabupaten Gowa, 2020-2024

Tahun | Garis Kemiskinan | Jumlah penduduk Persentase
Rp/Kapita/bulan | miskin (ribu jiwa) penduduk
miskin

1 2020 390.917 57,68 7,38
2 2021 408.435 58,66 7,54
3 2022 429.222 57,96 7,36
4 2023 456.719 59,10 7,42
5 2024 475.305 55,13 6,85

Sumber: Kabupaten Gowa Dalam Angka, Tahun 2025

Kemiskinan juga ditentukan berdasarkan 3 (tiga) indikator.
Indikator tersebut yaitu Angka Kemiskinan (PO), Kedalaman
Kemiskinan (P1), dan Keparahan Kemiskinan (P2).

1) Angka Kemiskinan (PO)

Angka kemiskinan, sering disingkat sebagai PO, adalah
indikator yang mengukur proporsi populasi yang hidup di bawah
garis kemiskinan. Angka kemiskinan menunjukkan persentase
penduduk miskin terhadap jumlah penduduk dalam suatu wilayah
yang berada dibawah garis kemiskinan. Ini adalah ukuran dasar
untuk menentukan seberapa besar persentase populasi yang
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mengalami kemiskinan absolut dalam suatu wilayah. PO sering kali
dihitung sebagai persentase dari total populasi yang hidup di bawah
ambang batas kemiskinan yang telah ditentukan sebelumnya.
Ambang batas kemiskinan ini dapat ditentukan berdasarkan
pendapatan, konsumsi, atau indikator lainnya, tergantung pada
metodologi yang digunakan.

PO yang lebih tinggi menunjukkan tingkat kemiskinan yang
lebih tinggi di suatu populasi, sementara PO yang lebih rendah
menunjukkan tingkat kemiskinan yang lebih rendah. Oleh karena
itu, PO sering digunakan sebagai indikator awal untuk memahami
tingkat kemiskinan dalam suatu negara atau wilayah.

Grafik 2. 11

Angka Kemiskinan (PO) Kabupaten Gowa Tahun 2020-
2024
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Sumber: Kabupaten Gowa dalam Angka, 2025

Berdasarkan Grafik 2.11, angka kemiskinan (PO) di
Kabupaten Gowa mengalami fluktuasi selama periode 2020-2024.
Pada tahun 2020, angka kemiskinan berada di 7,38%, kemudian
mengalami kenaikan ke 7,54% pada 2021. Peningkatan ini
disebabkan oleh dampak pandemi COVID-19 yang memperburuk
kondisi ekonomi masyarakat, mengurangi lapangan pekerjaan,
serta menghambat aktivitas ekonomi.

Pada tahun 2022, angka kemiskinan menunjukkan
perbaikan dengan penurunan menjadi 7,36%, meskipun pada 2023
kembali mengalami sedikit kenaikan ke 7,42%. Hal ini dapat
mengindikasikan adanya faktor ekonomi tertentu, seperti inflasi
atau ketidakstabilan sektor usaha, yang menyebabkan masyarakat
rentan kembali jatuh ke dalam kemiskinan.

Namun, perubahan signifikan terjadi pada 2024, di mana
angka kemiskinan mengalami penurunan drastis ke 6,85%.
Penurunan ini mencerminkan adanya peningkatan kesejahteraan
masyarakat, yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti
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pertumbuhan ekonomi yang lebih baik, efektivitas program
pengentasan kemiskinan, peningkatan investasi, serta pemulihan
sektor ekonomi pascapandemi.

Secara keseluruhan, meskipun angka kemiskinan di
Kabupaten Gowa sempat meningkat pada 2021 dan mengalami
sedikit fluktuasi pada tahun-tahun berikutnya, tren penurunan
tajam pada 2024 menjadi indikator positif bagi perbaikan
kesejahteraan masyarakat.

Selanjutnya, persentase kemiskinan Kabupaten Gowa jika
disandingkan dengan persentase kemiskinan Nasional, Provinsi
Sulsel, dan Kabupaten Maros (Kabupaten Hinterland selain
Kabupaten Gowa), menunjukkan bahwa persentase kemiskinan
Kabupaten Gowa lebih baik dibanding ketiganya dan melampaui
target yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Gowa Tahun
2021-2026. Persentase yang lebih rendah menunjukkan bahwa
jumlah penduduk miskin terhadap total jumlah penduduk di
Kabupaten Gowa lebih sedikit dibandingkan Nasional, Provinsi
Sulawesi Selatan, dan Kabupaten Maros yang juga merupakan
salah satu kabupaten penyangga (hinterland) Kota Makassar.
Jumlah penduduk miskin yang kian menurun di Kabupaten Gowa
menunjukkan kinerja yang cukup baik ditengah isu strategis dalam
mengurangi kemiskinan. Selengkapnya perbandingannya dapat
dilihat pada Grafik 2.9.

Grafik 2. 12
Perbandingan Angka Kemiskinan (PO) Kabupaten Gowa
dengan Nasional, dan Prov. Sulsel. Tahun 2024
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Sumber: Kabupaten Gowa dalam Angka, Kabupaten Maros dalam
Angka, Prov Sulsel Angka, Statistik Nasional Tahun 2025 (diolah)
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Dari grafik tersebut, terlihat bahwa angka kemiskinan di
Kabupaten Gowa secara konsisten lebih rendah dibandingkan
dengan tingkat kemiskinan Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional.
Hal ini mengindikasikan bahwa berbagai kebijakan pembangunan
daerah, program pengentasan kemiskinan, serta intervensi sosial-
ekonomi di Kabupaten Gowa cukup efektif dalam menekan angka
kemiskinan.

Selain pada grafik 2.12 untuk menggambarkan kinerja
tingkat kemiskinan Kabupaten Gowa disandingkan dengan
Nasional, Provinsi Sulawesi Selatan dan Kabupaten Maros dapat
dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 44

Perbandingan Tingkat Kemiskinan Kab. Gowa dengan Nasional, Prov.
Sulsel , Kab. Maros, dan Target RKPD Kab. Gowa

I N I R

2020 10,19 8,99 7,38
2021 9,71 8,53 7,54
2022 9,57 8,66 7,36
2023 9,36 8,70 7,42
2024 8,57 7,77 6,85

Sumber: Kabupaten Gowa dalam Angka, Kabupaten Maros dalam Angka, Prov
Sulsel Angka, Statistik Nasional Tahun 2025 (diolah)

Analisis tren dan perbandingan kemiskinan antar wilayah
menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan di Kabupaten Gowa
menunjukkan tren menurun dalam lima tahun terakhir, namun
tetap relatif lebih tinggi dibandingkan rata-rata Sulawesi Selatan
maupun nasional. Struktur ekonomi Gowa yang masih bertumpu
pada pertanian membuat kelompok miskin sangat rentan terhadap
variabilitas iklim, ketersediaan air irigasi, serta fluktuasi harga
pangan. Tingginya pekerja di sektor informal juga memperkuat
kerentanan sosial ekonomi.

Jika dibandingkan dengan Kabupaten Maros, tingkat
kemiskinan Gowa cenderung lebih tinggi. Hal ini disebabkan oleh
diversifikasi ekonomi Maros yang lebih kuat melalui industri
pengolahan, perdagangan, dan transportasi, berkat kedekatan
dengan Makassar dan bandara internasional. Sementara Gowa
masih menghadapi kesenjangan spasial, terutama di wilayah
pedesaan bagian selatan dan timur yang tertinggal dari wilayah
perkotaan.

Dibandingkan rata-rata Sulawesi Selatan, angka kemiskinan
Gowa masih berada di atas, meski tren penurunannya sejalan
dengan provinsi. Secara nasional, Gowa juga tergolong daerah
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dengan kemiskinan relatif lebih tinggi dari rerata, menunjukkan
adanya tantangan struktural yang belum teratasi.

Dengan demikian, kemiskinan di Gowa dipengaruhi oleh tiga
faktor utama: dominasi pertanian yang rentan iklim, ketimpangan
infrastruktur antarwilayah, serta kualitas SDM yang masih di
bawah rata-rata provinsi. Sementara Maros, dengan struktur
ekonomi yang lebih terdiversifikasi dan infrastruktur yang lebih
baik, mampu menekan angka kemiskinan lebih rendah dari Gowa
dan mendekati rata-rata Sulawesi Selatan.

2) Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)

Indeks Kedalaman Kemiskinan adalah ukuran rata-rata
kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin
terhadap garis kemiskinan. Indeks Kedalaman Kemiskinan (Poverty
Gap Index-Pl) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan
pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis
kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata
pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Artinya, semakin
tinggi P1 menunjukkan semakin miskinnya penduduk miskin
akibat semakin jauhnya pengeluaran per kapita mereka dari garis
kemiskinan.

Grafik 2. 13
Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Gowa Tahun
2020-2024
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Sumber: Kabupaten Gowa dalam Angka, 2025

Grafik 2.13 menunjukkan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)
di Kabupaten Gowa selama periode 2020 hingga 2024. Indeks
Kedalaman Kemiskinan menggambarkan seberapa jauh rata-rata
pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan—semakin
tinggi indeksnya, semakin dalam tingkat kemiskinan yang dialami
oleh masyarakat miskin. Setelah mencapai puncaknya pada 2021,
indeks ini mengalami penurunan bertahap, yaitu 1,13 pada 2022,
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0,72 pada 2023, dan akhirnya mencapai 0,67 pada 2024.
Penurunan ini menunjukkan perbaikan dalam kondisi ekonomi
masyarakat miskin di Kabupaten Gowa, di mana mereka semakin
mendekati garis kemiskinan dan mengalami peningkatan
kesejahteraan.

Jika dibandingkan dengan Provinsi dan Nasional, Indeks
Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Gowa masih Ilebih baik.
Perbandingan ketiganya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 45

Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Gowa,
Provinsi Sulsel, dan Nasional Tahun 2020-2024

Tahun Indeks Kedalaman (P1)
Fab Gowa | Prov Suieel | esional —

1 2020 1,18 1,65 1,75
2 2021 1,38 1,40 1,67
3 2022 1,13 1,50 1,56
4 2023 0,72 1,57 1,53
S 2024 0,67 1,38 1,36

Sumber: Kabupaten Gowa Dalam Angka, Provinsi Sulsel Dalam Angka, Statistik
Indonesia, Tahun 2023

Tabel ini menunjukkan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)
untuk Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan, dan Nasional
selama periode 2020 hingga 2024. Indeks Kedalaman Kemiskinan
Kabupaten Gowa mengalami peningkatan dari 1,18 pada 2020
menjadi 1,38 pada 2021, menandakan bahwa kondisi masyarakat
miskin semakin terpuruk pada tahun tersebut. Namun, setelah
2021, indeks ini mengalami penurunan signifikan hingga mencapai
0,67 pada 2024, yang menunjukkan adanya perbaikan
kesejahteraan bagi kelompok masyarakat miskin di Kabupaten
Gowa.

Kabupaten Gowa selalu memiliki indeks yang lebih rendah
dibandingkan Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional, yang berarti
tingkat kedalaman kemiskinan di Gowa lebih baik. Pada tahun
2024, Kabupaten Gowa (0,67) memiliki indeks yang jauh lebih
rendah dibandingkan Provinsi Sulawesi Selatan (1,38) dan Nasional
(1,36), menunjukkan bahwa penduduk miskin di Gowa secara rata-
rata lebih dekat ke garis kemiskinan dibandingkan daerah lain.
Selama lima tahun terakhir, indeks Kabupaten Gowa turun lebih
signifikan dibandingkan Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional,
mencerminkan perbaikan kondisi sosial-ekonomi yang lebih baik di
daerah ini.
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Grafik 2. 14
Perbandingan Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten
Gowa, Provinsi Sulsel dan Nasional Tahun 2020-2024
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Sumber: Kabupaten Gowa Dalam Angka, Provinsi Sulsel Dalam Angka,
Statistik Indonesia, Tahun 2023

Grafik diatas menunjukkan perkembangan Indeks
Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Gowa, Provinsi Sulsel, dan
Nasional, yang sama-sama bergerak secara fluktuatif selama 5
tahun terakhir. Namun selama periode itu, tiap tahun, Indeks
Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Gowa selalu lebih rendah
dibandingkan dengan Provinsi Sulsel dan Nasioanal. Hal ini
menunjukkan bahwa kemampuan daya beli penduduk miskin di
Kabupaten Gowa masih lebih baik dibanding rata-rata Provinsi dan
Nasional.

Dari perbandingan ini, dapat disimpulkan bahwa Kabupaten
Gowa memiliki kondisi yang lebih baik dalam hal kedalaman
kemiskinan dibandingkan Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional.
Penurunan yang signifikan dari tahun 2021 hingga 2024
menunjukkan efektivitas kebijakan daerah dalam mengurangi
kedalaman kemiskinan, yang dapat mencerminkan meningkatnya
kesejahteraan penduduk miskin di Gowa.

3) Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)

Indeks Keparahan Kemiskinan (Poverty Severity Index-P2)
adalah salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur
tingkat keparahan kemiskinan dalam suatu populasi. Indeks ini
merupakan pengembangan dari Indeks Kedalaman Kemiskinan
(Poverty Gap Index), dan memberikan informasi tambahan
mengenai distribusi pendapatan di antara masyarakat miskin.
Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan
pengeluaran di antara penduduk miskin
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Tabel 2. 46
Indeks Keparahan Kemiskinan Kabupaten Gowa Tahun 2020-2024

“ -

Indeks Keparahan (P2)

e R L

1 2020 0,30 0,46 0,47
2 2021 0,36 0,34 0,42
3 2022 0,32 0,35 0,38
4 2023 0,12 0,41 0,36
5 2024 0,11 0,35 0,32

Sumber: Kabupaten Gowa Dalam Angka, Provinsi Sulsel Dalam Angka, Statistik
Indonesia, Tahun 2024

Indeks keparahan kemiskinan (P2) Kabupaten Gowa di tahun
2020 sebesar 0,30, di tahun 2020 mengalami kenaikan menjadi
0,36, kemudian di tahun 2021 mengalami penurunan sebesar 0,04
menjadi 0,32, dan untuk tahun 2022 kembali mengalami
penurunan yang signifikan ke angka 0,12. Pada Tahun 2024
sendiri, Indeks Keparahan Kabupaten Gowa kembali turun ke
angka 0,11. Begitupun Indeks Keparahan Kemiskinan Provinsi
Sulsel dan Nasional, sama-sama mengalami tren perkembangan
yang fluktuatif selama lima tahun terakhir. Lebih jelasnya dapat
dilihat pada Tabel 2.35.

Kabupaten Gowa menunjukkan perbaikan yang lebih
signifikan dibandingkan Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional,
terutama setelah 2021. Pada tahun 2024, indeks keparahan
kemiskinan Kabupaten Gowa mencapai 0,11, jauh lebih rendah
dibandingkan Provinsi Sulawesi Selatan (0,35) dan Nasional (0,32).
Indeks Provinsi Sulawesi Selatan cenderung lebih tinggi
dibandingkan Kabupaten Gowa dalam hampir seluruh periode,
menunjukkan bahwa distribusi kemiskinan di provinsi ini lebih
timpang. Secara umum Indeks Nasional lebih tinggi dibandingkan
Kabupaten Gowa tetapi cenderung lebih stabil dibandingkan
Provinsi Sulawesi Selatan.

Jika digambarkan dalam grafik, jelas terlihat pergerakan
indeks ketiganya yang hampir sama. Namun Indeks Keparahan
kemiskinan Kabupaten Gowa secara signifikan lebih rendah
dibandingkan dengan Provinsi Sulsel dan Nasional khususnya pada
tahun 2023 dan 2024. Berbanding lurus dengan persentase
penduduk miskin yang juga menurun, masyarakat miskin dalam
kategori parah/kronis di Kabupaten Gowa lebih semakin
berkurang. Dalam 7,36% penduduk Kabupaten Gowa yang
mengalami kemiskinan, ada beberapa masyarakat ‘miskin parah’
yang bergerak mengalami kenaikan pengeluaran. Hal ini tentu
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menjadi nilai positif bagi para stakeholder yang telah memberikan
intervensi kepada masyarakat sangat miskin (kronis).

Jika disandingkan dengan Provinsi Sulawesi Selatan dan
Nasional, Indeks Keparahan Kemiskinan di Kabupaten Gowa jauh
lebih rendah. Pada Tahun 2024, Nasional berada di angka 0,32,
sedangkan Provinsi berada di angka 0,35. Tren perbandingan
ketiganya disajikan pada Grafik 2.15.

Grafik 2. 15
Perbandingan Indeks Keparahan Kemiskinan Kabupaten Gowa,
Provinsi Sulsel dan Nasional Tahun 2020-2024

—&— Kab. Gowa == Prov. Sulsel Nasional

0,5 0,47
0,45
0,4
0,35
0,3
0,25
0,2
0,15
0,1
0,05 0,12 0,11

0,42

—
N

0,41

2020 2021 2022 2023 2024

Sumber: Kabupaten Gowa Dalam Angka, Provinsi Sulsel Dalam Angka, Statistik
Indonesia, Tahun 2024

Laju perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan
berbanding lurus dengan Indeks Keparahan Kemiskinan. Artinya
bila indeks kedalaman kemiskinan meningkat, begitupun indeks
keparahan kemiskinan, dan sebaliknya.

Grafik 2. 16

Perbandingan Angka Kemiskinan, Indeks Kedalaman Kemiskinan, dan
Indeks Keparahan Kemiskinan Kabupaten Gowa Tahun 2020-2024
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e. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah indikator
yang mengukur persentase penduduk usia kerja (15 tahun ke atas)
yang termasuk dalam angkatan kerja dibandingkan dengan total
penduduk usia kerja. Dimana Angkatan kerja terdiri dari penduduk
yang bekerja dan yang menganggur tetapi aktif mencari pekerjaan.
Sedangkan Penduduk usia kerja adalah semua individu berusia 15
tahun ke atas, termasuk yang bekerja, menganggur, dan yang tidak
aktif dalam angkatan kerja (misalnya pelajar, ibu rumah tangga,
atau pensiunan). TPAK mencerminkan jumlah penduduk usia kerja
yang aktif secara ekonomi, baik yang sudah bekerja maupun yang
sedang mencari pekerjaan.

Tabel 2. 47
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Gowa
Tahun 2020-2024
Jumlah Tingkat Partisipasi
Kerja (jiwa) Angkatan Kerja | Angkatan Kerja (%)
(jiwa)
2020 582.646 394.000 67,62%
2021 591.593 407.545 68,89%
2022 600.465 439.271 73,16%
2023 609.578 424.437 69,63%
2024 621.477 452.466 72,80%

Sumber: Kabupaten Gowa dalam Angka 2021, 2022, 2023, 2024, 2025

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kabupaten Gowa
Tahun 2020-2024, terjadi fluktuasi dalam tingkat partisipasi tenaga
kerja selama periode lima tahun terakhir. Pada tahun 2020, jumlah
penduduk usia kerja di Kabupaten Gowa tercatat sebanyak 582.646
orang, dengan jumlah angkatan kerja sebanyak 365.559 orang,
sehingga menghasilkan TPAK sebesar 65,64%. Pada tahun 2021,
terjadi peningkatan jumlah penduduk usia kerja menjadi 591.593
orang, dengan jumlah angkatan kerja mencapai 394.000 orang,
menyebabkan TPAK naik menjadi 67,62%.

Tahun 2022 menunjukkan peningkatan lebih lanjut, dengan
jumlah penduduk usia kerja sebesar 600.465 orang dan jumlah
angkatan kerja sebanyak 407.545 orang, sehingga TPAK meningkat
menjadi 68,89%. Tren peningkatan berlanjut pada tahun 2023, di
mana jumlah penduduk wusia kerja mencapai 609.578 orang,
dengan 439.271 orang berada dalam angkatan kerja, menghasilkan
TPAK tertinggi selama periode ini, yaitu 73,16%.

Namun, pada tahun 2024, meskipun jumlah penduduk usia
kerja meningkat menjadi 621.477 orang, jumlah angkatan kerja
mengalami sedikit penurunan menjadi 424.437 orang, yang
menyebabkan TPAK turun menjadi 69,63%. Tren TPAK Kabupaten
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Gowa yang fluktuatif dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti
kondisi ekonomi, ketersediaan lapangan kerja, dan kebijakan
ketenagakerjaan.

f. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan

Selama periode tahun 2020 hingga 2024, kondisi
ketenagakerjaan di Kabupaten Gowa mengalami fluktuasi yang
mencerminkan dinamika ekonomi dan sosial masyarakat. Tingkat
Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) menunjukkan tren yang
cenderung meningkat, dari 67,62% pada tahun 2020 menjadi
72,80% pada tahun 2024. Kenaikan ini menunjukkan semakin
banyak penduduk usia kerja yang aktif dalam kegiatan ekonomi,
baik bekerja maupun mencari kerja. Dapat dilihat pada tabel
berikut:

Tabel 2. 48
Kondisi Ketenagakerjaan Kabupaten Gowa Tahun 2020-2024

MRCEIIEN Y TN T N T T

% 0,44% 4,30% 3,26% 3,43% 3,91%
TPAK % 67,62% 68,89% 73,16% 69,63% 72,80%
TPAK % 26,52% 27,80% 30,86% 26,47%  30,25%
Perempuan
TPAK Laki- % 41,10% 41,09% 42,29% 43,16% 42,56%
Laki

Sumber: Kabupaten Gowa Dalam Angka, 2025

TPAK perempuan juga mengalami peningkatan, dari 26,52%
pada tahun 2020 menjadi 30,25% pada tahun 2024, meskipun
sempat turun ke 26,47% pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan
adanya peningkatan keterlibatan perempuan dalam dunia kerja,
walaupun masih lebih rendah dibandingkan laki-laki. Di sisi lain,
TPAK laki-laki stabil pada angka yang lebih tinggi, dari 41,10% di
tahun 2020 menjadi 42,56% di tahun 2024.

Sementara itu, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
mengalami penurunan dari 6,44% pada tahun 2020 menjadi 3,91%
pada tahun 2024, setelah sempat mencapai titik terendah pada
tahun 2022 sebesar 3,26%. Penurunan TPT ini mengindikasikan
perbaikan kondisi pasar kerja, dengan semakin banyak penduduk
yang terserap dalam lapangan kerja. Secara keseluruhan, data ini
menunjukkan tren positif dalam hal partisipasi tenaga kerja dan
penurunan pengangguran, dengan catatan bahwa kesenjangan
gender dalam partisipasi kerja masih perlu mendapat perhatian
lebih lanjut.
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2.1.2.2. KESEHATAN UNTUK SEMUA

Selain kesejahteraan ekonomi, gambaran kesejahteraan
masyarakat Kabupaten Gowa dapat dilihat dari kondisi kesehatan
masyarakat. Kesehatan masyarakat di Kabupaten Gowa pada
periode 2020 hingga 2024 mengalami berbagai dinamika yang
mencerminkan tantangan dan kemajuan di sektor kesehatan.
Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten
Gowa, selama tahun 2020 hingga 2024, Indeks Pembangunan
Manusia (IPM) di kabupaten ini rata-rata meningkat sebesar 0,71
persen per tahun. Peningkatan IPM pada tahun 2024 terjadi pada
semua dimensi, baik umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan,
maupun standar hidup layak.

Tabel 2. 49
Capaian Indikator Bidang Kesehatan Kabupaten Gowa Tahun
2020-2024

Tahun 70,43 70,45 70,70 74,03 74,19
UHH Lak1—1ak1 Tahun 68,43 68,61 68,96 76,58
UHH Perempuan Tahun 72,33 72,59 72,91 77,87
Angka Kematian Ibu per Jiwa 111 128 112 156 117
100.000 kelahiran
hidup
Prevalensi Stunting Persen NA NA 33 21,1 17
pada Balita (%) SSGI
Cakupan penemuan dan Persen 46,72 63,12 73 36,2 63,7
pengobatan kasus
tuberkulosis (treatment
coverage) (%)
Angka keberhasilan Persen 57 64 83,7 63,6 86,7
pengobatan
Tuberkulosis (treatment
success rate) (%)
Cakupan kepesertaan Persen 79 88 74 97,6 97

jaminan kesehatan
nasional (%)
Sumber: BPS dan Dinas Kesehatan Kabupaten, 2025

a. Umur Harapan Hidup

Umur Harapan Hidup (UHH) adalah perkiraan rata-rata
tambahan umur seseorang yang diharapkan dapat terus hidup.
UHH juga dapat didefinisikan sebagai rata-rata jumlah tahun yang
dijalani oleh seseorang setelah orang tersebut mencapai ulang
tahun yang ke-x. Ukuran yang umum digunakan adalah angka
harapan hidup saat lahir yang mencerminkan kondisi kesehatan
pada saat itu. Sehingga pada umumnya ketika membicarakan UHH,
yang dimaksud adalah rata-rata jumlah tahun yang akan dijalani
oleh seseorang sejak orang tersebut lahir.
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UHH merupakan salah satu indikator keberhasilan suatu
daerah dalam pembangunan kesejahteraan rakyat di suatu daerah
terutama di sektor kesehatan. Peningkatan derajat kesehatan angka
usia harapan hidup dipengaruhi dari beberapa faktor yang dalam
hal ini faktor kesehatan lebih berperan penting selain faktor lain
seperti ekonomi, budaya, dan pendidikan. Peran sektor kesehatan
memengaruhi masyarakat dalam menurunkan angka kesakitan,
peningkatan gizi masyarakat, dan pelayanan kesehatan yang baik.

Berdasarkan Umur Harapan Hidup di Kabupaten Gowa di
mana selama kurun waktu tahun 2020-2024 terjadi peningkatan
angka usia harapan hidup yaitu dari 70,43 tahun di tahun 2020
dan terus meningkat tiap tahunnya hingga mencapai angka 74,19
tahun untuk tahun 2024.

Tabel 2. 50
Umur Harapan Hidup Kabupaten Gowa Tahun 2020 - 2024

Angka Usia Harapan
Hidup (Thn)

70,43 70,45 70,70 74,03 74,19

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Gowa, 2025

Semakin meningkatnya angka usia harapan hidup penduduk
Kabupaten Gowa menunjukkan bahwa kualitas kesehatan yang
semakin baik yang ditunjang dengan kemudahan dan kesadaran
masyarakat dalam menggunakan layanan kesehatan, adanya
berbagai seperti Jamkesda (Jaminan Kesehatan Daerah),
Jamkesmas (Jaminan Kesehatan Masyarakat) dan BPJS Kesehatan.

Akan tetapi dengan adanya peningkatan angka usia harapan
hidup, maka berarti juga harus meningkatkan pelayanan dan
penjaminan hidup yang layak untuk lansia dan panti jompo
sehingga memberikan kemungkinan para lansia untuk tetap
beraktivitas dan mendapat pelayanan yang baik dan ke depan
diharapkan menjadi kota yang ramah untuk lansia.

Angka Harapan Hidup merupakan alat untuk mengevaluasi
kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk
pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada
khususnya. Angka Harapan Hidup yang rendah di suatu daerah
harus diikuti dengan program pembangunan kesehatan, dan
program social lainnya termasuk kesehatan lingkungan, kecukupan
gizi dan kalori termasuk program pemberantasan kemiskinan.

Untuk perbandingan Angka Usia Harapan Hidup Kabupaten
Gowa, Provinsi Sulsel dan Nasional Tahun 2020-2024 selanjutnya

dapat dilihat pada Grafik berikut.
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Grafik 2. 17
Perbandingan Angka Usia Harapan Hidup Kabupaten
Gowa, Provinsi Sulsel dan Nasional Tahun 2020-2024
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Sumber : Website BPS Kabupaten Gowa, BPS Provinsi Sulsel, BPS, Tahun
2025

Berdasarkan Grafik 2.17, terlihat bahwa angka usia harapan
hidup (UHH) di Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan, dan
Nasional mengalami tren peningkatan selama periode 2020 hingga
2024. Secara umum, angka usia harapan hidup di Provinsi Sulawesi
Selatan selalu lebih tinggi dibandingkan Kabupaten Gowa. Pada
2020, angka UHH tercatat 70,57 tahun, mengalami kenaikan
bertahap hingga mencapai 70,97 tahun pada 2022. Sama seperti
Kabupaten Gowa, peningkatan signifikan terjadi pada 2023, di
mana angka UHH naik ke 74,03 tahun dan kemudian meningkat
lagi menjadi 74,15 tahun pada 2024. Kenaikan yang lebih tajam di
tingkat provinsi menunjukkan adanya kebijakan kesehatan yang
lebih efektif di tingkat regional, yang kemungkinan besar turut
memengaruhi peningkatan di Kabupaten Gowa.

Di tingkat nasional, angka usia harapan hidup cenderung
lebih stabil dibandingkan Kabupaten Gowa dan Provinsi Sulawesi
Selatan. Pada 2020, UHH nasional berada di angka 73,4 tahun dan
mengalami peningkatan kecil setiap tahunnya, mencapai 73,9
tahun pada 2023, dan akhirnya 74,15 tahun pada 2024. Meskipun
tren peningkatannya lebih lambat, angka nasional tetap lebih tinggi
dibandingkan Kabupaten Gowa dan hampir setara dengan Provinsi
Sulawesi Selatan pada 2024.

b. Angka Kematian Ibu (per 100.000 Kelahiran Hidup)

Indikator ini menunjukkan Angka kematian ibu pada saat
hamil, bersalin dan nifas dari per 100.000 kelahiran, Angka
Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup di Kabupaten Gowa
dapat dilihat pada tabel berikut:
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Tabel 2. 51
Angka Kematian Ibu Per 100.000 Kelahiran Hidup
(Kasus) Kabupaten Gowa Tahun 2020 - 2024

Jumlah Ibu Hamil Yang Jumlah Kelahiran Angka
Meninggal Karena Hamil, Hidup di Wilayah Kematian Ibu
Bersalin dan Nifas di Tersebut dan Pada Per 100.000
Wilayah Tertentu selama Kurun Waktu Yang Kelahiran
1 Tahun Sama Hidup
2020 15 13.515 111
2021 16 12.526 128
2022 14 12.401 112
2023 20 11.894 156
2024 14 11.937 117

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Gowa, Tahun 2025

Tabel 2.85 memperlihatkan fluktuasi angka kematian ibu
(AKI) di Kabupaten Gowa selama periode 2020-2024. Angka
kematian ibu dihitung berdasarkan jumlah ibu hamil yang
meninggal karena kehamilan, persalinan, dan masa nifas per
100.000 kelahiran hidup. Pada tahun 2020, AKI tercatat sebesar
111 kasus, kemudian meningkat menjadi 128 kasus pada tahun
2021. Tahun 2022 menunjukkan sedikit perbaikan dengan
penurunan menjadi 112 kasus, namun kembali mengalami
lonjakan tajam pada tahun 2023 menjadi 156 kasus, yang
merupakan angka tertinggi dalam periode lima tahun terakhir.
Tahun 2024 mencatat penurunan kembali ke angka 117 kasus.

Tren ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat tahun-
tahun dengan perbaikan, secara keseluruhan angka kematian ibu
belum  menunjukkan penurunan yang konsisten dan
berkelanjutan. Lonjakan pada tahun 2023 menjadi perhatian
serius karena bisa mengindikasikan adanya masalah dalam akses
atau  kualitas layanan  kesehatan maternal, termasuk
keterlambatan penanganan komplikasi, kurangnya fasilitas
kesehatan yang memadai, atau rendahnya kesadaran masyarakat
terhadap pentingnya pemeriksaan kehamilan secara rutin.

Penurunan kembali pada tahun 2024 menjadi sinyal positif,
namun tetap perlu diimbangi dengan penguatan sistem pelayanan
kesehatan ibu, peningkatan kualitas tenaga medis, serta edukasi
masyarakat, agar kasus kematian ibu dapat ditekan secara
signifikan dan berkelanjutan di masa mendatang.
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Grafik 2. 18
Angka Kematian Ibu (Per 100.000 Kelahiran Hidup) Kab.
Gowa, Prov. Sulsel, dan Nasional Tahun 2020-2024
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Sumber : BPS dan Dinas Kesehatan Kabupaten Gowa, Tahun 2025

c. Prevelensi Stunting

Prevalensi stunting adalah persentase anak balita (usia di
bawah lima tahun) yang mengalami stunting, yaitu kondisi gagal
tumbuh akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang,
terutama pada 1.000 hari pertama kehidupan (dari kehamilan
hingga usia 2 tahun). Anak stunting memiliki tinggi badan lebih
pendek dari standar usianya menurut WHO.

Stunting berdampak jangka panjang pada kecerdasan,
kesehatan, dan produktivitas anak di masa depan. Maka,
penurunan angka stunting menjadi salah satu prioritas
pembangunan kesehatan di Indonesia.

Secara nasional, prevalensi stunting menunjukkan tren
penurunan yang konsisten, dari 27,7 persen pada tahun 2020
menjadi 19,8 persen pada tahun 2024. Penurunan ini
mencerminkan keberhasilan berbagai intervensi strategis yang
dilakukan secara terkoordinasi oleh pemerintah pusat dan daerah
dalam upaya percepatan penurunan stunting.

Di tingkat Provinsi Sulawesi Selatan, meskipun sempat
mengalami fluktuasi, prevalensi stunting masih berada di atas
angka nasional. Pada tahun 2020, prevalensi stunting di Provinsi
Sulsel tercatat sebesar 27,4 persen dan menurun menjadi 23,3
persen pada tahun 2024. Penurunan ini menunjukkan adanya
progres, meskipun masih diperlukan upaya lebih intensif untuk
menyamai atau melampaui capaian nasional.

Kabupaten Gowa menunjukkan dinamika yang menarik.
Data prevalensi tahun 2020 dan 2021 belum tersedia, namun pada
tahun 2022 tercatat lonjakan angka stunting yang cukup tinggi
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sebesar 33 persen. Angka ini jauh di atas rata-rata provinsi dan
nasional pada tahun yang sama. Lonjakan prevalensi stunting di
Kabupaten Gowa tahun 2022 merupakan akumulasi dari dampak
pandemi, lemahnya intervensi awal, dan peningkatan cakupan
pendataan, yang kemudian tercermin dalam peningkatan angka.
Namun demikian, upaya penanggulangan yang dilakukan
kemudian menunjukkan hasil yang signifikan. Pada tahun 2023,
angka stunting berhasil ditekan menjadi 21 persen, dan terus
menurun hingga 17 persen pada tahun 2024. Capaian ini tidak
hanya lebih baik dibandingkan angka provinsi dan nasional, tetapi
juga mencerminkan efektivitas program dan sinergi antar
pemangku kepentingan di daerah.
Grafik 2. 19

Prerbandingan Data Prevalensi Stunting Kabupaten Gowa, Prov. Sulsel,
dan Nasional Tahun 2020-2024

35
30

33
27,7 27,4 7,2 27,4
25 4 21,6 21 21,5 238 19,8
20
15
10
5 NA NA NA
0

2020 2021 2022 2023 2024

B Kabupaten Gowa MEProv. Sulsel ENasional

*berdasarkan data SSGI
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d. Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis

Tuberkulosis (TB) masih menjadi salah satu masalah
kesehatan masyarakat yang signifikan di Indonesia. Upaya
pengendalian TB sangat bergantung pada dua indikator utama,
yaitu cakupan penemuan kasus dan cakupan pengobatan kasus
TB. Cakupan penemuan kasus TB merujuk pada persentase kasus
TB yang berhasil ditemukan dan dilaporkan dibandingkan dengan
estimasi total kasus yang ada di masyarakat. Sementara itu,
cakupan pengobatan menunjukkan proporsi pasien TB yang
mendapatkan pengobatan dari total kasus yang telah ditemukan.
Keduanya merupakan bagian penting dari strategi nasional dan
global untuk mencapai eliminasi TB.

Secara nasional, target yang ditetapkan adalah minimal 90
persen penemuan kasus dan 90 persen cakupan pengobatan.
Namun, dalam praktiknya, berbagai tantangan masih dihadapi,
antara lain rendahnya kesadaran masyarakat mengenai gejala TB,
stigma sosial terhadap penyakit ini, keterbatasan akses layanan
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kesehatan, serta ketidakteraturan dalam pelacakan dan
pendampingan pasien. Cakupan penemuan dan pengobatan kasus
TB Kabupaten Gowa berfluktuatif dari tahun 2020-2024. Pada
tahun 2024 sendiri cakupannya sebesar 63,7 persen. Mengalami
kenaikan yang cukup signifikan dari tahun sebelumya.

Grafik 2. 20

Cakupan Penemuan dan Pengobatan Kasus Tuberkulosis
Tahun 2020-2024
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e. Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis

Indikator lainnya yang menjadi gambaran kondisi pada aspek
kesejahteraan sosial dari sektor kesehatan adalah Insidensi
Tuberkulosis. Insidensi Tuberkulosis merujuk pada jumlah kasus
baru TB yang terjadi dalam suatu populasi tertentu selama periode
waktu tertentu, biasanya diukur dalam jumlah kasus per 100.000
orang per tahun. Insidensi merupakan indikator penting dalam
epidemiologi untuk memahami tingkat penyebaran dan risiko
terkena TB dalam suatu populasi. Angka keberhasilan pengobatan
tuberkulosis merupakan indikator utama dalam evaluasi program
pengendalian TB. Keberhasilan ini mencerminkan efektivitas terapi,
pendampingan pasien, serta keberlangsungan sistem layanan
kesehatan yang mendukung pasien TB selama proses pengobatan.

Penemuan pasien baru TB BTA Positif adalah penemuan
pasien TB melalui pemeriksaan dahak sewaktu pagi dan sewaktu
(SPS) dan diobati di unit pelayanan kesehatan dalam suatu wilayah
kerja pada waktu tertentu. Pasien baru adalah pasien yang belum
pernah diobati dengan OAT atau sudah pernah menelan OAT
kurang dari satu bulan (30 dosis) harian. Sedangkan
penanganan/pengobatan adalah pemberian pengobatan pada
pasien baru TB BTA positif dengan OAT selama 6 bulan.
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Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit
TBC/BTA di Kabupaten Gowa dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 52
Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit
TBC BTA Kabupaten Gowa Tahun 2020 - 2024

Jumlah Penderita Baru Jumlah Perkiraan Cakupan
TBC BTA (+) yang Penderita Baru TBC Penemuan dan
Ditemukan dan Diobati | BTA (+) Dalam Kurun Penanganan
di Satu Wilayah Kerja Waktu Yang Sama Penderita Penyakit
Selama 1 Tahun TBC BTA
2020 635 1.359 46,72%
2021 945 1.497 63,12%
2022 1.334 1.801 74%
2023 1.393 3.841 36,2%
2024 1.519 2.216 68,5%

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Gowa, Tahun 2025

Jumlah penderita baru TBC BTA (+) yang ditemukan dan
diobati menunjukkan tren meningkat setiap tahun, dari 635 orang
pada 2020 menjadi 1.519 orang pada 2024. Sedangkan jumlah
perkiraan penderita baru juga meningkat tiap tahun yakni dari
1.359 kasus pada 2020 menjadi 2.216 kasus pada 2024. Cakupan
penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA
menunjukkan capaian tertinggi pada tahun 2022, artinya lebih
banyak pasien yang teridentifikasi dan diobati dibandingkan
jumlah perkiraan kasus. Tahun 2023 terjadi penurunan drastis
cakupan ke 36,2%. Sedangkan ada 2024, cakupan kembali
membaik menjadi 68,5%.

Grafik 2. 21

Angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis (treatment
success rate) (%) Kab. Gowa Tahun 2020-2024
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Kabupaten Gowa menunjukkan tren fluktuatif dalam angka
keberhasilan pengobatan TB. Pada tahun 2020, angka keberhasilan
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tercatat sebesar 57 persen, kemudian mengalami peningkatan pada
tahun 2021 menjadi 64 persen. Kenaikan signifikan terjadi pada
tahun 2022, di mana angka keberhasilan mencapai 83,7 persen.
Namun, pada tahun 2023 terjadi penurunan kembali menjadi 63,6
persen, yang kemungkinan disebabkan oleh berbagai faktor, antara
lain ketidakpatuhan pasien dalam menyelesaikan pengobatan,
lemahnya pemantauan kasus, atau dampak sisa dari kondisi
pandemi yang memengaruhi layanan kesehatan. Meskipun
demikian, pada tahun 2024, Kabupaten Gowa berhasil
mencatatkan lonjakan keberhasilan pengobatan hingga 86,7
persen, mendekati target nasional sebesar 90 persen.

f. Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional

Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional menjadi
salah satu indikasi gambaran kondisi aspek kesejahteraan sosial.
Jaminan Kesehatan Nasional ditujukan untuk memberikan
kepastian jaminan kesehatan yang menyeluruh bagi setiap
penduduk indonesia agar dapat hidup sehat, produktif, dan
sejahtera, yang diberikan dalam bentuk pelayanan kesehatan
perorangan yang komprehensif, mencakup pelayanan peningkatan
kesehatan (promotif), pencegahan penyakit (preventif), pengobatan
(kuratif) dan pemulihan (rehabilitatif) termasuk obat dan bahan
medis dengan menggunakan teknik layanan terkendali mutu dan
biaya (managed care).

Grafik 2. 22

Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (%) Kab.
Gowa Tahun 2020-2024
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Kepesertaan jaminan Kesehatan nasional penduduk
Kabupaten Gowa meningkat dari 79 persen di tahun 2020 menjadi
97 persen di tahun 2024. Peningkatan ini dipengaruhi oleh
beberapa faktor, diantaranya adalah meningkatnya kesadaran dan
pendidikan masyarakat, aksesibilitas terhadap fasilitas pendaftaran
dan pelayanan kesehatan termasuk di daerah pedesaan atau
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terpencil, implementasi kebijakan pemerintah yang mendukung
untuk memperluas cakupan jaminan kesehatan, dan meningkatnya
pendapatan dan kesejahteraan ekonomi secara umum. Kombinasi
dari faktor-faktor ini dapat menjelaskan lonjakan signifikan dalam
kepesertaan jaminan kesehatan nasional di Kabupaten Gowa dari
tahun 2020 hingga 2024.

g. Kualitas Pelayanan Kesehatan

Peningkatan rasio tenaga medis ini menjadi indikator positif
bagi kualitas pelayanan kesehatan di Kabupaten Gowa.
Ketersediaan tenaga kesehatan yang lebih banyak dapat
memperbaiki  aksesibilitas dan  mempercepat pelayanan
masyarakat, baik di fasilitas kesehatan primer seperti puskesmas
maupun di rumah sakit. Rasio yang meningkat juga menunjukkan
bahwa kapasitas layanan kesehatan lebih seimbang dengan
pertumbuhan penduduk, sehingga potensi beban kerja tenaga
medis dapat berkurang.

Namun demikian, meskipun tren ini positif, rasio dokter dan
tenaga medis per 1.000 penduduk masih relatif rendah jika
dibandingkan dengan standar ideal WHO yang merekomendasikan
minimal 1 dokter per 1.000 penduduk. Hal ini berarti meski telah
ada peningkatan, masih diperlukan strategi penguatan, seperti
pemerataan distribusi tenaga kesehatan antarwilayah, peningkatan
kompetensi tenaga medis, dan optimalisasi fasilitas pendukung
layanan kesehatan.

Dengan demikian, peningkatan jumlah dan rasio tenaga
kesehatan di Kabupaten Gowa mencerminkan arah perbaikan
kualitas pelayanan kesehatan, tetapi keberlanjutan upaya ini perlu
diimbangi dengan peningkatan mutu, distribusi, serta sarana-
prasarana pendukung agar masyarakat dapat merasakan layanan

yang lebih merata, cepat, dan berkualitas.

Tabel 2. 53
Tenaga Kesehatan Kabupaten Gowa Tahun 2020-2024

Jumlah Dokter Orang

Rasio Dokter Per bl g

Satuan Penduduk 1.000 0.27 0.28 0.31 0.3 0.4
Penduduk

el e Orang 204 217 241 243 1.142

Medis

Rasio Tenaga Angka per

Medis per satuan 1.000 0.27 0.28 0.31 0.3 0.4

Penduduk Penduduk

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Gowa, Tahun 2025
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Kualitas pelayanan kesehatan di Kabupaten Gowa selama
pandemi Covid-19 mengalami tantangan besar, terutama karena
keterbatasan jumlah dokter dan tenaga medis pada awal pandemi
tahun 2020. Dengan rasio hanya 0,27 per 1.000 penduduk,
kapasitas pelayanan kesehatan sangat terbatas untuk menangani
lonjakan kasus, sehingga rumah sakit dan puskesmas menghadapi
tekanan tinggi. Hal ini berdampak pada menurunnya kualitas
layanan, baik untuk pasien Covid-19 maupun layanan kesehatan
dasar lainnya yang ikut terganggu.

Namun, pandemi juga mendorong peningkatan signifikan
dalam penyediaan tenaga kesehatan. Jumlah dokter dan tenaga
medis yang meningkat hingga 270 orang pada 2024, dengan rasio
0,40 per 1.000 penduduk, menunjukkan adanya perbaikan
kapasitas dan kualitas pelayanan. Penguatan ini sejalan dengan
kebutuhan pascapandemi untuk membangun sistem kesehatan
yang lebih resilien, termasuk kesiapan menghadapi krisis,
peningkatan layanan preventif, serta akses kesehatan yang lebih
merata bagi masyarakat.

Tabel 2. 54
Kualitas Pelayanan Kesehatan Kabupaten Gowa Tahun

Nilai Keterangan
(2024)

Tenaga Jumlah Dokter 218 orang Tersebar di RS dan
Kesehatan Umum puskesmas
Jumlah Dokter 52 orang Masih terkonsentrasi di
Gigi wilayah perkotaan
Jumlah Perawat 1.142 Mayoritas di puskesmas
orang dan RS daerah
Jumlah Bidan 897 orang Banyak di desa/poskesdes,
mendukung layanan
maternal
Tenaga Farmasi 213 orang Melayani di RS, puskesmas,
dan klinik
Rasio Dokter 1:6.200 Masih di bawah standar
terhadap Penduduk jiwa ideal WHO (1:1.000)
Fasilitas Rumah Sakit S unit RSUD Syekh Yusuf sebagai
Kesehatan rujukan utama
Puskesmas 27 unit Menjangkau seluruh
kecamatan
Klinik /Praktek 37 unit Banyak di wilayah
Mandiri perkotaan
Posyandu 120 unit Mendukung layanan dasar
kesehatan ibu & anak
Kepuasan Tingkat Kepuasan 82,3% Mayoritas puas terhadap
Pasien Pasien RSUD Syekh puas pelayanan medis, keluhan
Yusuf . (2023 survei pada waktu tunggu
terakhir)
Tingkat Kepuasan 79,5% Keluhan utama: antrean
Pasien Puskesmas puas panjang dan keterbatasan

(rata-rata)

Sumber: BPS Kabupaten Gowa, diolah

obat
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Kualitas pelayanan kesehatan di Kabupaten Gowa tahun
2024 menunjukkan perkembangan positif dengan ketersediaan
tenaga kesehatan yang cukup banyak serta fasilitas yang tersebar
di seluruh kecamatan, namun rasio dokter terhadap penduduk
masih rendah (1:6.200 jiwa) sehingga distribusi layanan belum
merata. Meskipun tingkat kepuasan pasien relatif tinggi, baik di
rumah sakit (82,3%) maupun puskesmas (79,5%), keluhan utama
terkait waktu tunggu dan keterbatasan obat masih menjadi
hambatan dalam pelayanan. Hal ini menegaskan bahwa meskipun
akses dasar kesehatan telah tersedia, peningkatan distribusi tenaga
medis, penguatan layanan spesialis, dan perbaikan manajemen
pelayanan  perlu menjadi prioritas dalam = perencanaan
pembangunan kesehatan daerah.

2.1.2.3. PENDIDIKAN BERKUALITAS YANG MERATA
a. Indeks Pendidikan

Pendidikan akan menjadi investasi penting untuk
meningkatkan daya saing daerah di masa yang akan datang. Salah
satu ukuran keberhasilan pembangunan di bidang pendidikan yang
dilakukan pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah adalah
Indeks Pendidikan sebagai cerminan hasil pembangunan di bidang
pendidikan. Indeks pendidikan diukur dari kemampuan baca tulis
orang dewasa secara tertimbang (dua pertiga) dan rata-rata tahun
bersekolah. Kemampuan baca-tulis orang dewasa tercermin dari
data angka melek huruf (literacy rate) yaitu proporsi penduduk usia
15 tahun keatas yang bisa membaca dan menulis (baik huruf latin
maupun huruf lainnya). Rata-rata lama sekolah (means-years of
schooling) menunjukkan jenjang pendidikan yang telah ditempuh
oleh penduduk usia 25 tahun keatas. Batasan ini diperlukan agar
angkanya lebih mencerminkan kondisi sebenarnya mengingat
penduduk yang berusia kurang dari 25 tahun masih dalam proses
sekolah.

Rata — rata Lama Sekolah Kabupaten Gowa dan Harapan
Lama Sekolah adalah indikator Indeks Pendidikan yang
menggambarkan tentang aksesibilitas dan kualitas pendidikan

dalam satu wilayah.

Tabel 2. 55
Rata - Rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah
Kabupaten Gowa Tahun 2020-2024

" rabun | 2020 ] 2021 | 2022|2023 | 202
8,20 8,40 8,41

Rata — Rata 8,19
Lama Sekolah
Harapan 13,64 13,65 13,66 13,70

Lama Sekolah
Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Gowa, 2025
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b. Angka Literasi/Numerasi

Literasi atau kemelekan adalah istilah umum yang merujuk
kepada serangkaian kemampuan dan keterampilan individu dalam
membaca, menulis, berbicara, menghitung, dan memecahkan
masalah pada tingkat keahlian tertentu yang diperlukan dalam
kehidupan sehari-hari. adapun pembentuk Angka Literasi dan
Numerasi berdasarkan Rapor Pendidikan berdasarkan Peraturan
Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang standar pendidikan
nasional pembentuk angka literasi/numerasi terdiri dari
kompetensi Literasi dan kompetensi numerasi. Kompetensi Literasi,
terdiri atas: a). Kompetensi membaca teks informasi, b). Kompetensi
membaca teks sastra, c). Kompetensi mengakses dan menemukan
isi teks (Level 1), d). Kompetensi menginterpretasi dan memahami
isi teks (Level 2), e). Kompetensi mengevaluasi dan merefleksikan isi
teks (Level 3). Kompetensi Numerasi, terdiri atas: a). Kompetensi
pada domain Bilangan, b). Kompetensi pada domain Aljabar, c).
Kompetensi pada domain Geometri, d). Kompetensi pada domain
Data dan Ketidakpastian, e). Kompetensi mengetahui (Level 1), f).
Kompetensi menerapkan (Level 2), g). Kompetensi menalar (Level 3).

Untuk literasi membaca Kabupaten Gowa tahun 2022 berada
di angka 74,40 naik siginifikan pada tahun 2023 sebesar 96,29
sedangkan untuk numerasi Kabupaten Gowa tahun 2022 di angka
53,96 juga naik signifikan pada tahun 2023 di angka 92,47.

c. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) adalah
pengukuran terhadap usaha yang dilaksanakan oleh pemerintah
daerah (tingkat provinsi dan kabupaten/kota) dalam membina dan
mengembangkan perpustakaan sebagai wahana Belajar sepanjang
hayat untuk mencapai budaya literasi masyarakat. Terdapat 7
unsur pembangunan Literasi masyarakat yaitu: 1). Pemerataan
layanan perpustakaan, 2). Ketercukupan koleksi, 3). Ketercukupan
tenaga perpustakaan, 4). Tingkat Kunjungan masyarakat per hari,
5). Jumlah perpustakaan ber-SNP, 6). Keterlibatan masyarakat
dalam kegiatan sosialisasi/promosi, 7). Anggota perpustakaan.
Pada tahun 2022 skor Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat
Kabupaten Gowa adalah sebesar 66,73.

d. Indeks Literasi Digital

Indeks Literasi Digital Nasional tahun 2021 adalah sebesar
3,49. Pilar Digital Culture merupakan pilar dengan skor indeks
tertinggi (3,9), sedangkan Digital Safety merupakan pilar dengan
skor indeks terendah (3,1). Sedangkan, skor Indeks Literasi Digital
Sulawesi Selatan mendapatkan skor indeks 3,47. Pilar Digital
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Culture tahun 2021 adalah sebesar (3,92), sedangkan Digital Safety
merupakan pilar dengan skor indeks yang paling rendah (3,16).
Indeks Literasi Digital Nasional tahun 2022 adalah sebesar 3,54.
Pilar Digital Culture merupakan pilar dengan skor indeks tertinggi
(3,84), sedangkan Digital Safety merupakan pilar dengan skor
indeks terendah (3,12). Sedangkan, skor Indeks Literasi Digital
Sulawesi Selatan mendapatkan skor indeks 3,5. Pilar Digital
Culture tahun 2022 adalah sebesar (3,82), sedangkan Digital Safety
merupakan pilar dengan skor indeks yang paling rendah (3,16).

2.1.2.4. PERLINDUNGAN SOSIAL YANG ADAPTIF

a. Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
adalah persentase jumlah pekerja yang telah menjadi peserta
program jaminan sosial ketenagakerjaan dibandingkan dengan total
estimasi angkatan kerja atau pekerja yang seharusnya dilindungi di
suatu wilayah. Indikator ini memberikan gambaran tentang tingkat
kesejahteraan dan perlindungan sosial yang diterima oleh pekerja,
serta dampaknya terhadap stabilitas ekonomi individual dan sosial.
Jaminan Sosial Tenaga Kerja adalah suatu perlindungan bagi
tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai
pengganti sebagian dari penghasilan yang hilang atau berkurang,
dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami
oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin,
hari tua, dan meninggal dunia. Dalam hal ini diselenggarakan oleh
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan.

Tabel 2. 56
Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
Kabupaten Gowa Tahun 2020-2024

| “Tahun | 2020 | 2021 | 2022 ] 2023 | 2024

Cakupan
Kepesertaan NA 9,62 8,42 8,42
Jamsostek
Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Gowa, 2025

Cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di
Kabupaten Gowa pada periode 2020-2024 menunjukkan fluktuasi
yang erat kaitannya dengan dampak pandemi Covid-19. Pada tahun
2020, data cakupan tidak tersedia, namun pada tahun 2021
tercatat sebesar 9,62 persen sebelum kemudian menurun menjadi
8,42 persen pada 2022 dan stagnan hingga 2023-2024.

Pandemi Covid-19 berdampak langsung pada dunia kerja, di
mana banyak pekerja mengalami pemutusan hubungan kerja
(PHK), pengurangan jam kerja, hingga bergesernya aktivitas
ekonomi ke sektor informal yang tidak sepenuhnya terjangkau oleh
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program BPJS Ketenagakerjaan. Kondisi ini menyebabkan cakupan
kepesertaan tidak mengalami peningkatan yang signifikan, bahkan
justru menurun setelah 2021. Rendahnya cakupan tersebut
mencerminkan masih terbatasnya perlindungan sosial yang
diterima pekerja, padahal pandemi memperlihatkan betapa
pentingnya jaminan sosial sebagai instrumen ketahanan ekonomi
keluarga ketika pendapatan terganggu.

b. Persentase Penyandang Disabilitas Yang Bekerja Di Sektor
Formal

Persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal
penting untuk diketahui, karena hal ini mencerminkan inklusivitas
dan kesetaraan dalam dunia kerja. Penyandang disabilitas bekerja
di sektor formal merupakan implementasi dari hak asasi manusia
dan kesetaraan, sekaligus membantu mengurangi stigma dan
stereotip negatif terhadap penyandang disabilitas dan mendorong
perubahan budaya organisasi menuju lingkungan kerja yang
inklusif dan ramah disabilitas. Selain itu keterlibatan penyandang
disabilitas dalam sektor formal diharapkan dapat meningkatkan
pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan dengan memanfaatkan
potensi dan kontribusi mereka dalam pasar kerja. Persentase
penyandang disabilitas bekerja di sektor formal merupakan salah
satu indikator yang dapat digunakan untuk memperoleh gambaran
aspek kesejahteraan di bidang perlindungan sosial. Adapun
persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal di
Kabupaten Gowa hanya 0,01%.

2.1.2.5. BERAGAM MASLAHAT DAN BERKEBUDAYAAN MAJU

Gambaran kondisi Beragama Maslahat dan Berkebudayaan
Maju di Kabupaten Gowa ditunjukkan melalui indikator Indeks
Kerukunan Umat Beragama, dan Indeks Pembangunan
Kebudayaan.

a. Indeks Kerukunan Umat Beragama

Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) adalah ukuran
kuantitatif yang digunakan untuk menilai tingkat kerukunan
antarumat beragama di suatu wilayah, baik nasional maupun
daerah (provinsi/kabupaten/kota). Konsep kerukunan yang
tertuang dalam Peraturan Bersama Menteri (PBM) antara Menteri
Agama dan Menteri Dalam Negeri tahun 2006 tentang kerukunan
yang dimaksud adalah keadaan hubungan sesama umat beragama
yang dilandasi toleransi, saling pengertian, saling menghormati, dan
menghargai kesetaraan dalam pengamalan ajaran agamanya dan
kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan
bernegara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

BAB I
GAMBARAN UMUM DAERAH




RENCANA PEMBANGUNAN 2025
JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN GOWA TAHUN 2029

Komponen IKUB terbentuk atas 3 dimensi utama yaitu
Toleransi Antar umat Beragama, Kesetaraan Antar Umat Beragama,
dan Kerjasama Antarumat Beragama. Indikator toleransi
merepresentasikan dimensi saling menerima,
menghormati/menghargai perbedaan. Kesetaraan, mencerminkan
keinginan saling melindungi, memberi kesempatan yang sama
dengan tidak mengedepankan superioritas. Selanjutnya, kerjasama
menggambarkan keterlibatan aktif bergabung dengan pihak lain
dan memberikan empati dan simpati kepada kelompok lain dalam
dimensi erjas, ekonomi, budaya dan keagamaan.

Terkat indikator persentase kegiatan keagamaan yang
mendapatkan fasilitasi oleh pemerintah daerah, Kabupaten Gowa
secara masif berkomitmen untuk menjadi kabupaten dengan
toleransi umat beragama. Berdasarkan data dari Bagian
Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah, keseluruhan acara
keagamaan mendapatkan dukungan dan fasilitasi oleh pemerintah
daerah sehingga capaian indikator ini sudah di angka 100% sejak
tahun 2005. Adapun jenis kegiatan keagamaan yang difasilitasi
adalah pelaksanaan Hari-hari Besar Keagamaan baik untuk
pengikut mayoritas maupun minoritas.

b. Indeks Pembangunan Kebudayaan

Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) adalah suatu ukuran
nilai yang menggambarkan capaian kinerja dalam pembangunan
kebudayaan pada tingkat nasional dan provinsi, yang disusun
sebagai salah satu instrumen untuk memberikan gambaran
kemajuan pembangunan kebudayaan yang dapat digunakan
sebagai basis formulasi kebijakan bidang kebudayaan, serta
menjadi acuan dalam koordinasi lintas sektor dalam pelaksanaan
pemajuan kebudayaan. Peraturan Menteri Pendidikan,
Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 55
Tahun 2022 tentang Indeks Pembangunan Kebudayaan, komponen
penyusun IPK berupa dimensi yang terdiri atas berbagai indikator
terdiri atas: a). dimensi ekonomi budaya, b). dimensi pendidikan, c).
dimensi ketahanan sosial budaya, d). dimensi warisan budaya, e).
dimensi ekspresi budaya, f). dimensi budaya literasi; dan g). dimensi
gender.

2.1.2.6. KELUARGA BERKUALITAS, KESETARAAN GENDER,
DAN MASYARAKAT INKLUSIF

Gambaran kondisi keluarga berkualitas, kesetaraan gender,
dan masyarakat inklusif di Kabupaten Gowa ditunjukkan melalui
indikator Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga, Indeks
Ketimpangan Gender, Indeks Pembangunan Gender, Indeks
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Pemberdayaan Gender, Indeks Perlindungan Anak, dan Indeks
Pembangunan Pemuda.

a. Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga

Sebagai unit sosial terkecil di masyarakat, keluarga menjadi
ruang pertama dan utama yang turut menentukan kualitas hidup
tiap-tiap anggota keluarganya. Melalui keluarga, pemenuhan hak
dan perlindungan anak dioptimalisasikan guna mencetak generasi
penerus yang unggul dan berkarakter. Terwujudnya kesetaraan
gender, pemenuhan hak anak, dan perlindungan anak akan
mendorong peningkatan kualitas keluarga, yang pada akhirnya
turut menciptakan ketahanan sosial di masyarakat, mendorong
terwujudnya masyarakat yang inklusif, serta menjadi pilar
penyangga pembangunan bangsa yang progresif. Keluarga
berkualitas adalah keluarga yang bibentuk berdasarkan
perkawinan yang sah dan bercirikan sejahtera, sehat, maju,
mandiri, memiliki jumlah anak yang ideal, berwawasan ke depan,
bertanggung jawab, harmonis dan bertakwa kepada tuhan yang
maha esa. Konten kualitas keluarga merupakan agregat dari
ketahanan keluarga, perlindungan anak, kesetaraan dan keadilan
gender serta partisipasi keluarga dalam masyarakat.

Indeks Kualitas Keluarga (IKK) merupakan indikator dalam
mengukur keberhasilan peningkatan kualitas keluarga. IKK
merupakan suatu pengukuran komposit dari kualitas keluarga
yang ditunjukkan melalui pencapaian atas 5 (lima) dimensi dan 29
(dua puluh sembilan) indikator, yaitu: 1. Dimensi kualitas legalitas
dan struktur, terdiri atas 3 (tiga) indikator; 2. 3. 4. 5. Dimensi
kualitas ketahanan fisik, terdiri atas 6 (enam) indikator; dimensi
kualitas ketahanan ekonomi, terdiri atas 8 (delapan) indikator;
dimensi kualitas ketahanan sosial psikologi, terdiri atas 6 (enam)
indikator; dan dimensi kualitas ketahanan sosial budaya, terdiri
atas 6 (enam) indikator.

b. Indeks Ketimpangan Gender

Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Indonesia pada tahun 2022
sebesar 0,459 peningkatan 0,006 poin dibandingkan Tahun 2021.
Penurunan Ketimpangan gender terjadi di sebagian besar di
provinsi. Perbaikan ini dipengaruhi oleh peningkatan capaian
dimensi Kesehatan reproduksi dan pemberdayaan perbaikan
dimensi Kesehatan reproduksi dan pemberdayaan Perbaikan
dimensi kesehatan reproduksi dipengaruhi oleh perbaikan indikator
perempuan melahirkan hidup tidak di fasilitas kesehatan yang
turun dari 15,4 persen tahun 2021 menjadi 14,0 persen pada tahun

2022.
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c. Indeks Pembangunan Gender

Indeks Pembangunan Gender (IPG) adalah indikator yang
digunakan untuk mengukur kesetaraan pembangunan antara laki-
laki dan perempuan dalam aspek-aspek utama kehidupan manusia,
seperti kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. IPG merupakan
pengembangan dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM), namun
dengan memperhatikan ketimpangan gender.

Untuk menghitung IPG perlu menghitung IPM laki-laki dan
perempuan. Semakin kecil jarak angka IPG dengan nilai 100, maka
semakin setara pembangunan antara perempuan dengan laki-laki.
Namun semakin besar jarak angka IPG dengan nilai 100, maka
semakin besar perbedaan capaian pembangunan antara
perempuan dan laki-laki. Komponen pembentuk Indeks
Pembangunan Gender (IPG) terdiri atas tiga yaitu, Umur Harapan
Hidup (UHH), Harapan Lama Sekolah (HLS), dan Rata-rata Lama
Sekolah (RLS).

Tabel 2. 57
Perbandingan IPG Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan dan
Nasional Tahun 2020-2024

Indeks Pembangunan Gender (IPG)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Kab. Gowa 87,17 87,37 87,83 88,37 87,19 88,91
Prov. Sulawesi Selatan 92,86 92,85 93,14 93,19 93,09 93,53
Nasional 91,06 91,27 91,63 91,85 91,07 91,85

Sumber: gowakab.bps.go.id, bps.go.id, 2025

Grafik 2. 23
Perbandingan IPG Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan dan
Nasional Tahun 2020-2024
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[PG Kabupaten Gowa Tahun 2024 sebesar 88,91%,
mengalami peningkatan IPG dibandingkan tahun sebelumnya pada
tahun 2023 sebesar 1,72%. Peningkan IPG juga bergantung pada
setiap angka pada komponen- di atas. IPG Kabupaten Gowa lebih
rendah dibandingkan dengan Indeks Pembangunan Gender Provinsi
Sulawesi Selatan dan Nasional. Dimana IPG Prov. Sulawesi Selatan
pada tahun 2024 sebesar 93,53 dan IPG Nasional sebesar 91,85.

d. Indeks Pemberdayaan Gender

Indeks Pemberdayaan Gender (Gender Empowerment Index)
yang selanjutnya disingkat IDG adalah salah satu indikator yang
digunakan untuk mengukur terlaksananya keadilan dan
kesetaraan gender berdasarkan partisipasi politik dan pengambilan
keputusan yang dilihat dari proporsi laki-laki dan perempuan
dalam parlemen, partisipasi ekon5omi dan pengambilan keputusan
yang dilihat dari 2 (dua) indikator yaitu proporsi laki-laki dan
perempuan sebagai legislator, pejabat senior dan manager serta
presentase laki-laki dalam posisi profesional dan teknis dan sumber
ekonomi yang diukur dengan perkiraan pendapatan laki-laki dan
perempuan.

Adapun untuk IDG Kabupaten Gowa pada Tahun 2023
berada di nilai 79,70, mengalami peningkatan sebesar 1,35 persen
dari tahun sebelumnya. Jika disandingkan dengan Provinsi
Sulawesi Selatan dan Nasional, IDG Kabupaten Gowa selalu
berada diatas IDG Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional setiap
tahunnya. Artinya, pertisipasi perempuan di Kabupaten Gowa lebih
banyak dibandingkan rata-rata partisipasi perempuan di wilayah
Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional. Perbandingan IDG
ketiganya dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut.

Tabel 2. 58

Perbandingan IDG Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan dan
Nasional Tahun 2019-2023

Indeks Permberdayaan Gender (IDG)

77,97 79,71 78,35 79,70 81,66

76,32 74,76 76,37 75,24 75,25

75,57 76,26 76,59 76,90 77,62

Sumber: gowakab.bps.go.id, bps.go.id, 2024
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Grafik 2. 24
Perbandingan IDG Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi
Selatan dan Nasional Tahun 2020-2024
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e. Indeks Perlindungan Anak

Sejalan dengan Visi Indonesia Emas pada tahun 2045,
Indonesia diperkirakan akan mengalami bonus demografi.
Indonesia diprediksi akan mampu melesat menjadi negara dengan
tingkat produktivitas SDM yang unggul dan tentunya menjadi salah
satu negara dengan kekuatan ekonomi yang tinggi di dunia.
Sebaliknya, jumlah penduduk usia produktif yang sangat tinggi jika
tidak dimanfaatkan dengan baik akan berdampak pada berbagai
permasalahan kemiskinan, kesehatan, pengangguran hingga
tingkat kriminalitas tinggi. Perwujudan SDM yang berkualitas emas
tentunya tidak terlepas dari berbagai program dan kebijakan yang
berfokus pada anak. Dalam penciptaan generasi Indonesia Emas
2045, perlu Upaya perlindungan dan penjaminan hak-hak
perempuan dan anak. Dengan adanya Dengan adanya upaya
pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak, diharapkan anak
(usia 0-17 tahun) dapat tumbuh dan berkembang menjadi generasi
yang sehat, cerdas, unggul, dan berkarakter.

Salah satu upaya pemerintah yang telah dilakukan untuk
mengukur capaian keberhasilan pembangunan pemenuhan hak
anak dan perlindungan anak adalah melalui Indeks Perlindungan
Anak (IPA) yang terdiri atas 5 (lima) klaster mengacu pada Konvensi.
Hak Anak dengan mengaplikasikan 4 (empat) klaster Indeks
Pemenuhan Hak Anak (IPHA) dan 1 klaster pembentuk Indeks
Perlindungan Khusus Anak (IPKA). Secara rinci klaster pada indeks
dijabarkan menjadi klaster I : hak sipil dan kebebasan; klaster II :
lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif; klaster III
kesehatan dasar dan kesejahteraan; klaster IV : Pendidikan dan
pemanfaatan waktu luang; dan klaster V : perlindungan khusus.
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Terkait data perlindungan anak, Dinas Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak menguraikan bahwa Kabupaten
Gowa merupakan salah satu daerah dengan tingkat perkawinan
anak yang cukup tinggi. Pada tahun 2023, terdapat kasus 29
dispensasi perkawinan anak. Bahkan sampai dengan tahun 2024
periode semester 1, terdapat 191 kasus anak yang melahirkan. Hal
ini mengindikasikan bahwa selain perkawinan resmi terdapat pula
perkawinan yang tidak tercatat secara hukum (perkawinan siri)
yang melibatkan anak di bawah umur.

f. Indeks Pembangunan Pemuda

Menurut Statistik Pemuda Indonesia (BPS, 2021), pada tahun
2021 terdapat 64,9 juta pemuda (usia 16 sampai 30 tahun) di
Indonesia yang terdiri dari 32,78 juta laki-laki dan 32,14 juta
pemuda perempuan (atau sekitar 24% dari populasi nasional).
Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) disusun berdasarkan tiga
kerangka yakni: 1). Kerangka pembangunan individu, 2). Kerangka
pembangunan penghidupan dan kesejahteraan, 3). kerangka
partisipasi dan diskriminasi. Kerangka tersebut mencakup aspek
peran pemuda sebagai target (objek) dan pelaku (subjek)
pembangunan. Dari kerangka tersebut, aspek pembangunan
pemuda dikelompokkan ke dalam 5 (lima) domain dengan total 15
(lima belas) indikator penyusun indeks. Domain Pendidikan
memiliki 3 (tiga) indikator yakni rata-rata lama sekolah, Angka
Partisipasi Kasar (APK) Sekolah Menengah, dan Angka Partisipasi
Kasar (APK) Perguruan Tinggi. Domain Kesehatan dan
Kesejahteraan mencakup 4 (empat) indikator yakni angka kesakitan
pemuda, persentase pemuda korban kejahatan, persentase pemuda
merokok, dan persentase remaja perempuan yang sedang hamil.
Domain lapangan dan kesempatan kerja, memiliki dua indikator
yakni Persentase pemuda wirausaha kerah putih dan tingkat
pengangguran  terbuka pemuda. Lapisan pembangunan
penghidupan dan kesejahteraan berkaitan erat dengan peran
pemuda di pasar tenaga kerja. Domain partisipasi dan
kepemimpinan memiliki tiga indikator yakni Persentase pemuda
yang mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan, persentase
pemuda yang aktif dalam kegiatan organisasi, dan persentase
pemuda yang memberikan saran/pendapat dalam rapat. Tiga
indikator tersebut berasal dari data Susenas Modul Sosial Budaya
Pendidikan (MSBP). Domain gender dan pendidikan juga terdiri dari
tiga indikator yakni angka perkawinan usia anak, persentase
pemuda perempuan yang sedang menempuh pendidikan tingkat
sma ke atas (keduanya berasal dari data Susenas), dan Persentase
pemuda perempuan yang bekerja di sektor formal. Nilai IPP
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Kabupaten Gowa dalam dua tahun terakhir masih stagnan di angka
44 pada tahun 2022 dan 2024.

2.1.3. ASPEK DAYA SAING DAERAH

Penyajian gambaran kondisi daerah terkait aspek daya saing
dibagi dalam 7 aspek yaitu Daya Saing Sumber Daya Manusia,
Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi, Penerapan Ekonomi
Hijau dan Biru, Transformasi Digital, Integrasi Ekonomi Domestik
dan Global, Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan
Ekonomi, Stabilitas Ekonomi Makro.

2.1.3.1. DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA

Daya Saing Sumber Daya Manusia (SDM) merujuk pada
kemampuan individu atau kelompok penduduk suatu wilayah
untuk bersaing dalam dunia kerja, inovasi, dan produktivitas secara
berkelanjutan. Ini merupakan salah satu aspek kunci dalam
pembangunan daerah maupun nasional karena berkaitan langsung
dengan kualitas pembangunan ekonomi, sosial, dan teknologi.
Gambaran daya saing sumberdaya manusia diukur menggunakan
Human Capital Index (HCI) atau Indeks Modal Manusia. Indeks
Modal Manusia adalah alat yang digunakan untuk melihat atau
menilai investasi suatu negara dalam pendidikan dan kesehatan
masyarakatnya. Investasi ini akan mempengaruhi kemampuan
produktivitas di masa mendatang atau dapat mewujudkan potensi
masyarakat untuk menjadi masyarakat yang lebih produktif. Oleh
karena itu, investasi dalam pendidikan, pelatihan, kesehatan, dan
teknologi sangat penting untuk meningkatkan daya saing sumber
daya manusia suatu negara atau daerah.

Indeks ini merupakan alat ukur yang baru digunakan di
seluruh  Provinsi Indonesia mulai tahun 2025, sehingga
ketersediaan datanya masih belum dapat disajikan, jadi tahun
2020-2024 menggunakan data Indeks Pembangunan Manusia
(IPM). Indikator yang termuat dalam IPM terdiri dari 3 yaitu 1)
Indikator ketahanan hidup, yaitu ukuran ketahanan hidup seorang
anak yang baru lahir hingga umur S tahun; 2) Indikator Pendidikan,
untuk mengukur jumlah tahun sekolah yang dapat dicapai oleh
seorang anak hingga usia 18 tahun, serta nilai tes yang diselaraskan
Bank Dunia untuk tiap negara; 3) Indikator Kesehatan, yang diukur
dengan tingkat kelangsungan hidup orang dewasa usia 15-60
Tahun, dan angka stunting anak dibawah usia 5 tahun. Beberapa
indikator berikut dapat memberikan gambaran kondisi aspek daya
saing sumber daya manusia:
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a. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

IPM Kabupaten Gowa mengalami peningkatan setiap
tahunnya dan menunjukkan adanya tren pertumbuhan yang
konsisten selama periode 2020-2024. Hal ini mengindikasikan
adanya perbaikan dalam aspek pendidikan, kesehatan, dan
ekonomi yang menjadi indikator utama dalam pengukuran IPM.

Grafik 2. 25
Tren Perkembangan IPM Kabupaten Gowa Tahun 2020-2024
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Pada tahun 2020, IPM tercatat sebesar 71,58, kemudian
mengalami sedikit kenaikan menjadi 71,74 pada tahun 2021.
Peningkatan yang lebih signifikan terjadi pada tahun 2022 dengan
nilai IPM mencapai 72,44. Tren positif ini terus berlanjut pada tahun
2023 dengan angka 73,01 dan mencapai puncaknya pada tahun
2024 dengan nilai IPM sebesar 73,71. Lebih jelasnya digambarkan
dalam grafik berikut.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Gowa
disandingkan dengan IPM Provinsi Sulsel dan Nasional Tahun 2020-
2024 disajikan pada Tabel 2.29 berikut.

Tabel 2. 59
Perbandingan IPM Kabupaten Gowa, Provinsi Sulsel, dan
Nasional Tahun 2020-2024

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (Persen)

Wilayah

0O (== O == 2 (=22 =0

Kabupaten Gowa 71,58 71,74 72,44 73,01 73,71
Provinsi Sulsel 73,08 73,38 73,96 74,6 75,18
Nasional 72,81 73,16 73,77 74,39 75,00

Sumber: Kabupaten Gowa Dalam Angka, Provinsi Sulsel Dalam Angka,
Statistik Indonesia, Tahun 2024 (diolah)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Gowa
menunjukkan tren peningkatan yang konsisten dari tahun 2020
hingga 2024. Pada tahun 2020, IPM Kabupaten Gowa tercatat
sebesar 71,58, kemudian terus mengalami kenaikan setiap
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tahunnya hingga mencapai 73,71 pada tahun 2024. Di tingkat
provinsi, Sulawesi Selatan juga mencatat pertumbuhan IPM yang
positif. Pada tahun 2020, IPM Provinsi Sulawesi Selatan berada di
angka 73,08, dan terus meningkat hingga mencapai 75,18 pada
tahun 2024. Sementara itu, secara nasional, IPM menunjukkan tren
yang serupa. Pada tahun 2020, IPM Indonesia berada di angka
72,81 dan terus meningkat hingga mencapai 75,00 pada tahun
2024.

IPM Kabupaten Gowa berada di bawah rata-rata Provinsi
Sulawesi Selatan dan Nasional dalam seluruh periode. Meskipun
mengalami peningkatan, selisih IPM Kabupaten Gowa dengan
Provinsi Sulsel dan Nasional masih cukup signifikan, sekitar 1,5-2
poin lebih rendah dibandingkan keduanya.

Grafik 2. 26

Perbandingan IPM Kabupaten Gowa, Provinsi Sulsel, dan
Nasional Tahun 2020-2024
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Dalam kurun waktu lima tahun, Indeks Pembangunan
Manusia (IPM) Kabupaten Gowa mengalami peningkatan sebesar
2,13 poin, dari 71,58 pada tahun 2020 menjadi 73,71 pada tahun
2024. Sementara itu, Provinsi Sulawesi Selatan mencatat kenaikan
2,1 poin, dari 73,08 pada tahun 2020 menjadi 75,18 pada tahun
2024.Di tingkat nasional, IPM juga menunjukkan tren yang serupa,
dengan peningkatan sebesar 2,19 poin, dari 72,81 pada tahun 2020
menjadi 75,00 pada tahun 2024. Secara keseluruhan, laju
pertumbuhan IPM Kabupaten Gowa relatif sejalan dengan
pertumbuhan di tingkat provinsi dan nasional. Namun, meskipun
mengalami peningkatan yang stabil, IPM Kabupaten Gowa masih
berada di bawah rata-rata provinsi dan nasional
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Indikator pembentuk IPM terdiri dari Rata-Rata Lama Sekolah
(RLS), Umur Harapan Hidup (UHH), Harapan Lama (HLS), dan
Pengeluaran per Kapita.

Tabel 2. 60
Indikator IPM Kabupaten Gowa Tahun 2020-2024

o | ndikator I mmmmm

Angka Rata-Rata Lama

Sekolah
2. Angka Usia Harapan 70,43 70,45 70,70 74,03 74,19
Hidup (Thn)
3. Angka Harapan Lama 70,43 70,45 70,70 74,03 74,19

Sekolah (Tahun)

Pengeluaran per Kapita 9.394 9.504 9.812 10.233 10.700
(ribu rupiah)
Sumber : BPS Kabupaten Gowa, BPS Provinsi Sulsel, BPS, Tahun 2025

Angka Rata-Rata Lama Sekolah merupakan salah satu
komponen Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang merupakan
Kombinasi antara partisipasi sekolah, jenjang pendidikan yang
sedang dijalani, kelas yang diduduki dan pendidikan yang
ditamatkan. Rata-rata lama sekolah di Kabupaten Gowa mengalami
peningkatan dalam periode 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020,
rata-rata lama sekolah tercatat sebesar 8,19 tahun, kemudian
meningkat menjadi 8,20 tahun pada 2021. Tren kenaikan terus
berlanjut dengan nilai 8,40 tahun di 2022, 8,41 tahun di 2023, dan
mencapai 8,53 tahun pada 2024. Meskipun peningkatan dari tahun
ke tahun tergolong kecil, secara keseluruhan rata-rata
pertumbuhan tahunan tercatat sebesar 1,03%. Angka ini
menunjukkan adanya perbaikan dalam akses atau partisipasi
pendidikan di Kabupaten Gowa. Peningkatan rata-rata lama
sekolah ini bisa mencerminkan beberapa faktor, seperti keb
erhasilan program pendidikan pemerintah daerah, meningkatnya
kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan, serta upaya
pengurangan angka putus sekolah.

Angka Usia Harapan Hidup (UHH) adalah perkiraan rata-rata
tambahan umur seseorang yang diharapkan dapat terus hidup.
UHH juga dapat didefinisikan sebagai rata-rata jumlah tahun yang
dijalani oleh seseorang setelah orang tersebut mencapai ulang
tahun yang ke-x. Ukuran yang umum digunakan adalah angka
harapan hidup saat lahir yang mencerminkan kondisi kesehatan
pada saat itu. Sehingga pada umumnya ketika membicarakan UHH,
yang dimaksud adalah rata-rata jumlah tahun yang akan dijalani
oleh seseorang sejak orang tersebut lahir. Angka Usia Harapan
Hidup di Kabupaten Gowa di mana selama kurun waktu tahun
2020-2024 terjadi peningkatan angka usia harapan hidup yaitu dari
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70,43 tahun di tahun 2020 dan terus meningkat tiap tahunnya
hingga mencapai angka 74,19 tahun untuk tahun 2024. Semakin
meningkatnya angka usia harapan hidup penduduk Kabupaten
Gowa menunjukkan bahwa kualitas kesehatan yang semakin baik
yang ditunjang dengan kemudahan dan kesadaran masyarakat
dalam menggunakan layanan kesehatan, adanya berbagai seperti
Jamkesda (Jaminan Kesehatan Daerah), Jamkesmas (Jaminan
Kesehatan Masyarakat) dan BPJS Kesehatan.

Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) juga merupakan salah
satu tren komponen IPM. Lamanya sekolah (dalam tahun) yang
diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu dimasa
akan datang, diasumsikan bahwa peluang anak tersebut akan tetap
bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan peluang
penduduk yang bersekolah perjumlah penduduk untuk umur yang
sama saat ini. Harapan Lama Sekolah (HLS) dihitung untuk
penduduk berusia 7 tahun keatas. Angka Harapan Lama Sekolah
(HLS) di Kabupaten Gowa menunjukkan tren peningkatan dari
tahun 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, HLS tercatat sebesar
70,43 tahun, kemudian mengalami kenaikan bertahap menjadi
70,45 tahun pada 2021 dan 70,70 tahun pada 2022. Peningkatan
yang lebih signifikan terjadi pada 2023, di mana angka ini melonjak
menjadi 74,03 tahun, dan terus meningkat hingga mencapai 74,19
tahun pada 2024.

Pengeluaran rata-rata per kapita adalah biaya yang
dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama
sebulan baik yang berasal dari pembelian, pemberian maupun
produksi sendiri dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga
dalam rumah tangga tersebut. Perkembangan Pengeluaran Per
Kapita Kabupaten Gowa selama 5 tahun terakhir (2020-2024) terus
mengalami pertumbuhan. Pada tahun 2020, pengeluaran per kapita
tercatat sebesar 9.394.000 rupiah, kemudian meningkat menjadi
10.700.000 rupiah pada tahun 2024. Rata-rata pertumbuhan
tahunan pengeluaran per kapita selama periode ini adalah 3,32%.

b. Angka Ketergantungan

Angka ketergantungan penduduk merupakan perbandingan
antara penduduk usia tidak produktif (di bawah 15 Tahun dan 65
Tahun ke atas) dengan usia produktif (antara 15 sampai 64 tahun).
Angka ini menjadi parameter penting untuk mengukur seberapa
besar beban penduduk wusia produktif dalam menanggung
kehidupan penduduk usia belum dan tidak produktif. Semakin
tinggi angkanya menunjukkan semakin tingginya beban yang harus
ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup
penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Demikian
pula sebaliknya jika angka ketergantungan yang semakin rendah.
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Selanjutnya Rasio Ketergantungan Kabupaten Gowa Tahun
2020-2024 disajikan pada table berikut.

Tabel 2. 61
Rasio Ketergantungan Kabupaten Gowa Tahun 2020-2024

an
| 2020 ] 2021 | 2022 | 2025 | 2024

Penduduk Usia O Jiwa 191.76 190.23 189.38 204.64 207.11
— 14 thn 0 0 0 7 4

Penduduk Usia Jiwa  45.542 47.469 49.613 55.247 59.056
65+ thn

Jumlah Jiwa 237.30 237.69 238.99 259.89 266.17
penduduk Usia 2 9 3 4 0
0-14 dan 65+ thn

Penduduk Usia Jiwa

15-64 thn (Usia +528.5 535.61 544.17 540.10 559.19
Produktif) 34 6 4 S 9
Rasio Persen 44,90% 44,38% 43,92% 48,12% 47,60%
Ketergantungan

Sumber: Kabupaten Gowa Dalam Angka, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 (diolah)

Grafik 2. 27
Rasio Ketergantungan Kabupaten Gowa Tahun 2020-2024

RASIO KETERGANTUNGAN

49,00% 48,12%
48,00%
47,00%

47,60%

46,00% 44,90%
45,00%
44,00%
43,00%
42,00%
41,00%

44,38%

2020 2021 2022 2023 2024

Berdasarkan data rasio ketergantungan di wilayah tersebut
selama periode 2020 hingga 2024, terlihat adanya fluktuasi dalam
beban penduduk usia produktif (15-64 tahun) terhadap penduduk
usia non-produktif (0-14 tahun dan 65 tahun ke atas). Pada tahun
2020, rasio ketergantungan tercatat sebesar 44,9%, yang berarti
setiap 100 orang penduduk usia produktif menanggung sekitar 45
orang usia non-produktif. Rasio ini mengalami penurunan tipis
selama dua tahun berikutnya, yaitu menjadi 44,4% pada tahun
2021 dan 43,9% pada tahun 2022, mencerminkan adanya
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peningkatan proporsi penduduk usia produktif terhadap jumlah
tanggungan.

Namun, pada tahun 2023 rasio ketergantungan meningkat
cukup signifikan menjadi 48,1%, menunjukkan adanya
peningkatan jumlah penduduk usia muda dan lansia. Meskipun
pada tahun 2024 terjadi sedikit penurunan menjadi 47,6%, angka
ini masih lebih tinggi dibandingkan tiga tahun sebelumnya.
Kenaikan ini didorong oleh bertambahnya jumlah penduduk usia O-
14 dan lansia 65+ tahun yang lebih cepat dibandingkan
pertumbuhan usia produktif. Secara keseluruhan, kondisi ini
mencerminkan bahwa meskipun mayoritas penduduk masih berada
dalam wusia produktif, tantangan ke depan adalah menjaga
keseimbangan dan kesiapan sistem sosial serta ekonomi dalam
menghadapi peningkatan beban ketergantungan, terutama dari
kelompok usia lanjut.

Tabel 2. 62
Faktor Risiko Pendukung Kabupaten Gowa

Ekonomi Persentase 8,52% Turun dari
Penduduk Miskin 8,71% (2023)
Tingkat 4,08% Perbaikan
Pengangguran dibanding 2023
Terbuka (TPT) (4,15%)
PDRB per Kapita Rp57,12 Naik dari 2023
juta/jiwa (Rp55,63 juta)
Pendidikan Rata-rata Lama 8,85 tahun Masih setingkat
Sekolah (RLS) SMP
Harapan Lama 14,20 tahun Stabil, setara
Sekolah (HLS) D3-S1
Angka Partisipasi  92,10% Sedikit
Kasar (APK) meningkat
SMA /SMK
Kesehatan Usia Harapan 69,80 tahun Naik tipis dari
Hidup 2023 (69,65
tahun)
Jumlah Fasilitas 27 Puskesmas, 5  Relatif tetap
Kesehatan RS, 120 dibanding 2023
Posyandu, 37
Klinik
Indeks IPM Gowa 72,88 Naik 0,31 poin
Pembangunan dari 2023 (72,57)

Manusia (IPM)
Sumber: BPS, diolah

Faktor risiko pendukung pembangunan manusia di
Kabupaten Gowa tahun 2024 masih dipengaruhi oleh kondisi sosial
ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. Tingkat kemiskinan yang
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berada pada angka 8,52 persen dan pengangguran terbuka sebesar
4,08 persen menunjukkan masih adanya kerentanan ekonomi
meskipun PDRB per kapita meningkat menjadi Rp57,12 juta/jiwa.
Pada aspek pendidikan, rata-rata lama sekolah baru mencapai 8,85
tahun, menandakan mayoritas penduduk hanya menamatkan SMP,
sementara harapan lama sekolah sudah mencapai 14,20 tahun
sehingga terdapat kesenjangan antara potensi dan realisasi
pendidikan. Dari sisi kesehatan, usia harapan hidup berada pada
69,80 tahun, dengan fasilitas yang cukup tersebar namun masih
menghadapi tantangan dalam kualitas layanan dan pemerataan
tenaga medis. Meskipun Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
meningkat menjadi 72,88 (kategori tinggi), kombinasi faktor
kemiskinan, pendidikan menengah yang rendah, dan akses
kesehatan yang belum optimal tetap menjadi risiko pendukung yang
perlu ditangani secara terintegrasi.

Tabel 2. 63
Data Indikator Dampak Pandemi

Kondisi
Pra-
Pandemi
(2019)

Dampak Utama

Kemiskinan 8,15% Naik Turun Pandemi menekan
(2019) menjadi kembali pendapatan rumah
9,36% ke 8,82% tangga, terutama
(2020) (2022) pekerja sektor
informal
Pengangguran 3,85% Naik Menurun  Pembatasan
Terbuka (TPT) (2019) menjadi ke 4,36%  aktivitas berdampak
5,12% (2022) pada sektor
(2020) perdagangan,
transportasi, dan
jasa
Pendidikan - 8,65 tahun Stagnan Perlahan Pembelajaran daring
Rata-rata 2020-2021 naik ke menghambat
Lama Sekolah (8,67 8,73 capaian pendidikan,
(RLS) tahun) tahun terutama di daerah
(2022) tanpa akses internet
Pendidikan -  90,25% Turun Pulih ke Drop out meningkat
Angka menjadi 90,80% karena keterbatasan
Partisipasi 88,60% (2022) akses pembelajaran
Kasar (2020) daring
SMA/SMK
Kesehatan — 69,20 Turun tipis Pulih ke Beban kasus COVID-
Usia Harapan tahun ke 69,00 69,50 19 menekan kualitas
Hidup (UHH) tahun tahun kesehatan, terutama
(2021) (2022) pada lansia
IPM 72,12 Melambat, 72,45 Pertumbuhan IPM
(2019) hanya naik (2022) melambat akibat
ke 72,20 kombinasi tekanan
(2020) ekonomi,
pendidikan, dan
kesehatan
Sumber: BPS Kabupaten Gowa, diolah
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Pandemi COVID-19 memberikan tekanan signifikan terhadap
indikator pembangunan manusia di Kabupaten Gowa, dengan
lonjakan kemiskinan hingga 9,36% dan pengangguran terbuka
5,12% pada 2020. Pendidikan juga terdampak, terutama pada akses
pembelajaran daring yang menyebabkan stagnasi rata-rata lama
sekolah dan penurunan angka partisipasi. Dari sisi kesehatan, usia
harapan hidup sempat menurun, mencerminkan dampak
mortalitas akibat pandemi. Meskipun indikator mulai pulih pada
2022-2024, pandemi meninggalkan kerentanan struktural yang
harus diantisipasi, khususnya terkait daya tahan ekonomi rumah
tangga, pemerataan akses pendidikan, dan ketahanan sistem
kesehatan.

2.1.3.2. IPTEK, INOVASI, DAN PRODUKTIVITAS EKONOMI

IPTEK (Ilmu Pengetahuan dan Teknologi), Inovasi, dan
Produktivitas Ekonomi memiliki peran strategis dalam mendorong
pembangunan daerah yang berkelanjutan, inklusif, dan berdaya
saing. Ilmu pengetahuan dan teknologi menjadi fondasi penting
dalam mempercepat transformasi ekonomi dan peningkatan
kualitas pelayanan publik, Inovasi merupakan penerapan IPTEK
dalam menciptakan nilai tambah. Sedangkan Produktivitas
ekonomi menggambarkan efisiensi penggunaan sumber daya
(tenaga kerja, modal, lahan) untuk menghasilkan output ekonomi.

Tabel 2. 64
Data Sektor yang Relevan dengan Ilmu Pengetahuan dan Inovasi
(IPTEKIN) di Kabupaten Gowa

Sektor Indikator Utama Data 2024 Relevansi dengan
Inovasi

Pertanian Produksi Padi 352.147 ton Potensi precision
farming & efisiensi
pascapanen

Produksi Jagung 203.211 ton Perlu inovasi
pengeringan &
pengolahan
berbasis energi
terbarukan

Produksi >75 ribu ton Cocok untuk smart

Hortikultura (sayur, greenhouse &

buah) pemasaran digital

UMKM & Jumlah UMKM >43.500 unit Basis kuat untuk

Perdagangan  terdaftar digitalisasi UMKM
melalui e-commerce
& fintech

Pertumbuhan e- +14% transaksi  Menunjukkan

commerce lokal online adopsi digital oleh
pelaku usaha

Pariwisata Jumlah Kunjungan 715 ribu Digital tourism,

Wisatawan ke kunjungan promosi daring,

Malino & destinasi AR/VR untuk

unggulan wisata budaya
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Sektor Indikator Utama Data 2024 Relevansi dengan
Inovasi

Kontribusi 7,2% Masih bisa

Pariwisata ke PDRB ditingkatkan
melalui inovasi
promosi digital

Pendidikan Angka Partisipasi 92,10% Perlu penguatan e-
Kasar SMA/SMK learning & literasi
digital
Jumlah sekolah 78% Masih ada gap
dengan akses digital di perdesaan
internet memadai
Kesehatan Jumlah fasilitas 12 unit Awal transformasi
telemedicine aktif layanan kesehatan
(RS & Puskesmas) berbasis digital
Kepuasan pasien 81% puas Menunjukkan
layanan digital potensi perluasan
healthtech
Inovasi Jumlah layanan 27 layanan Penguatan e-
Pemerintahan publik digital di terintegrasi government & open
Gowa Smart Service data
(GSS)
Indeks Daya Saing 3,64 (SDM), 3,55 Mengungguli rata-
Daerah (IDSD) — (Inovasi) rata provinsi Sulsel
Pilar SDM & Inovasi (3,61)

Sumber: BPS Kabupaten Gowa, diolah

Analisis IPTEKIN menunjukkan bahwa pemanfaatan ilmu
pengetahuan, teknologi, dan inovasi (IPTEKIN) di Kabupaten Gowa
semakin penting untuk memperkuat daya saing daerah, terutama
pada sektor pertanian, UMKM, pariwisata, pendidikan, dan
kesehatan. Produksi padi 352.147 ton dan jagung 203.211 ton
masih dikelola secara tradisional, sehingga modernisasi melalui
precision farming dan teknologi pascapanen diperlukan untuk
meningkatkan nilai tambah. Lebih dari 43.500 UMKM telah
menunjukkan potensi besar, ditopang pertumbuhan transaksi
digital +14%, yang membuka peluang transformasi usaha melalui e-
commerce dan fintech. Sektor pariwisata dengan =715 ribu
kunjungan masih dapat ditingkatkan daya tariknya lewat promosi
digital dan inovasi digital tourism. Di bidang pendidikan, APK
SMA/SMK sudah 92,10%, tetapi kesenjangan akses internet
sekolah (78%) masih membatasi e-learning, sedangkan di sektor
kesehatan, layanan telemedicine (12 unit) dengan kepuasan pasien
81% perlu diperluas agar lebih merata. Dukungan inovasi
pemerintah melalui 27 layanan digital Gowa Smart Service serta
capaian IDSD di pilar SDM (3,64) dan inovasi (3,55) menegaskan
bahwa integrasi IPTEKIN lintas sektor adalah kunci untuk
mendorong produktivitas, inklusivitas layanan, dan keberlanjutan
pembangunan daerah.

Kabupaten Gowa memiliki basis ekonomi dan sosial yang
potensial untuk dimodernisasi melalui teknologi. Pertanian, UMKM,
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pariwisata, pendidikan, dan kesehatan sudah memiliki capaian
kuantitatif yang baik, namun penerapan inovasi masih parsial.
Kunci keberhasilan terletak pada integrasi kebijakan lintas sektor,
khususnya digitalisasi pertanian, penguatan UMKM berbasis
teknologi, wisata digital, literasi digital pendidikan, perluasan
healthtech, serta e-government yang terintegrasi.

Peran teknologi di Kabupaten Gowa semakin nyata ketika
dihubungkan dengan sektor-sektor strategis yang sedang tumbuh.
Pada sektor pertanian dan perkebunan, inovasi berbasis teknologi
informasi telah digunakan dalam sistem pemantauan cuaca,
pengendalian hama, serta pengelolaan rantai pasok. Di sektor
kesehatan dan pelayanan publik, digitalisasi layanan menjadi
bagian penting dalam mempercepat proses administrasi,
meningkatkan transparansi, serta memudahkan akses masyarakat.
Sementara itu, pada sektor pendidikan, penerapan teknologi digital
mendorong penguatan literasi, riset, serta pengembangan talenta
muda yang berorientasi pada inovasi.

Ekosistem inovasi di Gowa juga semakin terbentuk melalui
sinergi antara pemerintah daerah, perguruan tinggi, komunitas,
dan sektor swasta. Kolaborasi ini mendukung munculnya produk-
produk inovatif, mempercepat proses bisnis, dan menghadirkan
layanan publik yang lebih adaptif. Dengan demikian, skor Indeks
Inovasi Daerah yang dicapai bukan hanya menjadi indikator
administratif, tetapi juga mencerminkan arah transformasi Gowa
menuju daerah yang lebih kompetitif, berbasis IPTEK, serta selaras
dengan dinamika pertumbuhan sektor-sektor unggulan.

a. Rasio PDRB Industri Pengolahan

Rasio PDRB Industri Pengolahan (Produk Domestik Regional
Bruto sektor industri pengolahan) adalah ukuran kontribusi sektor
industri pengolahan terhadap total PDRB suatu daerah. Rasio ini
menunjukkan seberapa besar peranan sektor industri dalam
struktur ekonomi daerah.Angka Melek Huruf.

Rasio PDRB Industri Pengolahan Kabupaten Gowa Tahun
2020-2024 disajikan pada Tabel 2.56 berikut.

Tabel 2. 65
Rasio PDRB Industri Pengolahan (%) Tahun 2020-2024

Tahun

Rasio Industri Pengolahan

Kab. Gowa 6,28 6,45 6,93 7,36 7,65
Prov. Sulsel 12,76 12,49 12,76 12,85 13,02
Nasional 19,87 19,24 18,34 18,67 18,98

Sumber: Kabupaten Gowa dalam Angka, 2025 (diolah)
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Rasio PDBR Industri Pengolahan Kabupaten Gowa meningkat
signifikan di Tahun 2021 dan terus mengalami peningkatan hingga
Tahun 2024. Hal ini di dorong oleh pertumbuhan positif dan
terbesar dari sub sektor Industri Makanan dan Minuman.
Peningkatan rasio PDRB sektor industri pengolahan di Kabupaten
Gowa mencerminkan pergeseran struktur ekonomi daerah ke arah
yang lebih produktif dan bernilai tambah tinggi. Fenomena ini tidak
lepas dari sinergi antara kebijakan pemerintah daerah, ketersediaan
infrastruktur penunjang, serta adaptasi pelaku industri terhadap
teknologi dan kebutuhan pasar. Selain itu, transformasi dari sektor
primer ke sektor sekunder turut memperkuat kontribusi industri.

b. PDRB Per Kapita

PDRB per Kapita merupakan ukuran yang mengukur rata-
rata pendapatan atau output ekonomi per individu dalam suatu
wilayah tertentu, biasanya dalam satu tahun. Untuk menghitung
PDRB perkapita, total PDRB suatu wilayah dibagi dengan jumlah
penduduk. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan
mempengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya
nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan
faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut.

Setiap tahun, PDRB per Kapita Kabupaten Gowa mengalami
pertumbuhan yang cukup konsisten. Pada Tahun 2024, capaian
PDRB per kapita Kabupaten Gowa menyentuh di angka 37,77 juta
rupiah. Capaian PDRB yang masih rendah diakibatkan oleh masih
rendahnya pendapatan daerah yang berbanding terbalik dengan
jumlah penduduk yang makin tinggi. Hal ini menyebabkan terlalu
banyak total PDRB yang harus dibagi, sehingga nilai PDRB per
Kapitanya pun menjadi lebih kecil.

Salah satu masalah yang harus dihadapi Kabupaten Gowa
adalah  meningkatnya jumlah penduduk, namun tidak
berkontribusi terhadap pendapatan daerah, yang diakibatkan
karena masih banyaknya penduduk yang hanya bermukim di
Kabupaten Gowa namun melakukan aktivitas yang menghasilkan
pendapatan daerah di Kota Makassar. Sebagai informasi,
Kabupaten Gowa sendiri merupakan daerah hinterland atau
kabupaten penyangga yang berbatasan langsung dengan Kota
Makassar.

Nilai PDRB per Kapita Kabupaten Gowa tiap tahun
mengalami kenaikan. Meskipun masih berada dibawah Nasional
dan Provinsi Sulawesi Selatan, namun nilai PDRB per Kapita
Kabupaten Gowa lebih stabil dan selalu mengalami peningkatan
tiap tahunnya. PDRB Perkapita Sulawesi Selatan pada tahun 2023
mencapai Rp. 69,70 juta berada pada posisi ke 14 dari seluruh
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Provinsi di Indonesia. Untuk PDB Perkapita nasional berdasarkan
data World Bank terus meningkat dari Tahun 2020-2024, dengan
capaian di tahun 2023 sebesar 4.876 USD, sedangkan data tahun
2024 sebesar 4.960*.

Tabel 2. 66
Perbandingan PDRB per Kapita ADHB (Juta Rupiah) Kab. Gowa
dengan Prov. Sulsel, dan Nasional Tahun 2020-2024

2020 57,20 55,68 28,20
2021 62,30 59,65 30,44
2022 71,00 65,59 32,70
2023 75,00 69,70 35,52
2024 78,60 73,57 37,77

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

c. PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha

PDRB ADHK adalah ukuran nilai total produksi barang dan
jasa dalam suatu wilayah, diukur dengan menggunakan harga-
harga yang tidak berubah (harga konstan) dari tahun ke tahun.
PDRB ADHK menunjukkan nilai PDRB per kepala atau satu orang
penduduk dan menggambarkan pertumbuhan nyata ekonomi
perkapita penduduk suatu daerah. Besaran PDRB Perkapita suatu
daerah tergantung pada besaran PDRB dan jumlah penduduk
pertengahan tahun. PDRB per kapita pun merupakan indikator
yang digunakan untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi
per kapita penduduk di suatu wilayah sehingga dapat dipakai
sebagai salah satu indikator representatif untuk menunjukkan
tingkat kemakmuran penduduk. Tabel 2.67 berikut menunjukkan
besaran PDRB ADHK menurut lapangan usaha tahun 2020-2024
di Kabupaten Gowa.
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Tabel 2. 67
PDRB Kabupaten Gowa Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah) Tahun 2020-2024

PDRB Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Gowa (Juta Rupiah)
Harga Konstan 2010
202 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |

Lapangan Usaha PDRB

Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 3.852.275,45 4.289.107,50 4.432.280,00 4.627.808,45 4.653.290,00
2 Pertambangan dan Penggalian 500.616,85 520.641,50 33.660,00 569.871,56 603.850,00
3 Industri Pengolahan 853.488,16 933.497,80 1.048.830,00 1.185.184,60 1.287.160,00
4 Pengadaan Listrik dan Gas 26.550,64 28.006,40 8.690,00 32.297,24 33.180,00
5 Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan 19.739,66 20.529,30 21.880,00 23.108,64 24.240,00

Daur Ulang

Konstruksi 1.536.083,36 1.597.526,70 1.616.300,00 1.617.985,61 1.658.730,00

Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil 1.695.5